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g Ringkasan Eksekutif

Kajian “Policy Assessment 2026" The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
(TI) bidang ekonomi kali ini berusaha menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi
di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN)
menggunakan data terakhir tahun 2025; menganalisis perkembangan beberapa provinsi yang
dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026, melihat perkembangan komitmen terkait
iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan
tahun 2026, serta memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah terkait kesiapan dan
kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.

Kajian ini mencatat bahwa bahwa kebebasan ekonomi sangat penting dalam mendorong
kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi. Hal ini utamanya sangat diperlihatkan oleh
provinsi-provinsi di klaster Tinggi yang dianalisis, yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kalimantan Barat.
Walaupun demikian, masih terdapat kendala kewenangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Misalnya terkait dengan sinergi penanggulangan bencana dan pemulihan
pascabencana banjir di Provinsi Aceh melalui percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana.

Selain itu, kajian ini jJuga menemukan kesenjangan yang besar terkait kesiapan dan ketahanan
iklim antara provinsi di klaster Tinggi dengan provinsi di klaster Sedang dan klaster Rendah
karena skor kesiapan iklim sangat menentukan peringkat ND-GAIN. Hal ini terlihat dari korelasi
positif yang sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN
sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya,
maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan
iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, dapat lebih
bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk
memberikan respons yang lebih efisien.

Temuan lainnya adalah masih adanya permasalahan yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan
ekonomi masih terjadi di provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi DI Yogyakarta, di mana masih terdapat penyalahgunaan sistem perizinan Online Single
Submission (OSS), serta tidak mematuhi kepatuhan untuk mengurus Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) secara benar. Di Provinsi Sulawesi Utara, masih terdapat
tantangan berupa korupsi dan kualitas regulasi yang masih perlu diperbaiki. Korupsi
mengakibatkan biaya transaksi tinggi dan inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat
meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang
berpotensi mendukung transisi energi dan adaptasi iklim.

@ @indonesian.institute ﬁ The Indonesian Institute o @the_indonesian @ www.theindonesianinstitute.com



g Ringkasan Eksekutif

Beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penanganan
iklim, hingga pertengahan tahun 2026, serta merujuk pada konsep yang digunakan dalam kajian
ini (eksternalitas, kebebasan ekonomi, ND-GAIN), dapat dikatakan bahwa kebijakan terkait iklim
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (seperti Second Nationally Determined Contribution
(SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK)) telah didasarkan pada
teori ekonomi lingkungan yang tepat, terutama dari sisi menginternalisasi eksternalitas negatif
bagi pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak yang melakukan aktivitas ekonomi.
Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk menjalankan dan
mengimplementasikan komitmen tersebut karena beberapa komitmen iklim Presiden Prabowo
Subianto ditenggarai masih lemah.

Selain itu, implementasi komitmen dan kebijakan terkait iklim di atas menghadapi risiko politik-
ekonomi, besarnya kebutuhan pendanaan, dan kritik atas inkonsistensi dengan beberapa
proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan eksternalitas
negatif. Krisis geopolitik global dan konflik yang terjadi memperbesar ketidakpastian komitmen
global akan pendanaan dan akses teknologi hijau, serta mengganggu komitmen Indonesia
terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut menambah urgensi penguatan
kapasitas domestik untuk adaptasi dan mitigasi iklim.

Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa hal penting masing-masing bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat: 1) mengintegrasikan
dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata
kelola yang baik, ke dalam kerangka evaluasi kesiapan iklim pemerintah daerah; 2) bekerja
sama dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang ada melalui mekanisme
koordinasi yang lebih jelas dan mengikat; 3) mendesain ulang struktur denda pelanggaran
kepengurusan AMDAL agar biaya ketidakpatuhan secara konsisten melampaui biaya
kepatuhan; 4) memperbaiki dan memperbarui sistem OSS agar izin usaha tidak dapat
disalahgunakan dan sistem OSS nantinya juga harus dapat melihat dokumen lingkungan,
termasuk AMDAL, sudah dinyatakan lengkap, sah, dan sesuai ketentuan; 5) menjembatani
kerangka ekonomi lingkungan yang tepat guna memperkecil kesenjangan antara komitmen
dengan implementasi, serta 6) memperkuat integrasi dan kolaborasi multipihak dalam
percepatan pembangunan kapasitas domestik melalui riset dan pengembangan teknologi
adaptasi iklim, memperkuat pasar karbon dalam negeri, serta membangun cadangan fiskal iklim
yang dapat diakses secara cepat ketika komitmen internasional terganggu seperti yang terjadi
saat ini.
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Untuk pemerintah daerah: 1) bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, melakukan
audit regulasi dan kualitas regulasi secara berkala agar dapat mengindentifikasi permasalahan
dan hambatan tata kelola, lingkungan usaha, serta melakukan evaluasi perbaikan kapasitas
adaptif iklim; 2) mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengelola ketegangan
kewenangan antara pusat dan daerah yang kerap menghambat implementasi kebijakan iklim di
lapangan, serta proaktif mendorong komunikasi efektif dengan pemerintah pusat jika masih
ada ketidakjelasan, termasuk melalui rapat koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga
terkait, agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kebijakan yang merugikan upaya
adaptasi dan mitigasi iklim di daerah; 3) mengintegrasikan estimasi kerugian ekonomi-sosial-
lingkungan jangka menengah-panjang akibat degradasi ekosistem ke dalam basis perhitungan
denda, serta tidak pandang bulu untuk menggunakan hukum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di daerah kepada investor atau pengusaha nakal; 4)
membangun koordinasi terintegrasi, cepat, dan efisien dalam memverifikasi kesesuai dokumen
lingkungan yang diajukan dan didaftarkan dalam sistem OSS; 5) walaupun koordinasi bersifat
top-down, pemerintah daerah juga perlu memposisikan diri tidak hanya sebagai pelaksana
kebijakan iklim nasional, tetapi juga mengimplementasikan komitmen tersebut ke dalam
instrumen perencanaan daerah yang operasional, terukur, berpartisipasi bermakna agar seluruh
masyarakat lokal, terutama kelompok rentan, dapat mengetahui manfaat, tantangan, dan
dampak dari kebijakan/komitmen tersebut, serta 6) mengembangkan sumber pembiayaan
iklim strategis yang berakar pada ekonomi daerah. Misalnya, melalui pengembangan skema
pembiayaan campuran yang melibatkan lembaga intermediasi keuangan daerah dan pelaku
usaha lokal. Hal ini dikarenakan sudah banyak pelaku usaha lokal yang memiliki perspektif
maupun mengimplementasi praktik berkelanjutan.
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’ Analisis Kesiapan-Kerentanan lklim Provinsi dan
Perkembangan Kebijakan lklim di Indonesia

Putu Rusta Adijaya
Abstrak

Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TIl) ini
menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre
Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus
menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas,
kebebasan ekonomi, dan indeks ND-GAIN sebagai pisau analisis utama. Kajian ini menemukan bahwa
kebebasan ekonomi; yang mencakup kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola
pemerintahan yang baik; merupakan faktor determinan dalam mendorong kesiapan dan ketahanan
iklim provinsi, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja provinsi-provinsi di klaster Tinggi (Daerah Khusus
Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Aceh, dan Kalimantan Barat), dengan korelasi positif yang
sangat kuat antara skor kesiapan iklim dan nilai indeks ND-GAIN (r = 0,981).

Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi berbagai kegagalan institusional yang menghambat ketahanan
iklim, mulai dari penyalahgunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengabaian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul,
hingga praktik korupsi dan inkonsistensi regulasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, kebijakan
iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Second Nationally Determined
Contribution(SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), meskipun telah
didasarkan pada kerangka internalisasi eksternalitas negatif yang tepat secara teoritis, masih
menghadapi kesenjangan implementasi yang diperparah oleh ketidakpastian pendanaan iklim global
akibat krisis geopolitik. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini juga memberikan merekomendasikan
masing-masing bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata kunci: ND-GAIN, kesiapan iklim, kerentanan iklim, kebebasan ekonomi, eksternalitas, kebijakan
iklim Indonesia, Prabowo Subianto

Latar Belakang

Dikarenakan banyak analisis yang menjelaskan bagaimana dinamika geopolitik memperparah
perubahan iklim, seperti mempersulit kemampuan negara rentan iklim, terutama negara
berpendapatan rendah, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan dan
sumber daya yang dibutuhkan dalam adaptasi dan mitigasi iklim (Khatun, 4 Maret 2025), kajian
“Policy Asessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang
ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan
menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembanganbeberapa provinsi yang dinilai terkait iklim,
serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo
Subianto hingga pertengahan tahun 2026.

Hal ini didorong oleh banyak permasalahan dan konflik, terutama yang berkaitan dengan perubahan
iklim, terjadi di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali di Indonesia menjelang dan sejak menginjak
tahun 2026.
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Sebagai contoh, konflik Amerika Serikat (AS) dan Venezuela pada bulan Januari 2026 yang lalu,
tidak hanya berkaitan dengan hegemoni atau kontrol atas sumber daya alam Venezuela, tetapi juga
memiliki dampak pada komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia. Adijaya
(Januari, 2026) menilai bahwa dengan AS yang semakin berfokus ke energi fosil, komitmen
penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh Indonesia,
yang sudah dicanangkan dalam beberapa komitmen termasuk Second Nationally Determined
Contribution (SNDC), akan semakin sulit untuk tercapai.

Dalam konflik yang lain, yaitu Perang AS-Israel dengan Iran, juga memberikan implikasi mengerikan
dari sisi nilai emisi karbon yang dikeluarkan. Para analisis dalam theguardian.com (21 Maret 2026)
mengatakan bahwa emisi karbon yang dihasilkan pada dua minggu pertama konflik ini adalah lebih
dari 5,05 juta tCO,e, setara 131 juta tCO,e dalam kurun setahun, yang mana sama dengan total
emisi 84 negara yang menghasilkan emisi terendah atau negara berskala menengah yang secara
intensif menggunakan bahan bakar fosil, misalnya Kuwait. Sebagai perbandingan, invasi Rusia ke
Ukraina telah menghasilkan 311 juta tCO,e dalam waktu lima tahun (earth.org, 24 Maret 2026). Tidak
hanya emisi, perang AS-Israel dengan Iran ini juga mengancam keberlanjutan berbagai sektor,
seperti pertanian, air, kesehatan, kerusakan lingkungan dalam beberapa dekade ke depan akibat
dihasilkannya berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun, logam berat, dan polutan lainnya
(euronews.com, 26 Maret 2026).

Dikarenakan perubahan iklim bersifat lintas batas (transboundary), emisi yang dihasilkan oleh
konflik geopolitik dunia, baik dalam skala besar maupun skala kecil, juga dapat memperparah
kondisi perubahan iklim (Block et al., 2025), seperti bencana hidrometeorologi yang saat ini terjadi
dengan frekuensi tinggi di Indonesia. Contohnya, pada bulan November-Desember 2025 beberapa
waktu lalu, terjadi bencana alam banjir dan longsor bersakala besar di Provinsi Aceh, Provinsi
Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan kerugian sangat besar besar
dari sisi ekonomi (contoh: runtuhnya infrastruktur penting) dan sosial (contoh: kehilangan nyawa
manusia). Bencana tersebut adalah salah satu contoh bencana terkait iklim parah yang terjadi di
masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
(https://gis.onpb.go.id/bansorsumatera2025/, akses 5 April 2026), dampak bencana banjir dan
longsor tersebut adalah 1207 korban jiwa, 138 jiwa hilang, dan 3.999 kepala keluarga (KK)

mengungsi. Bencana tersebut terjadi di 53 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera
Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, bencana alam hebat tersebut merusak 301.012 rumah
dengan rincian 58.505 rumah rusak berat, 66.785 rumah rusak sedang, dan 175.722 rumah rusak
ringan. Banyak fasilitas dan infrastruktur juga terdampak dan rusak, antara lain 215 fasilitas
kesehatan, 4.922 fasilitas pendidikan, 813 rumah ibadah, 860 jembatan, dan 2.165 jalan.

Secara ekonomi, bencana banjir dan longsor tersebut memberikan kerugian yang besar. Menurut
situs Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis
BMKG (15 Desember 2025), kerugian ekonomi bencana ini diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun.
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I Dilansir dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara (8 Desember 2025),

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengestimasi kerugian bencana yang
melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp9,98 triliun. Dalam
nasional.kompas.com (15 Januari 2026), Bobby mengatakan kerugian bencana banjir dan longsor di
Sumatera Utara mencapai Rpl17,4 triliun dengan kebutuhan Rp69,47 triliun untuk biaya pemulihan
atau restorasi. Sementara, di Provinsi Aceh, kerugian ekonomi akibat bencana banjir dan longsor di
November-Desember 2025 lalu ditaksir sebesar Rpl1-2 triliun (acehprov.go.id, 22 Desember 2025;
CELIOS, 1 Desember 2025), dan kerugian ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berkisar Rp33,5 triliun
(metrotvnews.com, 16 Januari 2026). Walaupun terdapat disparitas dalam monetisasi kerugian
tersebut, satu hal dapat dipastikan bahwa nilai kerugian akibat perubahan iklim sangatlah besar.

Tidak hanya itu, persepsi masyarakat Indonesia terkait perubahan iklim juga semakin nyata.
Berdasarkan survei Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur (Ipsos) dalam data.goodstats.id
(21 Januari 2026), sebanyak 86% masyarakat Indonesia yang disurvei yakin bahwa jumlah kejadian
cuaca ekstrem pada tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sembilan persen menilai
jumlah kejadian cuaca ekstrem tahun ini tidak akan lebih tinggi dari tahun 2025 dan sisa responden
mengatakan tidak tahu/tidak menjawab. Ipsos menilai bahwa perspesi responden terkait hal ini
tidak berubah sejak tahun 2024.

Oleh karena itu, mengingat perubahan iklim semakin nyata, diperparah dengan krisis geopolitik
dunia saat ini yang mana mengabaikan upaya adaptasi dan mitigasi iklim, serta persepsi
masyarakat Indonesia akan peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 di atas,
kajian “Policy Asessment 2026" The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
bidang ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia
dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembangan beberapa provinsi yang dinilai
terkait iklim, serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026.

Kajian ini juga menilik kebijakan dari aspek eksternalisasi dan kebebasan ekonomi dalam
membahas topik ini lebih lanjut. Lebih jauh, kajian ini menjadi penting karena masyarakat yang
tinggal di suatu wilayah yang lebih rentan terhadap iklim akan lebih besar terimbas dampak negatif
dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang ‘kebal’ (invulnerable). Di samping itu, wilayah
yang memiliki kesiapan iklim yang lebih siap; baik itu kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, dan
kesiapan pemerintahan; memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik melalui pemanfaatan
investasi yang didorong oleh lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya (Adijaya, Juli
2025).
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Adapun kesiapan dan kerentanan iklim akan dianalisis dengan pendekatan Notre Dame Global
Adaptation Initiative (ND-GAIN), yang merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih
baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi
pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan
iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation
Initiative, 2024). Selain itu, kajian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis
geopolitik dunia saat ini.

Pertanyaan Penelitian
Merujuk pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara
lain:

1. Terkait dengan kesiapan dan kerentanan iklim di Indonesia, berapa skor indeks ND-GAIN di 38
provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025 dan bagaimana
perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026?

2. Bagaimana perkembangan beberapa komitmen terkait iklim di Indonesia selama masa
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 20267

3. Apa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim di
tengah krisis geopolitik dunia saat ini?

Tinjauan Pustaka

Kajian “Policy Assessment 2026" ini menggunakan beberapa konsep untuk mendukung
argumentasi dana analisis guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, yaitu eksternalitas,
kebebasan ekonomi, serta kesiapan dan kerentanan iklim dengan ND-GAIN.

Eksternalitas

Secara teori, konsep eksternalitas adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi lingkungan,
yang mana dapat didefinisikan sebagai konsekuensi aktivitas ekonomi (produksi atau konsumsi)
dari barang atau jasa yang tidak tercermin dalam harga pasar (Fullerton & Stavins, 2019).
Perubahan iklim adalah dampak dari eksternalitas negatif, seperti pembakaran batu bara di
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk menghasilkan listrik yang menghasilkan
emisi karbon. Contoh lain eksternalitas negatif adalah perusahaan minyak yang mencemari sungai
dan laut sehingga mengurangi jumlah biodiversitas sungai dan laut. Dalam contoh tersebut,
kerusakan yang disebabkannya, seperti kehilangan kenikmatan bagi masyarakat untuk berenang di
sungai dan laut tersebut, Roach, Lennox, dan Codur (2019) menjelaskan hal tersebut sangat sulit
untuk dihitung secara ekonomi.
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Konsep eksternalitas juga dapat dilihat dari lensa kebebasan ekonomi walaupun masih terdapat
perbedaan pendapat dan analisis oleh para ekonom. Misalnya, Fullerton dan Stavins (2019)
beragumen bahwa ekonom tidak serta merta percaya bahwa pasar dapat menyelesaikan semua
masalah yang ada tanpa intervensi di mana kebijakan laissez-faire untuk memitigasi eksternalitas
negatif tidak mengarah pada efisiensi sosial, namun mengarah ke inefisiensi. Intervensi untuk
memitigasi eksternalitas negatif tersebut dapat berupa pajak karbon yang merupakan salah satu
bagian dari pajak Pigouvian.[1]

Pigou (1920) menjelaskan bahwa pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan pada setiap aktivitas
ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat. Ini adalah bentuk
polluter pays principle di mana yang mencemari lingkungan harus membayar dalam jumlah yang
setara dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pajak Pigouvian yang “dapat beroperasi
secara efisien” adalah ketika biaya privat marginal (Marginal Private Cost/MPC) harus sama dengan
biaya sosial marginal (Marginal Social Cost/MSC) dengan menambahkan nilai pajak sebesar biaya
eksternal marginal (Marginal External Cost/MEC) ke dalam MPC (Roach, Lennox, & Codur, 2019).[2]

Namun, argumen Pigou ditantang oleh Coase (1960) dengan menawarkan perspektif yang dapat
dikatakan sejalan dengan kebebasan ekonomi (melalui hak milik) untuk menanggapi eksternalitas.
Dalam Deryugina, Moore, & Tol (2021), Teorema Coase menjelaskan bahwa ketika pada kondisi
tertentu (ada ekternalitas dan hak milik yang didefinisikan dengan jelas), agen ekonomi dapat
mencapai solusi yang efisien untuk merespons eksternalitas tanpa keterlibatan langsung dari
pemerintah. Di kasus eksternalitas negatif, kesepakatan antarpihak (antara penghasil emisi dengan
yang dirugikan) terkait dampak bahaya emisi dan pembayarannya akan ditentukan dan
dialokasikan melalui hak milik yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak yang bersengketa
(Bertrand, 2010).[3]

Kebebasan Ekonomi

Ada beberapa temuan empiris yang menemukan bahwa kebebasan ekonomi berpengaruh
terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Grafstrém (2024, him. 348-353) merangkum beberapa
penelitian yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan ekonomi memengaruhi upaya
lingkungan hidup. Misalnya, temuan oleh Bernauer dan Koubi (2013) dalam Grafstrém (2024)
menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan yang besar akan memengaruhi besarnya konsentrasi
sulfur dioksida yang dihasilkan. Bahkan, kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai
akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang
tinggi (Islam & Lépez, 2014, dalam Grafstrom, 2024).

[1] Dinamai berdasarkan ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou dalam karyanya “The Economics of Welfare” (1920).

[2] Secara matematika ditulis MPC+MEC=MSC. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Roach, Lennox, & Codur
(2019).

[3] Dalam dunia nyata, pendekatan Coase lebih jarang ditemukan dibandingkan pendekatan Pigou. Untuk beberapa
kritiknya dapat dibaca di Deryugina, Moore, & Tol (2021).
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Selain itu, Majeed et al. (2021) meneliti Pakistan dengan menggunakan metode Autoregressive
Distributed Lag (ARDL) dan Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) menemukan bahwa
kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan
dan polusi di hasil linear ARDL. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi
dalam jangka panjang. Sementara, hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian
perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Namun, beberapa kajian lain juga menemukan hasil yang beragam terkait kebebasan ekonomi dan
lingkungan. Jika dikaji lebih dalam terkait hubungan kebebasan ekonomi terhadap mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim, misalnya, Gu (2022) menemukan bahwa inovasi dalam teknologi tidak
hanya menekan emisi karbon di daerah perkotaan, tetapi juga memoderasi efek pertumbuhan
ekonomi dan emisi karbon melalui efisiensi energi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu
mendorong emisi karbon. Artinya, pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan masih
beragam dan dipengaruhi oleh banyak variabel seperti temuan-temuan di atas.

Hal serupa juga ditemukan Adijaya (2024), di mana hubungan antara integritas pemerintah dengan
jejak ekologis sangat kompleks, di mana ia menemukan bahwa 1% kenaikan integritas pemerintah
meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%. Begitu juga dengan Adijaya (2025) yang menemukan
bahwa bahwa kenaikan 1% efisiensi regulasi dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia
sebesar 2,335%, yang mengindikasikan perbaikan regulasi di Indonesia masih berorientasi
memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.

ND-GAIN

Terkait dengan kajian kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan
pendekatan ND-GAIN, penelitian sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025) mengukur indeks ND-GAIN
di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2023. Penelitian tersebut mencatat
bahwa Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta berada di peringkat 1indeks ND-GAIN; Provinsi Daerah
Istimewa (DI) Yogyakarta di peringkat 2; Provinsi Jawa Barat di peringkat 17; Provinsi Jambi di
peringkat 32, dan Provinsi Papua di peringkat 34. Tingginya nilai indeks ND-GAIN Provinsi DK
Jakarta didukung oleh baiknya skor indikator kesiapannya. Walaupun demikian, dari sisi indikator
kerentanan, Provinsi DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah di sub-indikator Layanan
Ekosistem. Sementara, Provinsi DI Yogyakarta juga terlihat baik dari indikator kesiapan yang
terutama didorong oleh sub-indikator Kesiapan Ekonomi. Provinsi Jawa Barat masih menghadapi
tantangan di subindikator Kesiapan Sosial karena ketimpangan sosial masih menjadi masalah akut.
Di sisi lain, Provinsi Jambi dan Provinsi Papua masih menghadapi masalah kesiapan di sub-
indikator Kesiapan Ekonomi, di mana kedua provinsi memiliki nilai indeks persaingan usaha yang
rendah.
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Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Moleong
(2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha
memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan
yang lain yang digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat. Adapun metode kuantitatif digunakan
untuk membentuk nilai indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia, termasuk empat provinsi
pemekaran baru (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan
Provinsi Papua Barat Daya) dengan data terakhir tahun 2025 yang mengemulasi Adijaya (Juli
2025).

Tabel 1. Indikator dan Subindikator Pembentuk ND-GAIN

Indikator Kerentanan

Kesehatan | Pangan | Elosistern | Habdtat | Air | Infrastruktor
Sumber: Notre Dame Global Adapiation Initiative, 2024, Diclah Penulis. Laporan tersebut dapat diakses di
https-Aeain nd edw'asseis/ 38135 4/nd_pain_countrvindex fechnicalreport 2024 paf

Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih

baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi
pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan
iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation
Initiative, 2024). Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan suatu
provinsi akan perubahan iklim. Sebaliknya, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti
semakin baik kesiapan iklim provinsi tersebut.

Adapun Tabel 1 memperlihatkan indikator kerentanan dan kesiapan dan masing-masing sub-
indikator yang digunakan. Penjelasan lebih lengkap terkait perhitungan dapat dilihat di Notre Dame
Global Adaptation Initiative (2024) dan Adijaya (Juli 2025). Untuk nama sub-indikator ND-GAIN,
nama komponennya, nama sub-sub indikator dalamsn ND-GAIN, proksi data untuk sub-sub indikator
yang digunakan dalam penelitian ini dan sumber datanya dapat dilihat di Lampiran kajian ini.

Rasionalisasi Beberapa Sub Indikator Proksi yang Digunakan

Pada kajian pertama pengukuran indeks ND-GAIN di Indonesia oleh Adijaya (Juli 2025) dalam
kajian tengah tahun “Policy Assessment 2025" The Indonesian Institute, Center for Public Policy
Research (TII), sebanyak 34 provinsi di Indonesia dianalisis dengan menggunakan studi data tahun
2023 dan menjelaskan perkembangan beberapa provinsi yang dinilai pada tahun 2025.
Penggunaan data tahun 2023 tersebut dikarenakan ketersediaan data paling banyak tersedia saat
itu ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan.
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Adapun studi “Policy Assessment 2026" kali ini menghitung nilai indeks ND-GAIN untuk 38 provinsi,
termasuk empat provinsi pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15
Tahun 2022; Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua
Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022, menggunakan data terakhir tahun 2025 dan
menjelaskan perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun
2026.

Sebagai catatan, ada beberapa perubahan proksi data yang digunakan di “Policy Assessment
2026" dibandingkan “Policy Assessment 2025" oleh Adijaya (Juli 2025) untuk mengakomodir
ketersediaan data seluruh provinsi. Walaupun demikian, kajian “Policy Assessment 2026" saat ini
berusaha mengemulasi proksi data untuk 38 provinsi di Indonesia dengan mengikuti dari sub-sub
indikator ND-GAIN yang ada. Misalnya, dalam sub-indikator Kesiapan Ekonomi (Economic
Readiness), yang mana ND-GAIN menggunakan sub-sub indikator Doing Business Index, kajian
sebelumnya menggunakan data ‘indeks persaingan usaha menurut provinsi’ yang datanya
didapatkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Namun, karena ketersediaan datanya baru mencakup 34 provinsi, penulis mencari representasi
proksi yang paling mendekati, yaitu rata-rata pilar-pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar
8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing
Daerah (IDSD). Adapun penjelasan komponen Pasar ini dapat dilihat di “Buku Indeks Daya Saing
Daerah 2025" oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (2026).

Selain itu, mayoritas proksi sub-sub indikator yang digunakan dalam kajian ini juga mengacu pada
nalar wajar (common sense) dari ketersediaan sub-sub indikator ND-GAIN global. Tidak semua
data proksi sub-sub indikator dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan data sub-sub
indikator dalam ND-GAIN karena data yang digunakan ND-GAIN bersifat global. Walaupun
demikian, proksi data yang digunakan tetap dipilih berdasarkan kesetaraan konsep dengan
indikator ND-GAIN yang ada sehingga dapat merepresentasikan dimensi kesiapan dan kerentanan
iklim yang hendak diukur. Lebih jauh, penggunaan variabel proksi merupakan pendekatan yang
sahih dalam penyusunan indeks ketika data yang ideal tidak tersedia atau terbatas (Organisation
for Economic Co-Operation and Development, 2008). Dengan demikian, meskipun terdapat
perbedaan pada jenis data yang digunakan, arah interpretasi dan makna dari proksi data yang
digunakan masih tetap sejalan dengan kerangka konseptual ND-GAIN.

Berdasarkan nilai indeks ND-GAIN dengan data terakhir tahun 2025, kajian ini juga akan
menganalisis perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun
2026, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.
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Temuan dan Pembahasan

Analisis Skor Indikator Kesiapan dan Kerentanan Iklim, serta Indeks ND-GAIN Provinsi di
Indonesia dan Perkembangan Beberapa Provinsi Terkait Iklim Hingga Pertengahan Tahun 2026
Dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, yang merupakan data terbaru, nilai indeks ND-
GAIN untuk 38 provinsi di Indonesia, termasuk empat provinsi pemekaran baru, memperlihatkan
adanya kesenjangan atau disparitas antarwilayah yang sangat tajam di kesiapan (readiness)
maupun kerentanan (vulnerability) iklimnya. Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai indeks ND-GAIN
di Indonesia berkisar pada nilai 29,876 (Provinsi Papua Pegunungan, peringkat 38) hingga 68,524
(Provinsi DK Jakarta, peringkat 1). Adapun rata-rata nasional nilai indeks ND-GAIN tersebut adalah
55,092. Perbedaan hampir 40 poin antara provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terbaik terhadap
provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terburuk tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
kapasitas kesiapan yang sangat serius di tingkat subnasional.

Tabel 2. Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN
38 Provinsi di Indonesia Hingga Pertengahan Tahun 2026

No | Provinsi Skor Kesiapan Skor Kerentanan ND-GAIN
1 | DK Jakarta 0,741 0,370 68,524
2 | DI Yogyakarta 0,776 0.431 67.254
3 | Bali 0,760 0.41% 67,008
4 | Banten 0,751 0.42% 66,089
5 Jawa Tengah 0.656 0,429 61.314
6 | Jawa Timur 0.651 0.428 61,188
7 | Aceh 0.675 0.452 61,184
& | Jawa Barat 0,655 0,452 60,170
9 | Kalimantan Barat 0,612 0.412 60,019
10 | Sumatera Barat 0,680 0.481 59977
11 | Kalimantan Selatan 0,660 0,460 59971
2 | Kalimantan Timur 0,620 0.423 59,837
13 | Gorontalo 0.624 0,435 59,425
14 | Kalimantan Tengah 0,596 0.440 57777
15 | Maluku 0,604 0,458 57,289
16 | Kalimantan Utara 0.541 0.404 56,873
17 | Jamb 0.601 0.470 56,551
18 | Nusa Tenggara Barat 0,580 0,464 56,125
19 | Bengkulu 0.608 0488 55988
20 | Kepulauan Bangka Belitung | 0,559 0.445 55,721
21 | Sulawesi Utara 0.545 0.433 55,621
2 | Eepulauan Riau 0.525 0423 55,086
23 | Sulawesi Tenggara 0,563 0.470 54.673
24 | Sulawes1 Tengah 0,582 0.49% 54,181
25 | Sumatera Utara 0,561 0478 54,164
26 | Nusa Tenggara Timur 0,594 0,512 54,088
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’ 27 | Sumatera Selatan 0,507 0,437 53,497

28 | Sulawes: Barat 0.539 0.471 53,359
29 | Sulawes: Selatan 0.555 0.490 53,268
30 | Maluku Utara 0.517 0.454 53,147
31 | Lampung 0.545 0,511 51,678

2 | Riau 0475 0,451 51,202
33 | Papua 0441 0,442 49 929
34 | Papua Selatan 0285 0,407 43 905
35 | Papua Barat Daya 0.301 0,430 43,525
36 | Papua Barat 0.215 0,433 39.084
37 | Papua Tengah 0,129 0,430 34932
38 | Papua Pegunungan 0,109 0,512 29876
Rata-rata nasional 0.551 0.44% 55,092

Sumber: Kalkulasi Penulis.
Jika dilihat secara statistik, terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara skor indikator
kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN dalam Tabel 2, sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi
bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu
provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah,
dalam hal ini, provinsi, dapat lebih bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan
ekonomi dan investasi untuk memberikan respons yang lebih efisien.

Di sisi lain, korelasi negatif (-0,301) diperlihatkan antara skor indikator kerentanan iklim dengan nilai
indeks ND-GAIN. Hal ini dimaknai ketika skor indikator kerentanan iklim menurun, maka nilai indeks
ND-GAIN akan meningkat, dan sebaliknya. Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum
kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik
melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur
kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di
masa depan (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024).

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa empat provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN tertinggi, yaitu
Provinsi DK Jakarta (68,524, peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali
(67,008, peringkat 3), dan Provinsi Banten (66,089, peringkat 4), memiliki skor indikator kesiapan
iklim yang tinggi, yaitu di atas O,70. Di samping itu, jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN
2023 dalam Adijaya (Juli 2025), ada tiga provinsi yang masih berada pada posisi yang sama, yaitu
Provinsi DK Jakarta (peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (peringkat 2), dan Provinsi Sulawesi Selatan
(peringkat 29). Layaknya sebuah peringkat, beberapa provinsi memperlihatkan kenaikan peringkat
indeks ND-GAIN. Misalnya, Provinsi Bali yang naik 7 peringkat, dan beberapa provinsi menunjukkan
penurunan.[4]

[4] Secara matematis dan statistik, perbedaan urutan provinsi-provinsi yang diteliti pada kajian ini dibandingkan dengan kajian
dalam Adijaya (Juli 2025) utamanya disebabkan oleh perubahan proksi data yang digunakan dan juga penambahan jumlah provinsi
(dari 34 menjadi 38). Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam Metode Penelitian, proksi data yang digunakan tetap dipilih
berdasarkan kesetaraan konsep dengan indikator ND-GAIN yang ada, sehingga dapat merepresentasikan dimensi kesiapan dan
kerentanan yang hendak diukur. Hal ini dikarenakan penggunaan variabel proksi merupakan pendekatan yang sahih dalam
penyusunan indeks ketika data yang ideal tidak tersedia atau terbatas. Meskipun terdapat perbedaan pada jenis data yang
digunakan, arah interpretasi dan makna dari proksi data yang digunakan masih tetap sejalan dengan kerangka konseptual ND-GAIN.
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Jika nilai indeks ND-GAIN di Tabel 2 dibagi berdasarkan klaster, yaitu nilai indeks 260 adalah klaster
Tinggi, nilai indeks 50-59 adalah klaster Sedang, dan nilai indeks <50 adalah klaster Rendah, bukan
kebetulan jika provinsi di Pulau Jawa-Bali mendominasi klaster Tinggi ini seperti yang dapat dilihat
di Grafik 1. Adapun provinsi dalam klaster Tinggi tersebut antara lain Provinsi DK Jakarta (68,524,
peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali (67,008, peringkat 3), Provinsi
Banten (66,089, peringkat 4), Provinsi Jawa Tengah (61314, peringkat 5), Provinsi Jawa Timur
(61188, peringkat 6), Provinsi Aceh (61,184, peringkat 7), Provinsi Jawa Barat (60,170, peringkat 8),
dan Provinsi Kalimantan Barat (60,019, peringkat 9).

Provinsi di klaster Tinggi ini menunjukkan bahwa kesiapan iklim, atau kapasitas adaptif, ditentukan
oleh baiknya struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta baiknya kualitas
pendidikan (yang notabene adalah salah satu sub-sub indikator dari subindikator Kesiapan Sosial).
Hal tersebut juga sejalan dengan temuan dan argumen Brooks, Adger, dan Kelly (2005), di mana
kemampuan adaptasi suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, akan meningkat seiring dengan
mengatasi permasalahan terkait pendidikan dan tata kelola. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan
bahwa penguatan unsur-unsur tersebut, termasuk upaya khusus dan implementasi teknologi,
harus ditargetkan pada daerah, kelompok dan sektor terdampak, serta ditentukan dalam konteks
lokal yang relevan.

Grafik 1. Scatterplot Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia
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Provinsi di klaster Tinggi ini juga sebagian besar telah mendapatkan manfaat ekonomi aglomerasi.
Dengan adanya ekonomi aglomerasi, wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi, modal
manusia, dan kelembagaan di Indonesia. Menurut Adijaya (Mei 2026), ekonomi aglomerasi
didasarkan oleh beberapa hal, seperti dekatnya wilayah tersebut dengan pasar atau sumber input
barang/jasa; dekatnya wilayah tersebut dengan tenaga kerja, sehingga memudahkan perusahaan
mendapatkan pekerja terampil, dan wilayah tersebut memiliki atau berbagi infrastruktur
pendukung, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan koneksi internet. Dalam klaster Tinggi, skor indikator
kesiapan iklim yang tinggi (0,612-0,776) dicerminkan oleh tiga keunggulan utama.
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Keunggulan utama pertama adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan
ekonomi yang sangat baik yang diproksi dengan rata-rata dari pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar
Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks
Daya Saing Daerah (IDSD).[5] Dengan adanya kesiapan ekonomi yang baik, suatu wilayah dapat
mendapatkan dan menggunakan investasi untuk abatement technologies dan opsi berkelanjutan
lainnya untuk mengurangi kerentanan terhadap iklim (Sarkodie, Ahmed, & Owusu, 2022). Selain itu,
melalui Green Climate Fund yang telah disalurkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPDLH)
ke 15 provinsi (kemenlh.go.id, 7 Agustus 2025); yang notabene juga diterima oleh beberapa
provinsi di klaster Tinggi ini, akan menciptakan sebuah ‘virtuous cycle’, provinsi klaster Tinggi yang
sudah siap secara ekonomi akan semakin lebih siap dan semakin lebih mampu menggunakan,
mengelola, dan mengawasi penggunaan dana iklim dengan lebih optimal. Kesiapan ekonomi yang
baik berkelindan dengan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.

Kim dan Roberts (2026) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi adalah kunci untuk mencapai
perekonomian industri yang menghargai layanan dan inovasi, hak milik, dan kemajuan dan
pemulihan berkelanjutan terkait sumber daya manusia. Dengan demikian, kebebasan ekonomi akan
bermuara pada produk yang lebih baik bagi masyarakat, masyarakat yang lebih sehat dan
sejahtera, serta lapangan kerja yang lebih baik. Lebih jauh, dengan adanya inovasi dan solusi
praktis, kebebasan ekonomi tidak hanya berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga
penting dalam mendorong ketahanan dan kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim (Adijaya,
Juli 2025).

Loris dan Luse (2023) menjelaskan bagaimana kebebasan ekonomi dapat mendorong kapasitas
adaptif atau kesiapan suatu wilayah untuk menghadapi krisis iklim. Ketika suatu wilayah memiliki
perekonomian yang lebih bebas, mereka cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi,
kapasitas inovasi yang lebih besar, serta akses lebih terhadap teknologi maju; seperti teknologi
hijau; yang mendukung kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Dengan adanya sumber daya ekonomi yang tersedia, wilayah tersebut memungkinkan untuk
membangun beberapa infrastruktur terkait ketahanan dan kesiapan iklim yang lebih tangguh,
seperti tanggul, dinding penahan gelombang laut, dan berbagai fasilitas perlindungan lainnya yang
berperan penting dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi kehidupan masyarakat di
wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).

Mereka juga menekankan bahwa kebebasan ekonomi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi
yang mana dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim suatu wilayah melalui sistem
peringatan dini, perangkat visualisasi cuaca, peta banjir terkini, pemodelan komputer, satelit, dan
radar untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi bencana dengan lebih akurat. Begitu
juga di sektor pertanian, wilayah dengan kebebasan ekonomi yang dimiliki dapat mendorong
pengembangan varietas tanaman yang dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim
sehingga memperkuat ketahanan pangan wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).

[5] Untuk penjelasan terkait pilar dalam komponen Pasar tersebut dapat melihat “Buku Indeks Daya Saing Daerah
2025" oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (2026).
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Keunggulan utama kedua adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan tata
kelola atau pemerintahan yang sudah terbangun berdasarkan proksi subindikator Kesiapan Tata
Kelola yang diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran. Misalnya,
dalam sub-sub indikator ‘stabilitas politik dan non-kekerasan’, yang diproksi dengan Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI), provinsi-provinsi klaster Tinggi menunjukkan tingkat demokrasi yang
lebih baik dibandingkan provinsi dalam klaster lainnya. IDI digunakan sebagai proksi ‘stabilitas
politik dan non-kekerasan’ karena disesuaikan dalam beberapa teori dan temuan empiris yang
menjelaskan bahwa demokrasi dengan kepercayaan tinggi berkaitan dengan stabilitas politik.

Misalnya, di negara-negara demokrasi, negara yang sangat dipercaya memiliki kemungkinan yang
jauh lebih kecil mengalami pergantian pemimpin dibandingkan negara yang kurang dipercaya
ketika negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi rendah (Nunn, Qian, & Wen, 2023). Feng
(1997) sebelumnya menyimpulkan bahwa demokrasi dapat mengurangi perubahan pemerintahan
yang inkonstitusional di tingkat makro melalui lingkungan politik yang stabil, serta demokrasi yang
bersamaan dengan stabilitas rezim dapat menawarkan peluang dan fleksibilitas untuk perubahan
politik yang signifikan dalam sistem politik.

Keunggulan utama ketiga adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan sosial
yang telah terbentuk dan berjalan baik berdasarkan proksi subindikator Kesiapan Sosial yang juga
diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran. Misalnya, dari
subindikator Infrastruktur TIK yang diproksi dengan merata-ratakan empat jenis data
memperlihatkan nilai yang signifikan antara provinsi di klaster Tinggi (0,570-0,737) dengan provinsi
lain di klaster Rendah (0,119-0,546). Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024) menjelaskan
bahwa subindikator ini penting untuk fitur adaptasi, seperti membuka kemungkinan integrasi
pengetahuan dan pembelajaran terkait kapasitas adaptif, menyediakan dukungan teknis terkait
sistem peringatan dini, dan memperkuat kapasitas lokal dalam melakukan adaptasi. Di bawah ini
adalah analisis perkembangan beberapa provinsi di klaster Tinggi, yaitu Provinsi DK Jakarta,
Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Klaster Tinggi: Provinsi DK Jakarta

Provinsi DK Jakarta berada di peringkat pertama provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN tertinggi,
yaitu 68,524 yang dicerminkan dari skor kesiapan iklim yang tinggi sebesar 0,741 dan skor
kerentanan iklim yang relatif moderat (0,370). Dalam kerangka ND-GAIN, temuan tersebut
mengindikasikan bahwa meskipun Provinsi DK Jakarta masih memiliki paparan terhadap risiko iklim,
terutama di sekitar kawasan pesisir, kapasitas adaptif iklimnya jauh melebihi rata-rata nasional dan
beberapa provinsi lainnya dalam klaster Tinggi.

Dari perspektif eksternalitas, skor kerentanan yang relatif moderat di 0,370 menunjukkan bahwa
Provinsi DK Jakarta belum sepenuhnya bebas dari dampak eksternalitas negatif akibat aktivitas
antropogenik yang mengakselerasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan perubahan iklim bersifat
lintas batas (transboundary) dan juga global. Walaupun demikian, Provinsi DK Jakarta telah memiliki
mekanisme kelembagaan dan ekonomi yang siap guna menghadapi gejolak risiko iklim dengan
lebih efektif.
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Peringkat Provinsi DK Jakarta tidak berubah jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN
sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025). Hal ini dapat menunjukkan bahwa Provinsi DK Jakarta
memiliki keunggulan komparatif, serta dapat dikatakan konsisten dan berkomitmen terkait
kesiapan iklim yang bersifat struktural alih-alih temporal. Dari sisi kesiapan ekonomi, Provinsi DK
Jakarta adalah provinsi yang sangat siap, yaitu bernilai 1. Sebagai pengingat, semakin tinggi skor
kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan iklim provinsi tersebut. Provinsi ini dapat
dikatakan telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.

Misalnya, di pertengahan tahun 2026, Provinsi DK Jakarta adalah kontributor utama realisasi
investasi Indonesia pada Triwulan-I tahun 2026, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas
investasi di Jakarta dan perannya dalam mendukung kinerja investasi di Indonesia. Hal ini didukung
oleh tetap stabilnya aktivitas investasi, ditambah kuatnya aktivitas bisnis yang kuat, membaiknya
fasilitas investasi, dan kinerja positif di sektor utama mendorong hal tersebut (invest.jakarta.go.id,
25 Mei 2026). Berdasarkan situs yang sama, selama bulan Januari-Maret 2026, total realisasi
investasi di Provinsi DK Jakarta mencapai Rp78,7 triliun atau sebesar 15,8% terhadap total realisasi
investasi nasional.

Dalam mendorong momentum tersebut, Pemerintah Provinsi DK Jakarta terus melakukan berbagai
langkah strategis dan penting, seperti penguatan pengawasan investasi melalui sistem Online
Single Submission (OSS), promosi investasi melalui Jakarta Investment Center, perbaikan iklim
usaha, seperti penilaian subnasional B-READY Bank Dunia, serta peningkatan fasilitasi investasi
sebagai komitmen Provinsi DK Jakarta dalam memperkuat ekosistem dan lingkungan investasi
yang kondusif (investjakarta.go.id, 25 Mei 2026). Hal ini juga ditunjukkan lewat komitmen
Pemerintah Provinsi DK Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, yang
menyelenggarakan Jakarta Future Festival (5-7 Juni 2026) yang mengusung tema yang sangat
relevan, yaitu “Navigating Resilience”. Tema tersebut dipilih untuk mendiskusikan, merespons, dan
sebagai ruang partisipasi publik terkait tantangan yang dihadapi Provinsi DK Jakarta, seperti
perubahan iklim, pengelolaan sampah, perumahan, tata kelola air, energi terbarukan, hingga upaya
membangun kota yang lebih tangguh dan adaptif (jakarta.go.id, 3 Juni 2026).

Lebih jauh, dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi yang tinggi mencerminkan kemampuan
suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, untuk menarik, mengelola, dan menggunakan investasi
tersebut, termasuk untuk adaptasi iklim. Aliran investasi yang besar ke Provinsi DK Jakarta tidak
hanya mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini, tetapi juga memperkuat kapasitas Provinsi
DK Jakarta dalam pembiayaan infrastruktur tahan iklim, teknologi hijau, dan program mitigasi iklim
lainnya. Hal ini merupakan mekanisme transmisi penting antara kebebasan ekonomi dengan
kesiapan dan ketahanan iklim, di mana ekosistem investasi yang sehat berpotensi menciptakan
sumber daya ekonomi dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk adaptasi iklim.
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Selain kesiapan ekonomi, skor indikator kesiapan Provinsi DK Jakarta juga didukung oleh kesiapan
pemerintahnya yang baik. Provinsi yang merupakan pusat ekonomi Indonesia ini telah mampu
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim dalam
perencanaan pembangunan daerahnya. Pada awal bulan Februari 2026 yang lalu, Pemerintah
Provinsi DK Jakarta, Kedutaan Besar Inggris, dan C40 Cities telah secara resmi menyelesaikan
program Climate Action Implementation (CAl) yang didanai Pemerintah Inggris yang menandai
pergeseran menuju integrasi penuh ketahanan iklim ke dalam infrastruktur jangka panjang Provinsi
DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026). Kemitraan dari tahun 2022-2025 tersebut adalah kemitraan
penting dalam membantu Provinsi DK Jakarta untuk mencapai tujuan pengurangan emisi GRK
sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan net-zero emission pada tahun 2050 (c40.org, 6 Februari
2026).

Puncak acara serah terima portofolio Urban Climate Action Programme (UCAP) Climate Action
Implementation (CAl) dari Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste,
kepada Pramono Anung, Gubernur DK Jakarta adalah peresmian Peraturan Gubernur Provinsi DK
Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung mengingat
hampir 60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta dikontribusi oleh sektor bangunan. Peraturan ini
menjadi momentum penting dalam kerangka hukum untuk menegakkan standar keberlanjutan di
seluruh lingkungan binaan Provinsi DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026).

Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Provinsi DK Jakarta berupaya untuk
menginternalisasi eksternalitas negatif emisi GRK. Sektor bangunan sebagai penyumbang hampir
60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta merupakan sumber eksternalitas negatif yang signifikan
di mana aktivitas konsumsi energi dan air di gedung-gedung, seperti perkantoran dan pencakar
langit, membebankan biaya pada lingkungan dan masyarakat Jakarta yang tidak ditanggung
langsung oleh pengguna gedung. Regulasi efisiensi energi dan air pada bangunan gedung
merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk menginternalisasi eksternalitas negatif
tersebut.

Selain itu, meskipun Provinsi DK Jakarta memiliki nilai indeks ND-GAIN tertinggi, provinsi ini juga
berhadapan dengan krisis iklim. Jakarta disebut sebagai kota yang paling rentan di dunia terhadap
ancaman lingkungan (Environmental Risk Outlook, Nichols, 2021) di mana kurang lebih 95% wilayah
pesisir Jakarta akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut (The World Bank Group & Asian
Development Bank, 2021). Dari perspektif eksternalitas, ancaman tenggelamnya pesisir Jakarta
akibat kenaikan permukaan air laut dapat mencerminkan dampak terbesar dari eksternalitas
negatif perubahan iklim global.
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Kapasitas kesiapan iklim yang dijelaskan sebelumnya, sebaik apapun, juga memiliki keterbatasan
fisik. Misalnya, infrastruktur tanggul laut raksasa (giant sea wall) yang akan dibangun; yang mana
diupayakan dipercepat pembangunannya untuk Jakarta dan Semarang (cnbcindonesia.com, 4 Mei
2026), memang dapat menunda dampak perubahan iklim, tetapi belum tentu dapat sepenuhnya
mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kombinasi penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah
yang berlebihan, serta kenaikan permukaan air laut. Dalam konteks ini, kebebasan ekonomi tanpa
regulasi dan tata kelola yang tepat, khususnya terkait penggunaan air tanah dan tata ruang pesisir,
justru dapat memperburuk eksternalitas negatif yang ada.

Klaster Tinggi: Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta berada di peringkat kedua provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN 67,254
dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,776 dan skor kerentanan iklim sebesar O,431. Sama seperti
Provinsi DK Jakarta, peringkat Provinsi DI Yogyakarta tidak berubah jika dibandingkan dengan nilai
indeks ND-GAIN sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025).

Dari sisi kerentanan iklim, yang mendorong kerentanan iklim di Provinsi DI Yogyakarta adalah
kerentanan di subindikator air dan subindikator habitat dengan nilai masing-masing 0,698 dan
0,519.Sebagai pengingat, semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan iklim
provinsi tersebut. Dari sisi kerentanan air, Provinsi DI Yogyakarta adalah salah satu provinsi di
Indonesia yang terdampak. Walaupun Provinsi DI Yogyakarta juga telah berhasil mempraktikkan
prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan adanya pertumbuhan investasi dan pariwisata,
pembangunan masif di kawasan karst, seperti di Kabupaten Gunungkidul, memicu krisis air tanah
dan mulai merusak bentang alam (gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026).

Menurut Bupati Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, wilayah Tanjungsari dan
Tepus mengalami defisit daya dukung air yang ekstrem akibat pembangunan yang merusak
bentang alam karst yang secara langsung mengganggu cadangan air bawah tanah
(gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026). Setidaknya terdapat 13 titik lokasi pariwisata hingga saat ini
yang mendapat protes karena dianggap merusak ekosistem karst tersebut.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah penyalahgunaan sistem perizinan Online
Single Submission (OSS) di mana banyak investor merasa dengan memiliki izin OSS, mereka sudah
diperbolehkan memulai pembangunan tanpa menyelesaikan dokumen lingkungan, seperti Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026). Yang paling
memperihatinkan adalah para pengusaha lebih memilik untuk membayar denda; yang notabene
lebih murah; daripada mengurus dokumen AMDAL secara benar.
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Dalam teori ekonomi lingkungan, kondisi tersebut mencerminkan eksternalitas negatif, di mana
aktivitas ekonomi, seperti pembangunan pariwisata di kawasan karst, menghasilkan biaya sosial
dan lingkungan yang tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan dialihkan kepada masyarakat
Provinsi DI Yogyakarta dan ekosistem yang ditunjukkan dalam kasus Kabupaten Gunungkidul dalam
situs gunungkidulkab.go.id (30 April 2026). Degradasi cadangan air bawah tanah dan kerusakan
bentang alam karst Gunungkidul adalah eksternalitas negatif yang bersifat kumulatif dan tidak
dapat diubah. Sekali sistem lingkungan terganggu, maka pemulihannya akan membutuhkan biaya
nonadministratif yang mahal. Oleh karena itu, tidak ayal jika investor lebih memilih membayar
denda dibandingkan melakukan tindak pencegahan melalui pengurusan dokumen AMDAL karena
biaya denda cenderung murah. Murahnya biaya tersebut karena harga yang sesungguhnya tidak
tercermin yang mana tidak memasukkan biaya sosial riil dari kerusakan ekosistem yang ada
(Reyes-Garcia et al., 2025).

Dari perspektif kebebasan ekonomi, paradoks yang muncul di Kabupaten Gunungkidul adalah
cerminan dari permasalahan kelembagaan yang lebih dalam. Kebebasan ekonomi yang sehat
mensyaratkan bukan hanya kemudahan dalam berusaha, tetapi juga kepastian hak milik, termasuk
hak masyarakat atas sumber daya air dan lingkungan hidup yang sehat. Ketika sistem OSS
digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban AMDAL, yang terjadi bukanlah
liberalisasi ekonomi, melainkan privatisasi keuntungan. Kondisi ini justru melemahkan prinsip-
prinsip kebebasan ekonomi itu sendiri, karena lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan yang
berintegritas dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ketidakpastian
lingkungan yang ditimbulkan pada akhirnya akan mengurangi daya tarik investasi jangka panjang
dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan.

Walaupun demikian, skor kesiapan iklim yang tinggi di Provinsi DI Yogyakarta didorong oleh
subindikator kesiapan pemerintahan dan sosial yang baik, dengan nilai masing-masing 0,867 dan
0,730. Dari subindikator sosial, di sub-sub indikator Edukasi yang diproksi dengan ‘Angka
Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi’ memperlihatkan nilai yang tinggi di
Provinsi DI Yogyakarta (74,7%) yang lebih tinggi dibandingkan APK perguruan tinggi Provinsi DK
Jakarta (41,78%). Menurut BPS (n.d.), APK perguruan tinggi adalah “perbandingan antara jumlah
penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (tanpa memandang usia
penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah
di jenjang pendidikan perguruan tinggi (umur 19- 23 tahun)”.
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Hal tersebut dapat didorong oleh Provinsi DI Yogyakarta sebagai “Kota Pelajar” dengan konsentrasi
perguruan tinggi yang padat, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, dan Universitas Islam Indonesia, yang menarik mahasiswa pendatang dari berbagai
pelosok negeri (goodstats.id, 30 April 2026). Menurut Notre Dame Global Adaptation Initiative
(2024), strategi penting untuk membangun kapasitas adaptif dan mengidentifikasi solusi adaptasi
yang sesuai dengan kebutuhan lokal adalah melalui pendidikan. Selain itu, dengan nilai indikator
kesiapan Provinsi DI Yogyakarta (0,776) yang lebih unggul melampui Provinsi DK Jakarta (0,741)
juga dapat mencerminkan bahwa kualitas kesiapan iklim suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh
kapasitas ekonomi semata, tetapi juga kualitas pendidikan, kepadatan perguruan tinggi dan riset
yang menarik minat dan sumber daya manusia terampil.

Lebih jauh, terkait kebijakan iklim, Provinsi DI Yogyakarta bersama dengan 11 pemerintah provinsi
lain, yaitu Provinsi DK Jakarta (klaster Tinggi), Provinsi Banten (klaster Tinggi), Provinsi Jawa Barat
(klaster Tinggi), Provinsi Jawa Timur (klaster Tinggi), Provinsi Jawa Tengah (klaster Tinggi), Provinsi
Lampung (klaster Sedang), Provinsi Bali (klaster Tinggi), Provinsi Nusa Tenggara Barat (klaster
Sedang), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (klaster Sedang), Provinsi Maluku Utara (klaster
Sedang) dan Provinsi Kepulauan Riau (klaster Sedang), hadir dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra
Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026.

Forum ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan koordinasi tertinggi anggota FKD MPU untuk
menyepakati arah kebijakan kerjasama regional yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim
dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di wilayah anggota FKD MPU, serta diadakan untuk
mengevaluasi capaian implementasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah
ditandatangani pada Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) tahun sebelumnya (jogjaprov.go.id, 12 Mei
2026).

Ada enam poin kesepakatan yang dicapai, yaitu 1) memperkuat ketahanan pangan sebagai
antisipasi penurunan produksi pertanian sebagai bentuk respon terpadu El Nifio; 2) mendorong
kolaborasi antar BUMD bidang pangan di seluruh provinsi anggota sebagai wujud sinergi BUMD
pangan; 3) merespons krisis energi global melalui penguatan sumber daya lokal; 4) implementasi
rencana aksi 2027 dipertegas dengan komitmen anggaran dan program kerja pada 6 bidang
perjanjian kerjasama; 5) mendukung pembangunan giant sea wall di Pantai Utara Jawa untuk
ketahanan bencana, dan 6) melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh poin
kesepakatan (jogjaprov.go.id, 12 Mei 2026).

Klaster Tinggi: Provinsi Bali

Di kasus Provinsi Bali yang naik dari peringkat 10 dalam Adijaya (Juli 2025) ke peringkat 3 dalam
kajian ini, peningkatannya didorong oleh indikator Kesiapan (0,760 di Tabel 2), terutama pada
subindikator Kesiapan Ekonomi, yang memperlihatkan bahwa struktur kebebasan ekonomi di
Provinsi Bali adalah salah satu yang terbaik. Bahkan, daya saing Provinsi Bali secara umum pun
hanya tertinggal dari Provinsi DK Jakarta (balipost.com, 25 Februari 2026), yang notabene
merupakan kota wisata yang telah berkembang, maju dan Metropolitan.
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Menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Ketut Wica, dalam balipost.com (25
Februari 2026), baiknya daya saing Provinsi Bali secara keseluruhan tidak lepas dari upaya kerja
kolektif lintas sektor, baiknya investasi, matangnya sumber daya manusia, serta kinerja pasar, baik
secara makro dan tenaga kerja, yang optimal. Pada tahun 2026, provinsi yang dipimpin oleh |
Wayan Koster ini pun telah menyiapkan peta jalan riset dan inovasi yang berorientasi
keberlanjutan, kearifan loka, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali yang juga mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Selain itu, pemerintahan
Provinsi Bali juga memiliki visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bermakna menjaga
kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama
(masyarakat) dan gumi (lingkungan) Bali yang sejahtera dan bahagia baik secara sekala dan niskala
(balipost.com, 25 Februari 2026; disdikpora.baliprov.go.id, akses 20 Mei 2026).

Dengan contoh Provinsi Bali, dari subindikator Kesiapan Pemerintah yang diukur dengan empat
sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran, Provinsi Bali memiliki nilai yang sangat baik di
sub-sub indikator ‘stabilitas politik dan non-kekerasan’ yang diproksi dengan Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI); ‘pengendalian korupsi’ yang diproksi dengan Survei Penilaian Integritas (SPI); serta
‘kualitas regulasi’ yang diproksi dengan Pilar 1. Institusi IDSD dengan nilai masing-masing O,968;
0,884; dan 0,928 atau sangat siap.

Terkait dengan IDI, pada tahun 2025 dengan metode baru oleh BPS, Provinsi Bali memiliki IDI
sebesar 88,73 atau berada di urutan kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan 89,79. Namun,
makna angka IDI ini juga dipertanyakan, terutama mengingat beberapa kejadian yang mencederai
prinsip demokrasi juga terjadi di Provinsi Bali, seperti pembubaran diskusi Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) pada saat acara World Water Forum ke-10 (nusabali.com, 6 November 2025),
wartawan mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat saat meliput demonstrasi Agustus 2025
di Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali (aji.or.id, 1
September 2025), serta penangkapan dan kriminalisasi aktivis oleh puluhan masyarakat tidak
berseragam yang mengaku dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Polda Bali (balebengong.id,
10 Januari 2026). Dilansir dari nusabali.com (6 November 2025), Guru Besar limu Politik Universitas
Warmadewa, Prof. Dr. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, mengatakan bahwa secara statistik
banyak indikator yang belum masuk dalam perhitungan IDI, yang mana IDI juga harus dapat
mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurutnya, aktivitas politik lebih baik dilihat di tingkat
kabupaten/kota daripada provinsi dan hal ini penting untuk direalisasikan dalam perhitungan IDI ke
depannya.

Dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi, kesiapan pemerintah, dan kesiapan sosial berfungsi
sebagai faktor pendukung yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah merespons
berbagai risiko lingkungan secara lebih efektif. Oleh karena itu, posisi Provinsi Bali yang relatif tinggi
dalam indeks ND-GAIN mencerminkan kemampuan kelembagaan dan ekonomi yang kuat dalam
mengubah sumber daya yang tersedia menjadi kapasitas adaptasi yang nyata. Hal ini penting
mengingat Bali merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap berbagai risiko perubahan
iklim yang juga memengaruhi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung utama
perekonomian Provinsi Bali.
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Dari perspektif kebebasan ekonomi, capaian Provinsi Bali juga sejalan dengan argumentasi bahwa
kelembagaan ekonomi yang kompetitif dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
menghadapi perubahan iklim. Argumentasi kebebasan ekonomi menjelaskan bahwa tingginya
kualitas pasar tenaga kerja, investasi, dan aktivitas kewirausahaan memungkinkan terjadinya
akumulasi modal, inovasi, serta akselerasi difusi teknologi. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi
tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas
adaptif suatu daerah.

Dari perspektif ekternalitas, aktivitas ekonomi Provinsi Bali, khususnya sektor pariwisata,
menghasilkan manfaat ekonomi yang besar berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,
kesempatan kerja, serta investasi. Namun, sektor ini juga berpotensi menimbulkan eksternalitas
negatif berupa peningkatan volume sampah, tekanan terhadap sumber daya air, kemacetan, alih
fungsi lahan, serta degradasi ekosistem pesisir yang semuanya telah terjadi di Provinsi Bali.

Dalam konteks ini, visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” pemerintah Provinsi Bali
menjadi penting karena berupaya menginternalisasikan biaya lingkungan yang selama ini belum
sepenuhnya tercermin dalam pasar. Melalui regulasi, tata ruang, investasi berkelanjutan, serta
penguatan kelembagaan terkait lingkungan, pemerintah Provinsi Bali berupaya memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tidak dicapai dengan mengorbankan kualitas lingkungan
hidup. Dengan demikian, tingginya nilai kesiapan Bali bukan hanya mencerminkan kemampuan
menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kapasitas institusi dalam mengelola trade-offs
dan dinamika antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Klaster Tinggi: Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memiliki nilai indeks ND-GAIN 61,184 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,675 dan
skor kerentanan iklim sebesar 0,452. Adapun hal yang mendorong tingginya kesiapan iklim di
Provinsi Aceh adalah baiknya skor subindikator kesiapan pemerintahan dengan nilai 0,676 dan
kesiapan sosial dengan nilai O,737. Sementara, beberapa yang mendorong kerentanan iklimnya
adalah kerentanan di subindikator air dan subindikator ekosistem dengan nilai masing-masing
0,614 dan 0,400. Dalam kerangka ND-GAIN, hasil tersebut mencerminkan suatu paradoks
struktural yang lazim ditemukan pada provinsi-provinsi dengan kesiapan kelembagaan yang relatif
baik, namun tetap menghadapi tekanan terkait lingkungan yang tinggi di mana kesiapan
pemerintahan dan sosial yang kuat tidak serta-merta mengeliminasi kerentanan ekologis yang
bersifat eksternalitas dari pola penggunaan lahan dan perubahan iklim global yang berada di luar
kendali pemerintah daerah.

Dari sisi kerentanan air, Provinsi Aceh menghadapi fenomena iklim serius yang berdampak pada
ketersediaan air. Berdasarkan Kompas.com (8 Juni 2026), beberapa wilayah di Provinsi Aceh,
seperti Kabupaten Nagan Raya, mengalami kekeringan di ratusan hektar lahan sawah, sementara di
Kabupaten Simeulue petani terpaksa menunda masa tanam akibat kondisi lahan yang sulit diolah.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Marzuki, mengatakan bahwa
kekeringan yang terjadi adalah akibat dari penurunan debit air yang signifikan pada saluran irigasi
serta minimnya curah hujan bagi kawasan tadah hujan (Kompas.com, 8 Juni 2026).
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Dampak dari kekeringan akibat perubahan iklim tersebut berpotensi menghasilkan rantai
eksternalitas negatif di sektor pertanian, yaitu penurunan produksi pangan yang memengaruhi
ketahanan pangan rumah tangga, serta pendapatan petani. Alhasil, hal tersebut akan meningkatkan
tekanan fiskal Provinsi Aceh akibat meningkatnya kebutuhan bantuan sosial. Biaya sosial dari
eksternalitas semacam ini pada umumnya tidak tertangkap oleh pasar dan membutuhkan
intervensi kebijakan publik yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Dari sisi kerentanan ekosistem, Provinsi Aceh juga mengalami kebakaran hutan dan lahan sebagai
dampak dari perubahan iklim, terutama cuaca panas dan angin kencang. Dilansir dari bbc.com (6
Juni 2026), kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mencapai 60
hingga 90 hektare. Selain di Kabupaten Nagan Raya, kebakaran dilaporkan juga terjadi di beberapa
kabupaten di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten
Aceh Selatan, serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kita juga tidak boleh melupakan bencana ekstrem terkait iklim di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera
Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu.
Kembali lagi, walaupun Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat berada di 10 tertinggi nilai indeks
ND-GAIN tahun 2025, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat juga berhadapan pada bahaya
iklim yang sangat mengancam. Misalnya, bahaya terkait iklim di Provinsi Aceh adalah banjir, tanah
longsor, erosi pantai, cuaca ekstrem, dan kekeringan yang terjadi setiap tahun (Sufri & Lassa,
2024), begitu juga di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pengingat, bencana banjir dan longsor
provinsi-provinsi tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem dan Siklon Senyar yang semakin
diperburuk oleh deforestasi (carbonethics.co, 30 Maret 2026). Di Provinsi Aceh, sebanyak 134.040
hektar lahan terdampak di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Akses terhadap informasi
mitigasi yang terbatas juga mempersulit masyarakat untuk menanggapi bencana yang terjadi
(carbonethics.co, 30 Maret 2026).

Deforestasi merupakan contoh nyata dari eksternalitas negatif produksi yang bersifat kumulatif jika
berlangsung terus menerus. Ketika keputusan alih fungsi lahan diambil oleh pihak-pihak tertentu
tanpa melihat ‘efek tidak terlihat’ dari keputusan tersebut, maka akan menciptakan beban risiko
bencana yang ditanggung oleh masyarakat Provinsi Aceh, terutama kelompok rentan, yang telihat
pada bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 lalu. Dalam perspektif kebebasan ekonomi,
belum adanya internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif yang ada di Provinsi
Aceh dapat mencerminkan lemahnya penegakan hak kepemilikan atas sumber daya alam,
terutama hak milik bagi masyarakat adat.
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Sebagai contoh, dalam kasus keadilan agraria, masyarakat adat di Aceh Besar sebenarnya telah
memiliki mekanisme pengelolaan tanah adat yang berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan
kolektif dan nilai-nilai spiritual. Namun, hal tersebut sering kali menghadapi ketidakjelasan status
hukum dan kurangnya pengakuan administratif dari negara. Kebijakan pembangunan, investasi, dan
eksploitasi sumber daya alam sering kali berbenturan dengan keberadaan tanah ada, serta
masyarakat adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah mereka
karena tidak ada sertifikasi formal atau pengakuan hukum atas status tanah tersebut (Novianti,
2024). Dengan kata lain, ketika ada penegakan hak kepemilikan yang kuat (yang notabene sudah
dimiliki dan dipraktikkan sejak dulu oleh masyarakat adat Indonesia di seluruh daerah), maka
internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif dapat dilakukan dengan efisien
seperti yang diutarakan oleh Coase (1960).

Terkait hak kepemilikan, secara empiris, Berry et al. (2022) menjelaskan bahwa para pihak yang
bersengketa akan mendapatkan pembayaran yang setara ketika ada hak kepemilikan yang kuat.
Sebaliknya ketika hak kepemilikan lemah, para pihak hanya mengganti biaya dan membagi surplus.
Dengan demikian, tanpa adanya hak kepemilikan yang kuat, kewajiban pemerintah untuk
berkonsultasi dengan pihak bersengketa mungkin masih menimbulkan ketidakpuasan karena
adanya ketidakpantasan kompensasi (Berry et al,, 2022).

Lebih jauh, terkait kebijakan iklim di Provinsi Aceh, kita perlu mengapresiasi dan mendukung
komitmen Provinsi Aceh dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang terpadu,
berkelanjutan, dan transparan. Provinsi Aceh dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional telah resmi menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Bidang
Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang yang mana menjadikan Provinsi Aceh sebagai provinsi
pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan
informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat (kemitraan.or.id, 19 Mei 2026).

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan memperkuat sinergi pemulihan pascabencana banjir di Provinsi Aceh melalui
percepatan  implementasi Rencana  Rehabilitasi dan  Rekonstruksi  Pascabencana
(kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026). Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan koordinasi,
monitoring, dan evaluasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk memastikan
kelancaran proses transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang
tidak kalah penting, pertemuan tersebut juga membahas kendala kewenangan daerah dalam
memperbaiki infrastruktur milik pemerintah pusat yang mengalami kerusakan di wilayah Provinsi
Aceh, yang hanya dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, walaupun kerusakan
infrastruktur milik pemerintah pusat bersifat ringan dan butuh penanganan segera
(kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026).
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Kendala kewenangan di atas memperlihatkan kita akan desentralisasi di Indonesia, di mana ketika
terdapat infrastruktur yang rusak berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat namun dampaknya
bersifat lokal dan mendesak, biaya transaksi koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah menjadi sumber inefisiensi yang terlihat secara nyata. Dari sudut pandang
eksternalitas, keterlambatan pemulihan infrastruktur tidak hanya merugikan masyarakat terdampak
secara langsung, tetapi juga menghasilkan efek domino eksternalitas negatif lainnya, seperti
terhambatnya aktivitas ekonomi, mobilitas, serta distribusi bantuan yang notabene bermuara pada
perlambatan pemulihan kapasitas adaptif Provinsi Aceh secara keseluruhan.

Klaster Tinggi: Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (ND-GAIN 2025 sebesar 60,019) masuk dalam kelompok sepuluh besar karena
nilai kerentanannya yang relatif cukup rendah (0,412) dibandingkan provinsi-provinsi lain (kecuali
Provinsi DK Jakarta dengan nilai indikator kerentanan 0,370), walaupun nilai indikator kesiapannya
(0,612) cukup rendah dibandingkan dengan provinsi sembilan besar lainnya yang menghasilkan
nilai indeks ND-GAIN yang cukup kompetitif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan
kerentanan yang relatif baik dapat mengkompensasi keterbatasan kapasitas terkait kesiapan iklim.

Kabar baik pun datang dari Provinsi Kalimantan Barat terkait upaya mendorong kesiapan iklim di
pertengahan tahun 2026. Dilansir dari kalbar.antaranews.com (30 Januari 2026), Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana intensif dari Green Climate Fund sebesar Rpl triliun
karena dinilai telah berhasil menurunkan emisi GRK dan menekan deforestasi di periode 2014-2016.
Dana tersebut nantinya akan dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) secara
transparan untuk difokuskan ke dalam sejumlah program-program strategis, seperti restorasi
hutan dan bakau (mangrove) sebagai carbon sink, pengelolaan lahan basah berbasis paludikultur
dan silvofishery (sistem budidaya perikanan berkelanjutan di kawasan bakau), perlindungan lahan
gambut, dan penguatan pembangunan berkelanjutan.

Kalimantan Barat juga memiliki Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan yang diimplementasikan oleh beberapa pelaku
usaha dalam menetapkan kawasan bernilai konservasi tinggi di wilayah operasional mereka
(kalbar.antaranews.com, 30 Januari 2026). Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga
secara resmi memperkuat sinergi dan kerja sama dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) guna
mempercepat target Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030
(ketapangterkini.com, 20 April 2026). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana
pembangunan daerah dengan komitmen nasional dalam menurunkan emisi GRK yang mana tujuan
tersebut memerlukan integrasi berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, praktisi, hingga
masyarakat adat.
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Dari perspektif eksternalitas, dana insentif Green Climate Fund sebesar Rpl triliun yang diterima
provinsi Kalimantan Barat merupakan mekanisme internalisasi eksternalitas positif yang signifikan.
[6] Upaya penurunan emisi GRK dan penekanan deforestasi yang dilakukan Provinsi Kalimantan
Barat menghasilkan manfaat global berupa stabilisasi iklim yang tidak terkompensasi oleh pasar.
Dengan kata lain, pelaku ekonomi lokal tidak memiliki insentif finansial yang cukup untuk
menanggung biaya konservasi.

Pengakuan melalui pendanaan iklim semacam Green Climate Fund dapat menginternalisasi
eksternalitas positif tadi. Green Climate Fund dapat memberikan kompensasi subsidi ke teknologi
ramah lingkungan. Sebagai bentuk pendanaan iklim (climate finance), hal ini dapat membantu
mengatasi hambatan yang menghalangi investasi terkait iklim di negara berkembang (Sierra, 2011).
Dirinya juga menjelaskan bahwa investor mencari tempat dengan iklim investasi yang baik di mana
terdapat ekosistem regulasi dan sinyal harga yang jelas dan stabil, serta di mana proyek
keekonomiannya menghasilkan keuntungan memadai (Sierra, 2011). Penjelasan tersebut juga
sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Sebagai perbandingan terhadap provinsi klaster Tinggi di atas, selanjutnya dijelaskan contoh
perkembangan provinsi di klaster Sedang, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, dan Provinsi Maluku Utara, serta analisis di klaster Rendah, di provinsi di Pulau Papua secara
umum, dan Provinsi Papua Pegunungan secara khusus.

Klaster Sedang: Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara berada di klaster Sedang (nilai indeks ND-GAIN 50-59) dengan nilai indeks
ND-GAIN sebesar 55,621 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,545 dan skor kerentanan iklim
sebesar 0,433. Adapun hal yang mendorong moderatnya skor indikator kesiapan iklim adalah
subindikator kesiapan pemerintahan yang hanya bernilai O,372. Nilai tersebut didorong oleh
rentannya nilai sub-sub indikator dalam subindikator Kesiapan Tata Kelola, terutama pada
rentannya pengendalian korupsi dan kualitas regulasi.

Dalam kerangka ND-GAIN, lemahnya dua sub-sub indikator ini memiliki implikasi yang melampaui
dimensi tata kelola semata. Ketika pengendalian terhadap korupsi rendah, cerminannya adalah
biaya transaksi tinggi terkait pengadaan barang dan jasa publik, termasuk pembangunan
infrastruktur adaptasi iklim. Dengan kata lain, dengan masih adanya praktik korupsi, setiap dana
yang dialokasikan untuk kesiapan iklim berpotensi akan bocor dan menghasilkan output yang lebih
kecil dari sebagaimana mestinya.

[6] Dalam kasus eksternalitas positif, internalisasi yang dilakukan seperti memberikan kompensasi kepada pihak
kepada pihak-pihak yang menimbulkan eksternalitas positif, seperti subsidi maupun bentuk insentif seperti contoh
Green Climate Fund. Pendekatan ini dapat melibatkan insentif keuangan, seperti subsidi atau pembayaran jasa
lingkungan, untuk mendorong penerapan praktik konservasi (Reddy & Syme, 2019).
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I Ini adalah bentuk eksternalitas negatif dari korupsi yang bersifat sistemik, yaitu ketiadaan insentif

tidak hanya merugikan efisiensi alokasi sumber daya pada satu proyek, seperti proyek iklim
penting, tetapi juga secara kumulatif akan melemahkan kepercayaan kelembagaan sebagai fondasi
kapasitas adaptif jangka panjang. Walaupun demikian, seperti yang dihimpun dari sulutprov.go.id
(12 Mei 2026), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara resmi memperkuat sinergi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
dalam upaya memperketat pengawasan aset negara serta memantapkan pencegahan korupsi di
sektor pertanahan. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara juga secara resmi ditunjuk sebagai salah satu
pilot project nasional untuk transformasi layanan pertanahan sebagai apresiasi pemerintah pusat
atas kesiapan kelembagaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam reformasi
pelayanan publik (sulutprov.go.id, 12 Mei 2026).

Sementara, jika kualitas regulasi lemah, maka dampaknya adalah pada iklim investasi di Provinsi
Sulawesi Utara. Permasalahan regulasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, adalah
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2026-2044 yang
ditenggarai tidak partisipatif, melegitimasi perampasan ruang hidup, pengerusakan lingkungan,
serta penghianatan hak masyarakat adat (aman.or.id, 25 Februari 2026). Dalam perspektif
kebebasan ekonomi, inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan risiko investasi
secara keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang berpotensi mendukung transisi
energi dan adaptasi iklim. Akibatnya, Provinsi Sulawesi Utara akan tetap bergantung pada transfer
anggaran pemerintah pusat guna mendanai program dan pembangunan infrastruktur kesiapan
iklim alih-alih memobilisasi modal privat secara mandiri. Dengan demikian, perbaikan pada kedua
sub-sub indikator ini tidak lagi hanya menjadi agenda tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi
juga sebagai prasyarat struktural bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat naik ke klaster Tinggi
dalam indeks ND-GAIN secara berkelanjutan.

Klaster Sedang: Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi dalam klaster Sedang selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai indeks
ND-GAIN provinsi ini adalah sebesar 54,088 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,594 dan skor
kerentanan iklim sebesar 0,512. Adapun yang mendorong skor kerentanan iklim tersebut adalah
cukup tingginya skor subindikator makanan dan subindikator air dengan nilai masing-masing 0,663
dan 0,673. Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan suatu provinsi
akan perubahan iklim.

Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang berimbas dampak perubahan iklim terkait pangan dan
air. Tingginya kerentanan pada subindikator makanan dan air di provinsi ini mencerminkan
kenyataan yang signifikan dari eksternalitas negatif perubahan iklim terhadap sistem produksi
pangan dan ketersediaan sumber daya air di Provinsi NTT. Misalnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi NTT mengatakan bahwa Godzilla El Nifo[7] mengganggu produktivitas produksi
padi dan jagung, yang notabene merupakan dua komoditas penting bagi ekonomi dan konsumsi
rumah tangga di Provinsi NTT (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026).

[7] Bagaimana Godzilla El Nifio diperparah oleh perubahan iklim dapat dibaca di newscientist.com (3 Juni 2026).
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I Di samping itu, El Nifio juga menyebabkan terganggunya musim tanam di banyak wilayah di Provinsi

NTT. Misalnya, ketika musim hujan mundur akibat El Nifio, petani menghadapi ketidakpastian
situasi, seperti menanam terlalu cepat akan menghadapi risiko kekurangan air, dan menanam
terlalu lambat berhadapan pada risiko berkurangnnya peluang panen vyang baik
(distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026). Selain itu, wilayah di Provinsi NTT memiliki pola iklim yang
cenderung kering sehingga bergantung pada datangnya hujan di waktu yang tepat. Jika musim
hujan terlambat atau curah hujan turun jauh di bawah normal, dampaknya segera terasa di lahan
pertanian (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026).

Dalam konsep eksternalitas, El Nifio yang diperparah oleh perubahan iklim yang mengganggu
produktivitas padi dan jagung di Provinsi NTT merupakan bentuk eksternalitas negatif perubahan
iklim, namun biaya dari terganggunya produktivitas padi dan jagung hanya ditanggung oleh para
petani di Provinsi NTT sebagai pihak ketiga. Ketidakpastian musim tanam padi dan jagung yang
dihadapi petani di Provinsi NTT, serta risiko kekurangan air bila menanam terlalu cepat dan risiko
kehilangan peluang panen bila menanam terlalu lambat, adalah bentuk nyata dari biaya sosial yang
tidak terinternalisasi di pasar. Tanpa mekanisme koreksi eksternalitas yang memadai, beban biaya
hanya akan dibayar oleh kelompok paling rentan, seperti konsumen dari kelas menengah bawah,
serta petani itu sendiri. Kita harus dapat memikirkan ‘biaya yang tidak terlihat’ yang juga
ditanggung oleh para petani, seperti biaya pupuk, biaya ketika tidak menanam atau terlambat
menanam, biaya bagi para petani yang hanya bertumpu pada pertanian dan tidak memiliki
pemasukan lain, dan biaya tidak terlihat lainnya.

Dari perspektif kebebasan ekonomi dan ND-GAIN, kesiapan iklim Provinsi NTT yang hanya sebesar
0,594 tidak hanya memperlihatkan masih kurangnya kemampuan ekonomi atau fiskal Provinsi NTT
(skor subindikator kesiapan ekonominya adalah 0,554), namun juga memperlihatkan masih
terbatasnya ekosistem usaha untuk menyediakan solusi adaptif terkait iklim, terutama bagi sektor
pertanian. Dalam sudut pandang kebebasan ekonomi dan iklim, prasyarat penting untuk
meningkatkan ketahanan iklim Provinsi NTT secara berkelanjutan adalah dengan memperluas akses
pasar dan mendorong inovasi dan teknologi terkait iklim, serta pembiayaan swasta bagi petani.

Walaupun demikian, kita harus mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTT pada pertengahan
tahun 2026 ini di mana mereka memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim untuk
mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui berbagai sinergi di lintas sektor,
termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta mitra pembangunan (antaranews.com, 12 Mei 2026).
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa transisi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan
dapat berhasil dengan ditopang oleh ekosistem lokal yang mencakup pembiayaan serta
konektivitas antara ide, kapasitas, teknologi, pasar, dan investasi (antaranews.com, 12 Mei 2026).

@ @indonesian.institute ﬁ The Indonesian Institute O @the_indonesian @ www.theindonesianinstitute.com



‘Sekali lagi, prinsip kebebasan ekonomi dalam mendorong inovasi, kapasitas, teknologi, dan

investasi sangat relevan dalam adaptasi dan mitigasi iklim seperti yang dijelaskan oleh Loris dan
Luse (2023). Mereka mengatakan bahwa kebebasan ekonomi mendorong inovasi dan kemajuan
teknologi yang dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim suatu wilayah melalui sistem
peringatan dini, perangkat visualisasi cuaca, peta banjir terkini, pemodelan komputer, satelit, dan
radar untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi bencana dengan lebih akurat. Begitu
juga di sektor pertanian, wilayah dengan kebebasan ekonomi yang dimiliki dapat mendorong
pengembangan varietas tanaman yang dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim,
sehingga memperkuat ketahanan pangan wilayah tersebut.

Klaster Sedang: Provinsi Maluku Utara

Provinsi yang akan dianalisis selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Nilai indeks ND-GAIN
provinsi ini adalah sebesar 53,147 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,517 dan skor kerentanan
iklim sebesar 0,454. Sama seperti Provinsi NTT, yang terutama mendorong skor kerentanan iklim di
Provinsi Maluku Utara tersebut adalah cukup tingginya skor subindikator makanan dan
subindikator air dengan nilai masing-masing 0,556 dan 0,662.

Dari sisi kerentanan, karakteristik geografis Provinsi Maluku Utara yang berada di zona Cincin Api
Pasifik dapat meningkatkan potensi bencana, seperti banjir dan cuaca ekstrem (infopublik.id, 3
Januari 2025). Cuaca ekstrem, seperti tingginya hujan di Provinsi Maluku utara berdampak pada
tertundanya panen di beberapa komoditas pertanian yang memberikan efek domino di kenaikan
harga bahan pokok, seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, aktivitas
pertambangan; yang notabene mengakselerasi laju deforestasi; masih terjadi di Provinsi Maluku
Utara. Pada kurun waktu 2021-2023, sebanyak 258,9 ribu hektare tutupan hutan hilang di Maluku
Utara (infopublik.id, 3 Januari 2025).

Saat ini, wilayah Maluku Utara, yang merupakan salah satu episentrum hilirisasi nasional,
mengalami krisis ekologis dan sosial berkepanjangan, di mana terdapat bukti hilangnya ruang
hidup, krisis air bersih, tercemarinya sungai dan laut, kecelakaan kerja, hingga kriminalisasi warga
adat yang menolak tambang nikel (mongabay.co.id, 21 Januari 2026). Ketua Salawaku Institute
sekaligus warga Buli, Halmahera Timur, Said Marsaoly, mengatakan bahwa konflik struktural yang
tiada henti selama dua dekade terakhir disebabkan oleh perluasan konsesi dan perebutan sumber
daya nikel melampaui batas administrasi (mongabay.co.id, 21 Januari 2026).

Beberapa fakta di atas memperlihatkan lapisan eksternalitas negatif di Provinsi Maluku Utara.
Pertama, terganggunya siklus panen akibat cuaca ekstrem yang memicu distorsi harga pada
komoditas pangan strategis adalah biaya sosial yang akan dibayar lebih mahal oleh petani dan
masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat rentan. Kedua, aktivitas ekstraktif dari
pertambangan nikel yang menghilangkan ratusan ribu hektare tutupan hutan menghasilkan
eksternalitas negatif lingkungan berupa pencemaran sungai dan laut, krisis air bersih, serta
deforestasi yang secara langsung memperburuk subindikator air dan makanan dalam indeks ND-
GAIN. Ketiga, layaknya sebuah polycrisis, kedua eksternalitas tersebut akan semakin mengikis
kapasitas ekologis Maluku Utara yang akan semakin menganggu upaya ketahanan pangan dan air di
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ekonomi ekstraktif yang tinggi, namun ruang ekonomi dan partisipasi bagi masyarakat lokal untuk
memperoleh manfaat sangat kecil. Dilansir dari mongabay.co.id (21 Januari 2026), aktivitas
tambang menghilangkan ruang tangkap nelayan di Teluk Buli, mengancam kelestarian karst Goa
Bokimaruru, serta warga di wilayah Provinsi Maluku Utara menghadapi perampasan lahan
perkebunan, relokasi paksa, hingga kehilangan sumber-sumber penghidupan.

Kriminalisasi masyarakat adat yang menolak tambang nikel dan konflik konsesi yang ada
mencerminkan lemahnya perlindungan hak milik dan rule of law sebagai dua pilar fundamental
dalam kebebasan ekonomi. Dalam hal ini, hilirisasi nikel yang seharusnya menjadi upaya
pembangunan dan kesejahteraan ekonomi justru berjalan di atas fondasi yang menggerus modal
sosial dan ekologis di provinsi Maluku Utara. Skor kesiapan iklim yang hanya 0,517; karena
rendahnya skor subindikator kesiapan ekonomi (0,424) dan kesiapan tata kelola (0,449); bukan
semata mencerminkan kurang siapnya kelembagaan ekonomi, tetapi juga mencerminkan belum
siapnya tata kelola, terutama tata kelola sumber daya yang belum adil dan tidak berkelanjutan.

Walaupun demikian, di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku Utara, kita
harus terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperbaiki iklim
investasi yang lebih adil, serta transisi dari dari sektor pertambangan menuju ekonomi biru yang
berkelanjutan.

Berdasarkan halmaheranesia.com (12 April 2026), Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan
hilirisasi perikanan sebagai kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi biru, yang salah
satu pilar utama transformasi sektor perikanan adalah mendorong investasi sehat dengan
menciptakan iklim usaha yang menguntungkan dan adil bagi semua pihak. Di samping itu, di tengah
tuntutan pasar global terhadap rantai pasok mineral kritis yang ramah lingkungan dan transparan,
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan dengan
memperkuat pengawasan lingkungan, transparansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat agar
mendapatkan manfaat dari industri secara berkelanjutan (ecobiz.asia, 4 Juni 2026).

Klaster Rendah: Provinsi Papua Pegunungan dan Pulau Papua

Jika dibandingkan dengan provinsi di klaster Tinggi dan klaster Sedang, hal sangat kontras terlihat
di klaster Rendah di mana seluruh provinsi di Pulau Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan,
Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua
Pegunungan) berada pada klaster Rendah (nilai indeks ND-GAIN <50) ini. Hal ini dipengaruhi oleh
skor indikator kerentanan yang signifikan dengan rendahnya skor indikator kesiapan provinsi-
provinsi tersebut. Sekali lagi, ini bukan hal yang kebetulan karena provinsi-provinsi di Pulau Papua,
terutama provinsi pemekaran, belum lama sebagai entitas pemerintah otonom. Upaya pemekaran
tersebut baru saja menciptakan entitas pemerintahan yang mana sistem administrasi dan
perencanaan masih dalam proses adaptasi, masih menata struktur ekonomi, serta infrastruktur
yang masih dalam proses pembangunan. Karena kebaruan ini, kapasitas fiskal provinsi-provinsi di
Pulau Papua pun masih bergantung pada transfer dari pusat.
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%ua Pegunungan menjadi provinsi yang paling mengkhawatirkan dengan skor kesiapan

hanya 0,109; atau terendah nasional; sekaligus memiliki kerentanan yang tinggi (0,512). Dari sisi
kesiapan Provinsi Papua Pegunungan, nilai subindikator Kesiapan Ekonominya adalah O,060;
sementara nilai subindikator Kesiapan Pemerintahan dan Sosialnya masing-masing adalah 0,150
dan O,119 atau belum siap. Dari sisi kerentanan, pendorong paling rentan adalah subindikator Air
(0,778) dan subindikator Kesehatan (0,727) atau masih rentan.

Dari subindikator Air, sub-subindikator ‘akses terhadap air minum yang dapat diandalkan’ yang
diproksi dengan ‘persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak
menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen)’ memperlihatkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan
masih sangat rentan. Pada tahun 2025, hanya 32,89% rumah tangga di Provinsi Papua Pegunungan
yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, atau yang terendah secara nasional. Kondisi
tersebut dapat mencerminkan bahwa tantangan besar yang dihadapi di Provinsi Papua
Pegunungan adalah keterbatasan infrastruktur yang juga didorong dengan tantangan kondisi
geografis.

Dari sisi tantangan kondisi geografis, di mana Provinsi Papua Pegunungan memiliki topografi yang
ekstrem dengan lembah curam dan perbukitan terjal berpotensi menghambat pembangunan
infrastruktur perairan, seperti jaringan pipa air dan distribusi air bersih. Selain itu, dengan belum
berkembangnya infrastruktur air minum layak di Provinsi Papua Pegunungan, berpotensi
mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang bergantung
pada sumber mata air terbuka maupun air hujan. Jika perubahan iklim semakin terakselerasi,
Provinsi Papua Pegunungan; dan provinsi lain yang belum memiliki infrastruktur air dan masih
bergantung pada sumber mata air terbuka dan air hujan; akan semakin rentan, belum lagi ditambah
kontaminasi yang muncul dari sumber mata air dan air hujan akibat perubahan iklim.

Yang juga patut digarisbawahi adalah bahwa nilai indikator kerentanan provinsi-provinsi di Pulau
Papua tersebut tidak selalu berada di atas rata-rata nilai indikator kerentanan nasional. Nilai indeks
ND-GAIN yang sangat rendah utamanya didorong oleh sangat rendahnya indikator kesiapan iklim.
Dalam hal ini, ditunjukkan bahwa masalah utama terkait kemampuan suatu wilayah untuk bertahan
terhadap perubahan iklim adalah belum berkembangnya struktur ekonomi; kurangnya kapasitas
kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia; walaupun kondisi alam juga memengaruhi.
Analisis di atas sejalan dengan argumen Adger (2006) yang menjelaskan terkait kerentanan iklim
berdasarkan riset-riset terdahulu, seperti institusi dapat beradaptasi terhadap risiko lingkungan
yang mana kelompok marginal akan dapat beradaptasi dan bertahan dengan adanya sumber daya
dan kondisi (ekonomi-sosial-pemerintahan) yang baik, serta adanya keterkaitan antara risiko
lingkungan, ekonomi-politik pembangunan, dan ketahanan sistem.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, secara umum, analisis provinsi di klaster Tinggi,
Sedang, dan Rendah tersebut menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan
dan tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong
kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi, termasuk dalam mengatasi kondisi terkait

@ @indonesian.institute G The Indonesian Institute O @the_indonesian @ www.theindonesianinstitute.com



V

Bagian selanjutnya akan menjelaskan beberapa perkembangan komitmen terkait iklim di Indonesia
selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026. Hal ini
dikarenakan pemahaman atas kondisi kesiapan dan kerentanan iklim di beberapa provinsi yang
dianalisis dalam kerangka ND-GAIN perlu dipahami dan diperkuat dalam kerangka kebijakan
nasional. Kapasitas adaptasi iklim suatu provinsi tidak hanya bergantung pada sumber daya
lokalnya, tetapi juga bergantung pada kerangka regulasi, insentif fiskal, dan target dalam tata kelola
kebijakan iklim nasional yang dicanangkan dan diimplementasi pemerintah pusat.

Perkembangan Beberapa Komitmen Terkait lklim di Indonesia Selama Masa Pemerintahan
Presiden Prabowo Subianto Hingga Pertengahan Tahun 2026

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menghadapi beberapa
tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti konflik geopolitik, yang memengaruhi komitmen
dunia; termasuk Indonesia; terkait iklim. Sebagai negara dengan penghasil emisi karbon dioksida
terbesar ke-7 di dunia (812.204.159 ton pada tahun 2024 menurut worldometers (akses 20 Mei
2026), Indonesia memiliki peran strategis sebagai pemain utama dalam memerangi perubahan
iklim yang mana juga didorong oleh komitmen Presiden Prabowo melalui Asta Cita, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN). Ada beberapa lini masa komitmen internasional Indonesia yang dapat dicermati
untuk melihat kebijakan terkait iklim oleh pemerintahan Presiden Prabowo hingga pertengahan
tahun 2026.

Sekitar sebulan setelah menjabat, pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil
November 2024, Presiden Prabowo dengan tegas menekankan pentingnya kolaborasi global dalam
mengatasi kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta
transisi energi hijau (presidenri.go.id, 20 November 2024). Terkait transisi energi hijau, Presiden
Prabowo juga menyatakan komitmen ambisius Indonesia untuk menghentikan pembangkit listrik
tenaga uap (PLTU) batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan,
membangun 75 gigawatt (GW) energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan guna mencapai net zero
emission sebelum tahun 2050 (presidenri.go.id, 20 November 2024). Namun, komitmen ambisius
itu terhalang beberapa kendala, seperti masih bergantungnya Indonesia terhadap batu bara dalam
pembangkit listrik, sebesar 55% (antaranews.com, 9 Oktober 2025), hingga dibutuhkannya
pendanaan yang sangat besar untuk penutupan PLTU (voaindonesia.com, 3 Februari 2025).

Selanjutnya, komitmen ambisius Presiden Prabowo juga ditekankan oleh Utusan Khusus Presiden Rl
dan Ketua Delegasi Rl pada Konferensi Perubahan lklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/Conference of
the Parties (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan. Utusan Khusus Presiden Rl dan Ketua Delegasi RI
menegaskan beberapa hal, seperi target pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% per tahun dan
memastikan pembanggunan yang tangguh, hijau, serta inklusif bagi rakyat Indonesia; mencapai net
zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat; menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar
75% dari energi baru terbarukan (EBT); mengembangkan jaringan listrik pintar ramah lingkungan
dengan penambahan 42 GW tenaga angin dan tenaga surya, serta melipatgandakan kapasitas
energi dengan total 75 GW; dan lain-lain (kehutanan.go.id, 14 November 2024).
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Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai pidato komitmen pengurangan emisi GRK itu
kontradiktif dengan upaya pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi nikel yang akan menghancurkan
hutan di Sulawesi dan Maluku, food estate untuk pangan dan kebun tebu di Papua yang akan
menghancurkan 1 juta hektar hutan, ataupun peningkatan hingga 100% biodiesel yang bersumber
dari crude palm oil dan PLTU, baik on-grid, captive, ataupun co-firing (walhi.or.id, 14 November
2024).

Kemudian, pada bulan November 2025, pemerintahan Presiden Prabowo juga mengikuti COP30 di
Belém, Brasil, yang diwakili Utusan Khusus Presiden Rl dan beberapa kementerian terkait, seperti
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Dalam COP30, Indonesia menegaskan
Global Stocktake (GST) yang penting untuk diselesaikan sebagai dasar evaluasi kinerja kolektif
dunia dalam menurunkan emisi (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025). Selain mendorong
transparansi GST, Indonesia juga menggarisbawahi bahwa transisi energi yang menjadi penting
dalam menutup kesenjangan emisi dan biaya transisi energi yang masih mahal bagi negara
berkembang, sehingga diperlukan akses teknologi yang terjangkau dan dukungan pendanaan
memadai (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025).

Sebelum COP30, Pemerintah Indonesia juga telah menyerahkan Second Nationally Determined
Contribution (SNDC) kepada The United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) sebagai komitmen berkelanjutan Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi iklimnya.
Dilansir dari transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025), beberapa perbedaan antara SNDC
2025 dengan Enhanced NDC (ENDC) 2022, antara lain:

1. Pengurangan emisi dalam SNDC berbasiskan inventarisasi GRK pada 2019, yaitu 1145.037 Gg
CO,e, menggantikan Business-as-Usual (BAU) dengan tahun dasar 2010. Emisi ini disumbang
oleh lima sektor yaitu energi, IPPU (Industrial Process and Production Use), limbah, pertanian,
dan FOLU (Forest and other Land Use);

2. Periode implementasi diperpanjang hingga tahun 2035 dengan dua skenario pertumbuhan
ekonomi. SNDC memunculkan scenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement — Low
(LCCP_L) dan Low Carbon Compatible with Paris Agreement - High (LCCP_H) yang
menggantikan skenario Counter Measure 1 (CMl/tanpa syarat) dan Counter Measure 2
(CM2/bersyarat) yang sebelumnya terlampir dalam ENDC;

3. Bentuk target SNDC berupa tingkat emisi absolut pada tahun 2030 dan 2035, berbeda dengan
ENDC dalam bentuk persentase penurunan emisi tahun 2030 terhadap skenario BAU;

4. Jenis GRK yang akan dikurangi mulai merambah CO, (karbon dioksida), CH, (metana), N,O
(nitrogen dioksida), and HFCs (hidrofluorokarbon);

5. SNDC memiliki basis kebijakan yang mengintegrasikan regulasi baru, seperti Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, PP Nomor 26 Tahun 2025
tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 842 Tahun 2024 mengenai Rencana Operasional
agenda Zero Waste Zero Emission Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim; serta

6. SNDC mempertimbangkan berbagai sektor dalam langkah adaptasi krisis iklim, seperti pangan,

air, energi, kesehatan, ekosistem, dan bencana serta co-benefits dengan aksi mitigasi.
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Di sisi lain, transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025) juga menjelaskan beberapa kontroversi
SNDC 2025, seperti target penurunan emisi yang tidak realistis; masih diutamakannya sektor
kehutanan dan lahan sebagai tumpuan mitigasi utama; komitmen transisi energi berkeadilan yang
masih normatif; masih ada penawaran solusi palsu, seperti penggunaan biofuel untuk mengurangi
emisi sektor transportasi; belum ada langkah nyata penutupan PLTU batu bara dan penghentian
insentif dan subsdi energi fosil serta belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam
penyusunan SNDC tersebut.

Selain itu, berdasarkan gaw-bariribmkg.go.id (26 November 2025), tantangan yang dihadapi
Indonesia untuk memenuhi komitmen dan ambisi iklim adalah masih bergantung secara dominan
pada energi fosil, kapasitas data dan infrastrutkur observasi yang perlu peningkatan, serta
kebijakan pemerintah pusat-daerah yang perlu disinkronisasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan
implementasi dari hasil-hasil perundingan COP juga ditentukan oleh integrasi antara pemerintah
pusat dan daerah. Adapun peluang yang dapat diimplementasikan Indonesia dijabarkan dalam
Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Peluang Implementatif COP30 Bagi Indonesia

Bidang Relevansi dan Peluang

Adaptasi hidrometeorologi Implementasi Early Warning Syvstem bamjir dan kekeringan

] - Akses teknologi pemantauan Confinuous Air  Qualiny
Pen an dan observasi atmosfer Monitoring (CAQM), aerosol, dan gas rumah kaca

Pendanaan untuk Climate Field School dan agroklimat-

Pertanian dan pangan o

resilience
Eebijakan energi Potenst transisi energi terbarukan dalam jangka menengah
Riset dan publikasi f;t:ﬂbl?ram internasional dalam palecklimatologi dan mitigasy

Sumber: gaw-bariri bmkg. go.id (26 November 2023).

Di sisi lain, Indonesia justru mendapatkan penghargaan satir di COP30, yaitu “Fossil of The Day”
oleh Climate Action Network International karena Indonesia dinilai sebagai contoh buruk negara
berkembang karena dianggap mengikuti jejak negara-negara maju yang melibatkan para pelobi
dari energi fosil dalam negosiasi iklim (dw.com, 19 November 2025).

Selain komitmen internasional di atas, ada banyak kebijakan dan komitmen iklim nasional yang
dihasilkan pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditandatangani Presiden Prabowo
pada 15 September 2025. Secara sekilas, KEN 2025 terlihat ambisius dalam mendorong transisi
energi terbarukan guna memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi
GRK dan net zero emission pada tahun 2060. Misalnya, untuk memaksimalkan peran energi surya
dalam bauran energi primer nasional yang optimal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030 ditargetkan 1,3%-1,6%;

2. Pada tahun 2040 meningkat ke 13,1%-16%,;

3. Pada tahun 2050 di rentang 23,3%-25,3%, dan

4. Pada tahun 2060 antara 29,8%-32%.

@ @indonesian.institute ﬁ The Indonesian Institute o @the_indonesian @ www.theindonesianinstitute.com



V

Di sisi lain, dari sisi batu bara, baurannya akan dikurangi sebesar:
1. 40,7%-41,6% pada tahun 2030;
2. 28,9%-31% pada tahun 2040;
3. 19,1%-20,9% pada tahun 2050; dan
4. 7,8%-1,9% pada tahun 2060.

Dari teori ekonomi lingkungan, pengurangan bauran batu bara dalam energi primer nasional ini
mencerminkan upaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari penggunaan batu bara
melalui biaya sosial karbon (social cost of carbon) yang selama ini tidak terefleksi dalam harga
pasar energi. Ketika biaya sosial karbon, yaitu biaya penambahan satu ton emisi CO,, tidak
dimasukkan dalam harga pasar, maka ketika suatu agen ekonomi menghasilkan satu ton emisi CO,,
mereka akan memberikan beban yang seharusnya ditanggung produsen kepada masyarakat dan
generasi mendatang dalam bentuk kerugian ekonomi-sosial-lingkungan.

Walaupun demikian, beberapa ahli mengkritik KEN 2025 karena dinilai komitmen percapatan
transisi energi lebih lemah. Selain masih digunakannya batu bara, KEN juga menempatkan gas bumi
sebagai pilar energi jangka panjang (mongabay.co.id, 13 Oktober 2025), seperti untuk
ketenagalistrikan, industri, rumah tangga, dan transportasi sebagai pengantar transisi menuju
pemanfaatan EBET yang lebih besar. Pemanfaatan gas bumi ditargetkan 12,9%-14,2% pada 2030;
16,7%-16,8% pada tahun 2040; 17,1%-17,3% pada 2050 dan 14,4%-15,4% pada 2060. Ketergantungan
akan energi ini akan berisiko “mengunci infrastruktur gas, menghambat penetrasi energi terbarukan,
memicu aset terlantar, dan melemahkan komitmen Indonesia sepenuhnya beralih ke energi bersih”
(mongabay.co.id, 13 Oktober 2025).

Kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
Nasional. Secara teori, kebijakan ini merupakan bentuk dan implementasi langsung dari instrumen
berbasis pasar (market-based instrument) yang didorong dalam pengaplikasian ekonomi
lingkungan dengan tujuan menginternalisasi eksternalitas negatif berupa emisi GRK melalui harga
pada karbon.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon (NEK) sepenuhnya berada di
tangan Pemerintah walaupun kerja sama internasional tetap dilakukan (kehutanan.go.id, 24 Februari
2026). Dilansir dari situs yang sama, ada tiga perubahan utama dalam peraturan ini, yaitu
sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional; deregulasi,
penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon
yang terintegrasi dan lebih efisien; serta desentralisasi, pembagian peran antar
Kementerian/Lembaga (K/L) dibuat lebih jelas dan akuntabel.
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Ketiga perubahan ini berpotensi untuk memitigasi tantangan dalam sistem perdagangan karbon,
seperti rendahnya integritas kredit karbon, kurangnya kepercayaan akan ekosistem kredit karbon,
serta lemahnya tata kelola di dalamnya. Sistem registri yang terintegrasi, misalnya, berperan
penting untuk mengurangi biaya transaksi yang sering kali lebih mahal karena tidak ada pendataan
dan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kredit karbon agar pendapatan
dari kredit karbon dapat secara optimal digunakan untuk pembangunan dan pengembangan
sektor-sektor rendah emisi.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan
kritis juga merupakan tujuan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen
Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional di mana masyarakat yang
menjaga, memulihkan hutan akan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan terukur
(kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Skema ini sejalan dengan konsep Payment for Ecosystem
Services (atau ada yang menyebut Payment for Environmental Services dengan akronim yang
sama, PES), di mana pihak penyedia jasa lingkungan, misalnya jasa ekosistem, menerima
kompensasi oleh pihak pengguna jasa atau pihak yang memperoleh manfaatnya (iied.org, akses 20
Mei 2026; Fripp, 2014). Hal ini penting dalam memberikan insentif yang nyata bagi masyarakat,
terutama masyarakat hutan adat, karena tanpa adanya insentif, maka tragedy of the commons, di
mana individu dalam upaya memaksimalkan kepentingannya sendiri cenderung mengeksploitasi
sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif yang ada
(Hardin, 1968); akan semakin marak.

Lebih jauh, kebijakan NEK juga berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang
berkelas dunia, berkualitas dan berintegritas tinggi, serta diakui secara global tanpa mengabaikan
prioritas pembangunan nasional yang mana diharapkan mendukung agenda iklim global,
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat (kehutanan.go.id, 24 Februari
2026). Kualitas dan integritas kredit karbon adalah keharusan guna memitigasi bahaya moral
(moral hazard), seperti greenwashing, agar tidak merusak keseluruhan sistem NEK yang sudah ada.

Di sisi lain, terdapat kritik terhadap kebijakan NEK ini. Menurut Kepala Research Center for Climate
Change (RCCC) sekaligus Koordinator Penanganan Perubahan Iklim Sustainable Development
Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Padang, Nofiyendri Sudiar, dalam lestari.kompas.com (19
Oktober 2025), salah satu kritik yang muncul adalah terkait aspek keadilan iklim. Perpres ini belum
memastikan adanya benefit sharing yang adil, yang jika tidak diatur dengan baik hanya akan
membuat masyarakat lokal menjadi penonton dan tidak mendapatkan manfaat dari besarnya
perputaran uang dari perdagangan karbon.
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Berdasarkan penjelasan temuan dan pembahasan di atas, dari perspektif kebebasan ekonomi
dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi di klaster Tinggi (nilai indeks ND-GAIN 260) telah
mempraktikkan dan mengimplementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan lebih baik
dibandingkan dengan provinsi di klaster Sedang (nilai indeks ND-GAIN 50-59) dan provinsi di
klaster Rendah (nilai indeks ND-GAIN <50). Analisis provinsi di klaster Tinggi, Sedang, dan Rendah
tersebut menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan kesempatan bagi
mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan dan tata kelola,
serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong kesiapan dan
ketahanan iklim suatu provinsi, termasuk dalam mengatasi kondisi terkait eksternalitas negatif.

Kajian ini mencatat bahwa nilai indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia berkisar pada nilai
29,876 (Provinsi Papua Pegunungan, peringkat 38) hingga 68,524 (Provinsi DK Jakarta, peringkat 1).
Perbedaan hampir 40 poin antara provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terbaik terhadap provinsi
dengan nilai indeks ND-GAIN terburuk tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas
kesiapan yang sangat serius di tingkat subnasional.

Adapun rata-rata nasional nilai indeks ND-GAIN adalah 55,092 atau dengan kata lain Indonesia
berada pada klaster Sedang. Nilai indeks tersebut didorong oleh skor indikator kesiapan sebesar
0,551 dan skor indikator kerentanan sebesar 0,449. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata,
kapasitas adaptif Indonesia masih berada di atas tingkat kerentanan yang dihadapi, meskipun
perbandingan selisihnya relatif tipis dan belum mencerminkan kondisi yang merata di seluruh
provinsi. Berikut kesimpulan dari hasil kajian “Policy Assessment 2026" bidang ekonomi The
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).

Kesimpulan
Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh:

1. Dalam kaitannya dengan indeks ND-GAIN provinsi di Indonesia dengan menggunakan data
terakhir tahun 2025, kajian ini mencatat bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan
kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak
kepemilikan, tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam
mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi. Hal ini utamanya sangat diperlihatkan
oleh provinsi-provinsi di klaster Tinggi yang dianalisis dalam temuan dan pembahasan di atas,
yaitu Provinsi DK Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi
Kalimantan Barat. Walaupun demikian, masih terdapat kendala kewenangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah seperti yang dijelaskan dalam kasus Provinsi Aceh
sebelumnya.
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2. Kajian ini juga menemukan kesenjangan yang besar terkait kesiapan dan ketahanan iklim antara
provinsi di klaster Tinggi dengan provinsi di klaster Sedang dan klaster Rendah karena skor
kesiapan iklim sangat menentukan peringkat ND-GAIN. Hal ini terlihat dari korelasi positif yang
sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN sekitar 0,98],
yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin
besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah
penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsidapat lebih bertahan terhadap
perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk memberikan respons
yang lebih efisien.

3. Beberapa permasalahan yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan ekonomi masih terjadi di
provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, di
mana masih terdapat penyalahgunaan sistem perizinan OSS, serta tidak mematuhi kepatuhan
untuk mengurus AMDAL secara benar. Di Provinsi Sulawesi Utara, masih terdapat tantangan
berupa korupsi dan kualitas regulasi yang masih perlu diperbaiki. Hal ini menujukkan bahwa
korupsi masih menjadi masalah serius yang menyebabkan biaya transaksi tinggi. Sementara,
inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan risiko investasi secara
keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang berpotensi mendukung transisi energi
dan adaptasi iklim.

4. Beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penanganan
iklim, hingga pertengahan tahun 2026 di atas, serta merujuk pada konsep yang digunakan
dalam kajian ini, seperti SNDC, KEN, NEK, telah didasarkan pada teori ekonomi lingkungan yang
tepat, terutama dari sisi menginternalisasi eksternalitas negatif bagi pihak ketiga yang tidak
termasuk sebagai pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Walaupun demikian, masih terdapat
beberapa tantangan untuk menjalankan dan mengimplementasikan komitmen tersebut.
Misalnya, terkait SNDC masih ada penawaran solusi palsu; terkait KEN, selain masih
digunakannya batu bara, KEN juga menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang;
terkait NEK, belum memastikan adanya benefit sharing yang adlil.

5. Selain itu, implementasi kebijakan SNDC, KEN, dan NEK di atas menghadapi risiko politik-
ekonomi, besarnya kebutuhan pendanaan, dan kritik atas inkonsistensi dengan beberapa
proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan eksternalitas
negatif. Selain itu, krisis geopolitik global dan konflik yang terjadi telah memperbesar
ketidakpastian komitmen global akan pendanaan dan akses teknologi hijau, serta mengganggu
komitmen Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut menambah
urgensi penguatan kapasitas domestik untuk adaptasi dan mitigasi iklim.

Bagian selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
terkait iklim berdasarkan temuan dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya.
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Rekomendasi Kebijakan
Adapun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim adalah
sebagai berikut:

1) Terkait memperkuat implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi sebagai fondasi
ketahanan iklim

Pemerintah Pusat: Pemenntah pusat melalm Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator perencanaan pembangunan
nasional; Kementerian Dalam Negern selaku pembina tata kelola pemerintahan daerah; Kementerian
Investas: dan Hilinsasi’'Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku otortas reformasi iklim
investasi; pemenntah daerah, serta lembaga negara sepertti Komisi Pemberantasan Korupsi dan
Ombudsman harus dapat mengintegrasikan dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak
kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola yang baik, ke dalam kerangka evaluasi kesiapan iklim
pemerintah daerah

Provinsi-provinsi vang berada di klaster Sedang dan Rendah harus mendapatkan pendampingan
telonis vang terstruktur untuk memperbaiki iklim investas: mereka di mana peningkatan kesiapan
iklim tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan berusaha. Mengingat kuatnya korelasi antara
skor kestapan iklim dengan mlai indeks ND-GAIN (0,981), investas: dalam reformasi tata kelola
ekonomi daerah harus diperlakukan sebagai investasi adaptasi iklim 1tu sendiri, bukan berjalan
Masing-masing.

Pemerintah Daerah: Karena kementerian/lembaga pusat tersebut memiliki badan/instansi/lembaga
di daerah, pemennitah daerah harus dapat memastikan, menjamin hak kepemilikan dengan akselerasi
dan pendataan kuat. Misalnya terkait sertifikasi lahan, serta memperkuat penegakan hukum dan
transparansi keputusan hukum atas sengketa hak kepemilikan Pemerintah daerah bekerja sama
dengan pemangku kepentingan terkait, juga harus melakukan audit regulas: dan kualitas regulasi
secara berkala agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan hambatan tata kelola, lingkungan
usaha_ serta evaluasi perbaikan kapasitas adaptif iklim.

2} Terkait resolusi konflik kewenangan pusat dan daerah dalam kebijakan iklim
Pemerintah Pusat: Pemerntah pusat melalu Kementerian Dalam Negen selaku otoritas hubungan
pusat-dasrah; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku
penanggung jawab kebijakan iklim nasional; pemerintah daerah, serta melibatkan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
selaku representasi rakyat di berbagai tingkatan, harus dapat bekerja sama dan benintegrasi untuk
menvelesatkan konflik kewenangan vang ada melalm mekamsme koordinas: vang lebih jelas dan
mengikat.

Pemerintah pusat perlu secara eksplisit mengatur dan memperjelas pembagian tanggung jawab
adaptasi dan muitigasi iklim antara pusat dan daerah, termasuk mekamisme penyelesaian konflik
regulasi secara efisien. Hal 11 penting agar permasalahan kewenangan pusat-daerah vang terjadi
dapat diselesatkan dengan optimal agar implementasi kebijakan 1klim nasional tidak terus terhambat
oleh fragmentasi kewenangan di lapangan serta bisa memberikan ruang untuk inovasi dan
kreativitas, mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam memalankan kebyjakan sesuai dengan
konteks di daerahnyva masing-masing.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu mengambil peran vang lebth proaktif dalam
mengelola ketegangan kewenangan antara pusat dan daerah yang kerap menghambat implementasi
kebyakan iklim di lapangan Hal im dikarenakan pemerntah daerah vang lebih mengetahm
bagaimana_ seperti apa keterbatasan sumber daya lokal yvang ada dapat digunakan dalam memperkuat
kapasitas adaptif iklim daerah Selain 1tu, pemerintah daerah harus proaktif mendorong komunikasi
efektif dengan pemerintah pusat jika masih ada ketidakjelasan, termasuk melalui rapat koordinasi
tekms dengan kementerian/lembaga terkait, agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih
kebijakan vane merugikan upava adaptasi dan mutizas tklim di daerah

@ @indonesian.institute ﬁ The Indonesian Institute o @the_indonesian @ www.theindonesianinstitute.com



V

3) Terkait dengan tren investor atau pengusaha vang lebih memilih membayvar denda
linckungan dan menghindari kewajiban AMDAL

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalu Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup dan badan-badan di bawahnya (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota) hamus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian
Dalam Negen selaku koordinator utama pemenntah daerah, Kementerian Investasi dan
Hilirsasi/’Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pemangku kepentingan vang bertugas
mengatur penanaman modal dan mendorong hilirsasi sumber daya alam, pemenntah daerah di
seluruh  Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) wvang bergerak di  1su
lingkungan/ekologihukum/ekonomi, serta sektor swasta, investor, dan masyarakat untuk mendesain
ulang struktur denda pelanggaran kepengurusan AMDAT agar biaya ketidakpatuhan secara konsisten
melampaui biaya kepatuhan.

Selama denda pengrusakan lingkungan lebth murah dibandingkan hiaya pengurusan dokumen
AMDAIL, maka sistem perizinan justru menciptakan insentif yvang terbalik yang mendorong
pengabaian regulasi. Reformast 11 dapat dikombinasikan dengan mekanisme disinsentif maupun
pencabutan usaha bagi perusahaan yang tidak mengurus dan melakukan AMDAL, serta kompensasi
atau mnsentif bagi pelaku uvsaha vang memenuhi standar konservasi tertentu, sehingga kepatuhan
menjadi pilithan vang rasional secara ekonomi
Pemerintah Daerah: Karena kementerian/lembaga pusat tersebut memiliki badan/instansi/lembaga
di daerah. pemenntah daerah juga harus memperkuat transparans: dan menggunakan digitalisasi
dalam meninjau ulang struktur sanksi administratif dan denda lingkungan agar dapat mencerminkan
biaya sostal kerusakan lingkungan vyang sesungguhnya. Pemerintah daerah juga harus
mengintegrasikan estimasi kerugian ekonomi-sosial-lingkungan jangka menengah-panjang akibat
degradasi ekosistem ke dalam basis perhitungan denda, serta tidak pandang bulu untuk menggunalkan
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah kepada investor atau
pengusaha nakal

4) Terkait perbaikan sistem perizinan OS5 agar dapat diintegrasikan dengan dokumen

lingkungan

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan HilinsasyBadan
Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengelola dan penanggung jawab, Kementerian Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab terkait basis data dan
dokumen hingkungan, Kementenian Komunikas: dan Digital selalu pendukung infrastruktur sistem
digital terintegrasi, bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
tingkat daerah, serta Ombudsman selaku pengawas kualitas pelayanan publik di Indonesia, harus
bersama-sama memperbaitki dan memperbarui sistem 0S8 agar 1zin usaha tidak dapat
disalahgunakan dan sistem OSS nantinya juga harus dapat melihat dokumen hingkungan, termasuk
AMDAIL, sudah dinyatakan lengkap, sah, dan sesuai ketentuan. Hal 1 dilakukan guna mendorong
transparansi, akuntabilitas vang efektif, serta sebagai upaya untuk menutup celah regulasi vang saat
11 dieksploitasi oleh pelaku usaha.
Pemerintah Daerah: Secara operasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu daerah bersama dinas/badan terkart linglkungan hidup harus dapat membangun koordinasi
terintegrasi, cepat, dan efisien dalam memvenfikasi kesesuaian dokumen lingkungan vang diajukan
dan didaftarkan dalam sistem OSS. Bagi provinsi di klaster Sedang dan Rendah pada indeks ND-
GAIN vang masth memibhki kapasitas tekms vang terbatas, selain dukungan pemernntah pusat,
pemerintah daerah yuga harmus dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi sistem informasi dan
pthak swasta dan lembaga terkait.
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3) Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalu Kantor Staf Presiden selaku fasilitator kebyjakan lintas
kementerian; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan
Eementerian Kehutanan selaku penanggung jawab SNDC dan NEK; Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral selaku penanggung jawab KEN; Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku integrator perencanaan iklim dalam
RPIMN; Kementerian Keuangan terkait pajak karbon; Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga
legislatif, serta LSM, umiversitas, maupun lembaga think rank selaku pemantau independen
komitmen iklim perlu untuk menjembatami kerangka ekonomi lingkungan vang tepat guna
memperkecil kesenjangan antara komitmen dengan implementasi.

Hal 11 dapat dilakukan dengan mekanisme akuntabilitas vang lebih ketat. Semua elemen pemerintah
harus dapat menetapkan, mengounakan mengawasi, dan mengevaluasi indikator kinerja yang
digunakan agar dapat mengetahui setiap capaian ukuran. Inkonsistensi antara komitmen 1klim dan
proyek pembangunan yang berpotensit merusak hingkungan perlu diselesaikan melalu mekanisme
sosialhukum vang berlaku, serta wanb diterapkan pada seluruh provek investasi strategis nasional
Pemerintah Daerah: Walaupun koordinasi bersifat fop-down, pemerintah daerah juga perlu
memposisikan dint tidak hanya sebagai pelaksana kebyakan iklim nasional, tetapi juga dapat
mengimplementasikan komitmen tersebut ke dalam mstrumen perencanaan daerah yang operasional,
terukur, berpartisipasi bermakna agar seluruh masyarakat lokal, terutama kelompok rentan, dapat
mengetahu manfaat, tantangan, dan dampak dan kebyakankomitmen tersebut. Selain 1tu,
pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas kelembagaan maupun aparatur daerah untuk
memantau dan melaporkan kemajuan implementasi kebijakan iklim nasional secara berkala, serta
mencatat terkait bagaimana kebijakan iklim nasional vang dumplementasikan telah memberikan
manfaat bam masvarakat lokal dan tidak menjadi mereka hanya menjadi penonton.

6) Terkait penguatan kapasitas domestik dalam ketidakpastian global saat ini agar
Indonesia tidak terlalu bergantung pada komitmen pendanaan dan transfer teknologi
hijau dari luar negeri

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalmi Kementerian Kevangan selaku penanggung jawab
instrumen fiskal terkait iklim; Bank Indonesia selaku otoritas moneter; Otoritas Jasa Keuangan
selaku pengatur pasar keuangan hyau; Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku koordinator riset
terkait teknologi 1klim; Kementerian Luar Negen selaku negosiator komitmen pendanaan iklim
internasional; sektor swasta dan perbankan nasional selaku mitra pembiayaan, serta Bursa Efek
Indonesia selaku fasilitator instrumen obligasi hijau harus dapat memperkuat integrasi dan kolaborasi
dalam percepatan pembangunan kapasitas domestik melalui niset dan pengembangan teknologi
adaptasi iklim, memperkuat pasar karbon dalam negen, serta membangun cadangan fiskal iklim yang
dapat diakses secara cepat ketika komitmen internasional tergangou seperti vang terjadi saat 1n1. Hal
tni penting agar Indonesia dapat mendiversifikasi sumber pendanaan iklim serta memperkuat
ekosistem pendanaan iklim vang ada, termasuk melalm mstrumen obligasi hyjau daerah dan
kemitraan swasta-publik.

Pemerintah Daerah: Walaupun pemerintah daerah mendapatkan insentif pendanaan baik dan
pemerintah, lembaga internasional, dan pengakuan lainnva, pemerintah provinst juga harus dapat
mengembangkan sumber pembiayaan iklim strategis vang berakar pada ekonomi daerah 1tu sendin.
Misalnya, melalm pengembangan skema pembiayaan campuran yang melibatkan lembaga
intermediasi kevangan daerah dan pelaku usaha lokal Hal 1 dikarenakan sudah banyak pelaku
usaha lokal yvang memiliki perspektif maupun mengimplementasi praktik berkelanjutan. Selain 1tu,
pemerintah daerah juga harus mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi daerah, lembaga
penelitian lokal, dan pelaku industnn dalam mengembangkan inovasi adaptasi dan mitigasi teknologi
iklim vang dibutuhkan daerah berdasarkan keanifan lokal vane ada.
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Tabel 4. Sub-Indikator, Komponen, Sub-Sub Indikator dalam ND-GATN, Sub-Sub Indikator Proksi, dan Sumber Data

jumlah penduduk 2010 ke
rata-rata perlaraan  Jumlzh
penduduk selama  2020-
2050).

Indikator Kerentanan
No | Sub- Komponen | Nama Sub-Sub | Sub-Sub Indikator Proksi | Sumber Data
Indikator Indikator ND-GAIN | vang Digunakan
1 Pangan Eksposure | Proyeksi  perubahan '-TD‘tEl Jumlsh |:_|mdu.ksi b&_ras, » Total jumlsh produksi beras, jazung. dan kedelai (tom)
(Foad) panen sereal (Projecied _]&gupg kEdEl:H.l.{t{!jﬂ] masing- masing-masing provinsi didapatican dari-
change gf cereal yield) rr.Lasmg . provinsl  setelsh o Beras: Badan Pusat Statistik
dilkurangi crop productivily (ttps://www bps o id/id statistics-
Joss talun 2030. table/3/ZDNaak(yODBUVTIGYWSsa2REUKVUVY
¥1 Y VZbm P 6MDIghw—produlksi-padisup ] -g
dan-baras-menurut-provins--2022 ] Pyear=2025).
o Japung: Badan Puzat Statizhk
(https:/wonw bps go.1d1d/statistics-
table 2 T i i-] -
kadar-air- 14-persen-menurut-provins - bul anan-—ton-
utml),
o Kedelar: Statistik Pertaman, Eementenian Pertanian
Bepublik Indonesia. Data tabun 2025 diekstrapolasi
sederhana.
& Penunman produltivitas beras, jagung, dan kedelai (%6) di
Indonesia tahun 2050 didapatkan dari Bappenas dalam
48
Siska et @l (2022). Nilai tersebut digumakan umtuk
masing-masing provinsi.
Proyeksi  perubahan | Proveksi perubzhan populasi | Unfuk provinsi pemekaran bam menggunakan data provins
populasi  (Prgjected | masing-masing proving | nduk. Data Jumlsh penduduk masing-masing provinel talun
papulation change) (perzentazsz perubahan dan | 2010 didepatkan dari Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS.

Data jumlzh rata-rata perkiraan jumlah pendudul: 2020-2030
didzpatian dari laporan Proyelsi Pendudul: Indonesia 2020-
2050: Hasil Sensus Pendudul: 2020, BPS.
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Sensitivitas

Eeterganhmgan  impor
pangan (Food import

Persentase milai impor pangzan
terhadap milai total Impor

Nilzi mpor pangan dan nilai total mpor didapatien dan
Statistik Perdagangan Luar Wegeri atau Statistik Elspor-

dependency) masing-masing provinst. Impor, BPS, masing-masing provinsi, dan berbagi sumber
relevan terkait.

Populas: pedesaan | Persentaze populasi  vang | Unfuk provinsi pemekaran bam mengpunakan data provins

(Rural popuiotion) tinggal di pedeszaan tethadap | mduk. Milai perzentaze populesi yang tinggal di pedezaan

total populasi masmg-masmg
provinsi

terhadap totzl populasi didapatkan dari Sensus Penduduk
2022, Badan Pusat Statistik
{(https://sensus. bps. go.ddtopilc'tabular'sp2 02271 87/1/0).
Amomsi persentzse populasi vang tinggal di pedesaan
terhadap total populasi masing-masing provinsi tetap sama.

Kapasitas
Adaptif

Kapasitas pertanian
(Agriculture capacily)

Raata-rata realizasi penyaluran
pupuk tethadsp total [luas
lahan (luas pamen tanaman
sayuran  dan  buzh-buzhan
semusim)  (ton‘heldar) dan
jumlah pestisida terdaftar dan

# Jumlzh realisasi penyaluran pupuk didapstkan dan
Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertamian BRI
& Luas panen tanaman savoran dan buah-bushan semmsim
menurut provinsi dan jenis tanaman (Ha) dari BPS
.z0.1d/id/statistics-

difjinkan  menut  jenis
pestizida dan bidang
pengeunaannya terhadap total
luas lahan (jumlah'helktar).

table/ 3 Y ThOVmlzeGl abmBxVURoS 1dFEE VT amhal m
10aWEENDE Ny MahD Aw Tuas-panen-tanaman-
sayuran-dan-bush-bushan-semusim-menurit-provinsi-
dan-jenis-tanaman himlPyear=2023).

& Jumlah pestizida terdaftar dan difjinkan menumit jenis
pestizida dan bidang penggunasnnya didapathan dan
Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian BT

Malnutrisi anak (Child
Rt ition)

Tren mngka wasting balita
mazing-mazing provins.

Data talum 2023 di-capry forward dan tahom sebehmunya
Untul: provingi pemekaran baru yang tidak ada data
menggunakan data provinsi induk:. Nilai angls wasifng balita
masing-mazing provinsi didapatkan dan deshboard Tim
Percepatan Penuruman Siming Sekretariat Wakil Presiden
EL g-idashboard shmting go.id/masalah-sizi-pada-
balita).
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tawar (Freshwater
withadrawal ratel

dizalorkan  perusahaan  air
bersih memunit provinsi (ribu
m')

2 Air Eksposure | Proyeksi  perubahan | Nilal rata-rata tzhunan alitan | Data tahun 2023 di-carry forward dan tahun ketersediaan
(Water) limpasan tahunan | sungai, tinggi aloan, dan | data Nilai rata-rata tzhunan aliran sungai, tinggl aliran, dan
{Projected change of | volume air di beberapa sungai | volume air di beberapa sumgzi dengan Iuas lebih dari 100 k'
el runaffy dengan luas lebith dari 100 | didzpat dari Statistik Linglungan Hidup Indonesia, Badan
lan”. Pusat Statistil
Proveksi  perubahan | Ratarats dari  persentase | Datz tahun 2025 dicorry forward dar talum sebelummya.
pengizian  ulang  air | umsh tangga dengan sumber | Untuk provinsi pemekaran barmu diproporsicnalban dan
tanah tzhunan | air minum pompa; persentase | provinsi indub MNilai masing-masing Persentasze Fumah
(Projected change of | rumszh tangga dengan sumber | Tangga dengan Sumber Awr hinum Pompa; Perzentase
ampu!  groundweater | air minum sumr terlindung; | Rumszh  Tangga dengan  Sumber Ar Minum  Sunr
recharge) dan persentaze nomah tangga | Terlindung; dan Persentase Fumah Tangga dengan Sumber
50
dengan sumber air minum | Adr Minim Sunur Tak Terlindung per provine didapat dan
sumur tak terlindung. Distribuzi Perzentase Faomah Tangga Menurat Provinel dan
Sumber Ay Mfinnm, BPS
(https:fwwnw bps go.id id statistics-
tables3 Y zBallduSIFWVE T VU npWel IOV R T Tkealp VT TEEL
1FUNDI Mw==/distribusi-persentase-nimah-tangza-
mennnit-provinsi-dan-srmber-air-mimm--
2023 It ?yvear=2023)
Sensitivitas | Tingkat penarikan air | Volume air bersih  vang | Data tahun 2023 dicorry forward dan talum sebehomnya

Unfuk: provinsi pemekaran bam diproporsionalkan dan
provinsi mduk. Nilai velume air bersih yang disahorkan
perusahaan air bersih menunit provinsi didapatkan dari Badan
52/ W

Pusat Statistilc _oo.1did/statistics-
table/ 2 0TE 1Tz1=jumlah-air-bersih-vanzs-dizahurkan-
perusahasn-gir-).

Fasie keterzantngan
air (Waier dependency
ratig)

Basic  antara  kapasitas
produksi efektif perusahazn
air bersih (liter per detik) dan
jumlah pelanggzn perusahasn
air bersih menurut provine
{orang).

Data tahun 2023 dicorry forward dan talun sebelumnya
Unfuk provinsi pemekaran bam diproporsicnalkan dan
provinsi mduk. Nilai kapasitas produksi efektif perusshaan
air bersih (liter per detik) dan jumlah pelangzan perusshazn
air bersih menurat provinsi (orang) didapathan dari Statistik
Air Bersth, BPS. Untuk provinsn pemekaran  bam
diproporsionalkan darl provins awal.
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Kapas.itls Eapasitas .lz.:-endu.uga.u Kapasm I:ueudu_ngm PET | o Fumlsh bendungan per provinsi didapat  dari
A..d.ﬂ.]]tl.f (Dmﬂﬂq,mrig'] k:&pltﬂl:m PErkEPIta} https.--datavuzo.ld-"dataset-"benduusau. Milai kapamtas
bendungan per proving didapatlkan dan berbagal sumber,
seperti media dan situs Kementerian Pekerjzan Umum.
51
# Jumlsh populasi didapatksn dari Statistik: Indonesia, Badan
Puszat Statistil.
Akses  terhadap  air | Persentaze rumah tangga | INilal persentase rumsh tanggs yvang memilild akses
mimm  yang dapat | vang memilili gkzes terhadap | terhadap sumber air mimmm lavak memmnit provins dan
disndalkan (dccess fo | sumber arr minum lavsk | klasifikasi desa (persen) didapstkan dan Badan Pusat
reliable drinking water) | menumit provins dan Statistik  (BPS)  (https.wow bps.goadd/statistics-
klazifikasi desa (persen). table/2 0D =I= persentase-nimah-tan=zza-menurt-
provinsi-—tipe-daerah-dan-sumber-air-mimumm-layak--
persen-hifml).  Persentzase vyang digunakan  adalah
persentase perkotzam+perdesaan.
3 Kesehatan | Eksposure | Proyeksi  perubahan | Ratarata angka kesakitan | .o angka kesakitan D Berdarsh D (DED)
(Health) kematian akibat | Demam  Berdarsh Dengue | giare  |eptospirosis, kusts, dan Tuberkulosis (TBC)
penyakit yang | (DBD), diare, leptospirosis. | gigzpatian dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian
dizebablean oleh | lmsta, dan  Tuberoulosis Epsehatan BRI  dan  Badan  Pusst  Statistik
perubzhan iklim | (TBC) yang semuanya per o /fvrww bs oo id/id statisti
(Projected change of | 100,000 penduduk. ble/3/YTALOL VWTR TR Vzawl
deatle from clinae ZB4aVpEMDIMyMwMD Awkasus penyakit- memrut-
change : provinsi-dan-jemis-penyalit himl).
dizeares)
& Jumlah populasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan
Pusat Statistile.
Proyeksi  Perubahan | Angka kesakitan malaria | Datz tabun 2023 di-carry forward dar talm sebehommnya.
Penyalkit yang | (dnnual Porasite | Data  angka  kesaldtan malaria  (dmmal  Parasite
Ditularkan Veldor Tncidence/APT) per 1.000 penduduk menumat  provins

e

(Projected Change in

Fector Borne Direase)

Tncidence/API) per 1000
penduduk: menunit provins.

didzpatkan dari Profil Kesehatan Indonesiz, Kementerian
Kesehatan BI.
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saniation facilifies)

sanitasl layak (persen).

Sensitivitas | Eetergantingan pada | Batarats  reslisasi  Diana | Data tahun 2023 dicorry forwerd dan tahun sebehomnya
sumber daya ekstemal | Alokasi Khusus (DAK) fisik | Fealisasi Dana Alokasi Ehusus (DAK) fisik bidang kesehatan
untuk layanan | bidang  keschatan  dan | dan realizasi DAK non fizik bidang kesehatan menurot
keschatan (Dependency | realisasi DAK non  fisik | provinsi didapatken dari Profil Kesehatan Indonesia,
or external resource for | bidang  keschatan menuut | Kementerian Keschatan BT
health services) provinsi.

Pendudul: daerah | Persemtase rumazh  tangga | INilal persentase mumah tangga yang memilild akses terhadap
kurmuh (5w | vang memilikl akses tethadap | hunian yang tidak layak mepurut provinsi adalah selisih
papulation) hunizn  yang tidak laysk | 100% dari persentaze rumsh numeh tangga yang memiliki
memmut provinsi. akses terhadap hunian yang layak menuwrut provins

didapatkan dari Badan Pusat Statistik:

I{apas.itls Staf medis (Jedical | Total _]umlah [eN322 | o Total jumlah temaga kesehatan (medis, kebidanan,

Adaptif stafs) kesehata:_m (mediz, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan linglamzan,

keformastan,  kesehatan | oipn gigapetban  dari Badan  Pusat  Statitik
masyarakat,  kesehatan | 4 o boe so.id/id/statistics-
Imglamgan, giz)) per LOOO | 13 vV awSFIHRIRVVIIaWIR WRUSEQKENVEYOU
populas. BAVVVUMDIGMy\iwhD Aw jumlah tenaga.kesehatan.
menurut-provins himl).
& Jumlah populasi didapatkan dari Statiztil Indonesia, Badan
Pusat Statistil
53
Abmes terhadap fasilitas | Persentase rumah  tangga | MNilad persentase mimeh tangga menurut provins dan meriliki
sanitazl yang lebth batk | memuut  provinst  dan | akses terhadap samitasi layak (persen) didapat dari Badan
{dccess do improved | memiliki  akses  terhadap | Pusat Statistik (https:/wwnw bps. go 1dGd/statistics-

table/2/0D0 3 zl=/persentase-numah-tangra-menurmt-
rovinsi-dan-mermililn-akses-terhadap-sanrtasi-lavak hinl).
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4 | Layanan
Ekosistem
(Ecosystem
Serices)

Eksposure

Proyeksi  perubahan
diztribuzi bioma
(Projected chomge of
biome distribution)

Bekapitulasi luas penutupan
lahan hutan menunit provine.

Datz talnm 2025 diekstrapolasi sederhana. Diata rekapitulasi
Inas penutupan lahan hutan menorut provins: didapathkan dan
Statistik Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik:
.zo.1did/statistics-

table/ 1 MG ExMCh itulasi-luzs- an-lzhan-
hutan-dan-non-hutan-menumt-provins-tabm- 20142023
ribu-ha- html).

B WA

Proyeksi  perubahan
keanekaragaman hayvati
laut (FProjected change
af marine biodversity)

Luas kondisi terumbu karang
vang mzak menumt proving
(Ha).

Datz tzhun 2023 diekstrapolasi sederhana. Data luas kondizi
terumbu karang vang msak memunit provins (Ha) didapathan
dari Statistik Sumber Daya Laut dan Pesizir, BPS.

Sensitivitas

Ketergantungan  pada
maodal
(Dependency o

alam

Persentaze Produk Domestik
Begionzl Brute (FDER) atas
dazar harga konstan 2010

# Data Produk: Domestik: Regional Brute (FDEE) atas dasar
harga konstan 2010 menurut lapangan ussha pertanian,
kelutanan, dan perikanan untuk masing-masing provins

retural capital) memmut  lapangan  usaha | didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik masing-masing
pertanian,  kehutanan, dan | provinsi
perikanan  terhadap total | e Data total PORE atas dasar harga konstan 2010 masing-
PDFE atas dasar harga| masing provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik
konstan 2010. g/ wnw bps. zo.id/id/statistics-
table/3 VIO GNER mxh WV U kdoeFIaS XRTo0ZE
BGal VUMD hMw=—/produk-domestik-regional-bruto.-
54
atas-dasar-harga-konstan-2010-memnt-provinsi--miliar-
rupiah-—2022 html Myear=2025).
Jejak Ekologis Indeks lmalitas linglamgan | Data talun 2025 diekstrapolasi sederhana, Data indeks
{(Ecelogical footprind) | hidup. lmalitazs  linglomgan hidup didapatban dan Statistik

Linglumgan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik.
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Kapasitas
Adaptif

Bioma yang dilindungi
(Protected hiomes)

Persentase  jumlah  luas
kawasan hutan lindung dan
luzz  suaka zlam  dan
pelestarian ~ alam  (Ha)
terhadap Iuas wilayah daersh
(Ha).

« Untuk: provinsi pemekaran baru diproporsicnalkan dan
provinst induk. Data jumlah luas kawasan hutan lindung
dan luas suaka alam dan pelestarian alam (Hz) didapathan
dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik dam
hitpe:/www bps. go.1did statistics-
teble/3 Umpod(9GaGIELTIOY TIwa VEX WnIPRmOQ1 W
mlwhVpshDlghiv=—/Tuas kawazan hutan-dan-
konservasi-perairan-sup-— 1 --sup--menimit-provins -dan-
fungzi-hutan--ha-—-2023 him Myear=2023

» Luzs wilayah daersh (Km") didapatken dari Badan Pusat
Statistik, vang umitnya kemmdian dikonversi ke Ha
(https:/woww bps. go.id/id statistics-
table/3 VUZw VS pPVips WIEEbmb e FhhSGhEVIFo
UFFUNDGMw==/Tuas-daerah-dan-jumnlzh-pulay-

m -provinsi--2021 html). 1 Km® sama dengan 100 Ha.

Eeterlibatan dalam

Eetersedizan peraturan, draf?

Peraturan-perzturan  tersebut  didapatkan dari  Jaringan

konvensi  linglungan | peraturan, maupun informasi | Dolumentasi dan Informasi Hulum (JDIH) di masing-
hidup internasional | lain terkait upaya penuruman | masing provinsl dan dwfabase JDIH Badan Pemernkza
(Engagement in|emisi i masing-masing | Kenangan (BPK).
international provinsL

55
environmert
conventions)
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roads)

permmukaan  jalan nazional
dalam kondisl baik memumit
provinsl

5 Hahitat Eksposure | Proyeksi  perubshan | Subn uwdara maksiomn di | Datz subn udara makeimom di stasion pengamatzn Badan
Manusia perieds hangat | stasiun  pengamatan Badan | Meteorologl, Klmmatelogl, dan Geofizika (BMEG) memuorut
(Human (Projected change of | Meteorologi,  Klimatologi, | provinsi didapatkean dari Statistik Indonesia, Badan Pusat
Habatat) werm period) dan  Geofisika (BMEG) | Statistik

menurut provins (“C).

Proyekzi  perubahan | Jumlsh lkejadian bencana | Data jumlah kejadizn bencana alam banjir memmt provins

bahaya banjir | zlam banjir menurt provine. | didapetian dari Badan Pusat Statiztik

(Prajected chonge of gwww bps zoadid/statistics-

Jfiood hezard) table 3 TUZaMGVteFVISEMTIRCMIVER Taz Vv VDIocV
FUMDIMw==/{umlah-kejadizn bencana-alam-memmit-
provinsi biml Pyear=2025).

Sensitivitas | Konsentrasi perkotaan | Persemtase populasi  vang | Nilai persentase populasi vang tinggal di perkotaan terhadap

{Urban concentration) | tinggal di perkotaan terhadap | total populasi didapathan dari Sensus Penduduk 2022, Badan

total populasi masing-masing | Pusat Statistik

provinsl (https:/'sensns bps go.1d topilktabularsp? (0221 87/1/0).
Agumsl persentaze populasi vang tinggal i pedeszan
terhadap total populasi masing-masing provins tetap sama
dalam tahun peneliian yang ditelii. Unfuk  provins
pemekaran bam di-carry over dari provinsi awal.

Basic ketergantungan | Persenfase penduduk lansia | Data  persentase penduduk  lansia menumt provins

usia {dge dependency | memurut provinsl didzpatian dan Statistik Pendoduk Lanjut Usia, Badan Pusat

ratis) Statistik
Kapasitas Eualitas  infrastruldur | Persentase kemantapan jalan | Data tzhun 2025 diinterpolasi sederhana Untuk provins
Adaprif vang berhnbungan | nasional memrat provinsi. pemekaran bam menzgumakan datz tahun tersedia. Jalan yang
56
dengan  perdagangan mantap adalsh jalan dalam kondisi baik dan zedang. Data
dan transportasi perzentzze kemantzpen jalan nasional menurot provins

(Duality of frade and didepatikan  dani  Kementerian Pelkerjaan Umnmm  EI

framspori-related (hitpe:/data pu.go.id/dataset keemantapan-jalan-nasional).

infrasiructure)

Jalen beraspal (Paved | Persentase kondizi | Data persentase kondisi permukasn jalan nasional dalam

kondizi baik menurut provinsi didapathkan darl Kementerian
Pekerjaan Umum PFI (https:/data pu.go.id/dataset bondisi-
pemuleazn-jalan-nasional).
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& | Infrastruk | Eksposmre | Proveksi  perubahan | Kapasitas terpasang | Data tahun 2023 dihitung dengan ekstrapolas sederhana
tor kapasitaz pembangkit | pembanglit listrik tenapa air | Data  kapasitas terpasang pembanglit listrik tenaga air
(Infrastruc listik  temaga  air | (FLTA) menumat  provinsi | (PLTA) menorot provinst (MW) didapatlan dan Statistik
ture) (Profected chowmge of | (MW). Listrik, Badan Pusat Statistik.

Ivdropower generation
capacity)
Proveksi  perubahan | Jumlsh kejadian bencanz | Data jumnlah kejadian bencana gelombang pasang dan sbrasi
dampak kenaikan | gelombang pasang dan zbrasi. | didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
permukaan  air  laut
(Profected chonge of
sea level rise impacis)
Semsitivitas | Keterganfmgan Tenaga  Dismk  yang | | pogs tahun 2025 dibitung dengan CAGR 2022-2024. Untuk
tethadap energl impor | dibanglitian memumt | o ovinsi pemekaran baru dibitung dengan CAGR. 2023-
(Dependency on | provinst (kiWh) per jumlsh | 5094 | orens data baru tersedia di periode tersebut. Data
imported energy) penduduk. tenaza listrik vang dibanglitkean memot provinst {GWE)
didspetian dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut
kemudizn dinbah ke unit EWh
(https:/wany bps. go.1d/1d statistics-
table/ /0D Y(I=I=tenaga listrik-yang-dib
mennnit-provins himl).
& Jumlah populasi didapatkan darl Statistik Indonesia, Badan
Pugat Statistilke.
Penduduk vang tinggal | Persentase jumlah desa di tepi | Diata jumlah desa di tepi laut dan total desa menwrat provins
di bawah 5m di atas | laut (coasial) terhadap total | didapatkan dan Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik,
penmukaan laut | desa menurut provinst.
(Population Iiving
wnder Jm above sea
fevel)
Kapasitas | Akses listrik Persentase rumzh tangga | Data persentase rumah tangga memunut provins dan sumber
Adaptif (Electricity access) merrut provingt dan sumber | penerangan utama dari listrk didapatkan dari Badan Pusat
penerangan utama dari histrik. | Statistik (https:/fwanw. bps.go.id id/statistics-

table/2OD e Me==/persentase-nimah-tangza-roenumit-

provinsi-dan-sumber-penerangan-utama-dan-listrik-
plohtml).

Eesiapsiagaan
menghadapi
(Disastar
preparedhness)

bencana

Eetersediaan peraturan, draf,
maupun  informasi lain
penangeulangan bencana di

maging-masing provinsi.

Dolammen tersebut didapatkan dari Jaringan Dolammentasi dan
Informasi Hulum (JDIH) di mesing-masing  provins,
databese JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), zerta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana masing-masing
provinsi.
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merata-ratakan  kesehouhan
pilarmya, vaitu Pilar 7: Pasar
Produlk, Pilar 8: Pasar Tenaga
Eerja, Pilar @ Sistem
Kenangan, Pilar 10: Uluran
Pasar.

Sub-Indikator Nama Sub-Sub Sub-5ub Indikator Proksi| Sumber Data
Indikator ND-GAIN | yang Digunakan
1 Kesiapan Ekonomu | Indeks melaloban | Milai dan komponen Pasar | Data Pilar 7: Pasar Produk, Pilar #: Pasar Tenaga Kerja, Pilar
{(Econgmic Readiness) bizsmis (Doing Business | dalam Indeks Daya Sang | & Sistem EKeuvangan Pilar 10: Ulnran Pasar didapatian dan
Tz Daerzh  (IDSD) dengen | Badan Fiset dan  Inovesi  Nasiomal (BRIN),

hittps:/brin. zodd drid pageindeks-dava-saing-daerah.

2 | Kesiapan Tata Kelola | Stabilitas politik dan
(Governance Readiness) non-kekerasan
(Political stabifity and
non-viclence)

Indeks Demolrasi Indonesia
menurut Provins.

Data Indeks Demolrasi
dari

Indonesia menurut  provins

Stat stik

metode-ham- mde]m—dgmakns:t indonesia-mennmit-
provinz himl).

Pengendalian  korupsi

Survei Penilaian Intepritas

Data Survei Penilaian Integritas (SPT) didapetian dari Keomis

tindak pidema per 100.000
penduduk

{Control gf corruption) | (SPI). Pemberantazan Korpsi (EPED
1 )1 1d'dashboard hasil page).
Eualitas regulasi | Nilai dari Pilar 1: Institusi | DataPilar 1: lushtumdldapatka.udm Badan Rizet dan Inovasi
{(Regulatory gualify) dalam komponen Lingkomgan | Nasional (BEIN), https:ibrin. o id/drid) i
Pendubumg di Indeks Daya | saing-daersh.
Saing Daerah (IDSD).
Afuran hubum (Rufe of | Bisike  penduduk terkens | Untuk angka di tahun 2023 dilitung dengan ekstrapolasi

zederhana. Unfuk proving pemekaran bam menszunakan
data proving mduk i talum terakhir. Data nisiko panduduk
terkena tmdzk pidana per 10:0.000 pendudul: didapatian dari
Badan Pusat Statistik (hitps:‘www bps go.id/id/statistics-
table 20k ST=l=/nsiko-pendndulc-terkena-tindak-pidana-
per-100-000-penduduk-- himl).

dw)
3 Kesiapan Sesial (Social | Ketimpangan — sosial
Readiness) (Social meguality)

Basio gim  Semester 2
{September) perkotaan dan
perdesaan
provinsi.

masing-mazing

Datz rasic gini Semester 2 (September) perkotaan dan
perdezasn masing-masing proving didapatkan dari Badan
Pusat Statistik .zo.id/id/statistics-
table/2/0Tg i-dan-

daerah himl}.

m

==/ gini-ratio-menumnit.

Infrastruktur TIE (JOT
infrastructure)

Rata-rata dari empat sub-data

berikut:

1. Perzentase Fumah Tangga
vang Memililn Menguasai
Telepon Seluler Menurut
Provinsi dan Klasifikasi
Daerah.

2. Persentase Pumsh Tangga
vang MemililiMenguasai
Telepon  Tetap Kabel
Memmut  Provinsi  dan
Klasifikasi Daerah.

3. Perzentaze Rumsh Tangga
vang Pemah Mengakses

® Data talum 20235 diproyeksikan dengan CAGE 2022-2024.
Untuk: provinel pemekaran bern menggunakan data talun
tersedia terakhir. Persentase Pumah Tangga vyang
MemilikiMenguasal Telepon Seluler Menurut Provins
dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat
Statistik (https:/worw. bps.go.id id/statistics-

table 2 MelxIzI=/perzentaze-mumah-tangs

-yang-

memiliki-mensuasai--telepon-seluler-memmit-provinsi-
dan-klasifikasi-dzerah himl).

& Data talum 20235 diproyeksikan dengan CAGE 2022-2024.
Untuk provinsl pemekaran baru menggunakan data talum
tersedia  terakhir. Persentase Fumah Tangga yang
MemilikiMenguasal Telepon Tetap Kabel MMemurut
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Lampiran

Internet dalam 3 Bulan
Tearakhir Blemurnt
Provinz dan Elazifikasi
Drasrzh.

4. Persentaze Penduduk Tsia
5 Tahun ke Atas yang

Pemzh Mengakszes
Interpet dalam 3 Bulan
Tarakhir Blemarnt

Provinzi dan Elazifikasi
Draerzh.

Provinsi dan Klasifikasi Daersh didzpatkan dari Badan
Puzat Statiztik 2/ bips. =0, id/id ‘'statistics-
tz2ble LB TExTz]=/persantzze-nunah-tan g g3-yane-
memiliki-menznasai-—t on-tetap-kabel-memunt-
rovinsi-dan-klasifikasi-daerah html).

Drata tahum 20215 diproyveksikan dengan CAGER 2022-2024.
Untuk provinsi pemekaran bam menggunzkan data tahon
tersedia terakhir. Persentaze Fumsh Tanggs vang Pernah
hMengalzes Imternet dalam 3 Bulan Terakhir Asmrut
Provinsi dan Klasifikasi Daersh didzpatkan dari Badan
Puzat Statiztik 2wy bps. =o. id/id ‘statistics-
tzble T D Izkdlz]= persentzse-rumah-fanggs-yane-parnah-
mengalczes-internet-dalam-3-lan-terakhir-memont-
provinsi-dan-klasifikasi-dasrsh himl).

Drata tahum 20215 diproyveksikan dengan CAGER 2022-2024.
Untuk provinsi pemekaran bam menggunzkan data tahon
tersedia terakhir Persentase Pendoduk Usia 5 Tahun ke
Ataz vang Pemah Miemgzbzes Intermet dzlarm 3 Eulan
Terakhir Miemuwmt Provinsi dan Elasifikasi Daerzh
didzpatican dari Badan Puzat Statistik
-y bps. go.id id statistics -

tz2ble T HDA TTzl=/persentage-penduduk-usis-5-tahm-ke-
gtas-yvanz-pernah-menzaksos-internet-dalam-3-balan-
terakhir-mermimut-provinsi-dan-kla=ifikasi-daerah himl}.

Edukasi (Education)

Angkz Partisipasi  Kaszar
(APE) permumar  tngzi
mamut provinsd.

Dizta Angka Partisipasi Fazsar (APE) perguruan tinggi
marmrut provinsl didapatian dari Badan Pusat Statistk
(https = warw. bps.go.id id/statistics-

table 2

perEuriEn-fing s -pi-rmenurnt-provined. iml).

Inovasi (Mnnovation)

Milai  dari Pilar 12:
Eapabilitas Inowvasi  dalam
komponen Ekoszistem Inovasi
di Indeks Diaya Szing Diasrah
{IDED).

Diatz Pilar 12: Eapabilitzs Inovasi didapatkan dari Badan
Fizet dam Mazional {BRIM),
hitws:brin zo.id 'drid pase ndeks- -dzerah

Inowvasi

Sumiber: Notre Dame Global Adaptation Initerive, 20204, Adijmee (Jui 2025); dan Penuiis.
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Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute.
Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019.
Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA
Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEP), dan Koordinator Himpunan
Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HIMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa
(BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy
Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti
energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa
pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan
minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan
keberlanjutan.
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THE € NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TIl) adalah lembaga
penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh
sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Tll merupakan lembaga yang
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah
dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

Tl bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada
debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil
kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi Tll adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi kebebasan, hak
asasi manusia, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

Misi Tll adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan
nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan,
kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan
publik di Indonesia.

Tl juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TIl memiliki posisi
mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi
bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam
rangka mencapai visi dan misi Tll antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan
advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik,
pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan
(Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa
Inggris), forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum), kajian kebijakan tengah tahun
(Policy Assessment), diskusi daring berkala (Policy Talks dan Initiative!), podcast
Ngobrol Kebijakan (Ngobi), konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan
(Indonesia Report).
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	Ringkasan Eksekutif
	Kajian “Policy Assessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini berusaha menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) menggunakan data terakhir tahun 2025; menganalisis perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026, melihat perkembangan komitmen terkait iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, serta memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.
	Kajian ini mencatat bahwa bahwa kebebasan ekonomi sangat penting dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi. Hal ini utamanya sangat diperlihatkan oleh provinsi-provinsi di klaster Tinggi yang dianalisis, yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun demikian, masih terdapat kendala kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya terkait dengan sinergi penanggulangan bencana dan pemulihan pascabencana banjir di Provinsi Aceh melalui percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
	Selain itu, kajian ini juga menemukan kesenjangan yang besar terkait kesiapan dan ketahanan iklim antara provinsi di klaster Tinggi dengan provinsi di klaster Sedang dan klaster Rendah karena skor kesiapan iklim sangat menentukan peringkat ND-GAIN. Hal ini terlihat dari korelasi positif yang sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi,  dapat lebih bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk memberikan respons yang lebih efisien.
	Temuan lainnya adalah masih adanya permasalahan yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan ekonomi masih terjadi di provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, di mana masih terdapat penyalahgunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS), serta tidak mematuhi kepatuhan untuk mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara benar. Di Provinsi Sulawesi Utara,  masih terdapat tantangan berupa korupsi dan kualitas regulasi yang masih perlu diperbaiki. Korupsi mengakibatkan biaya transaksi tinggi dan inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang berpotensi mendukung transisi energi dan adaptasi iklim.

	Ringkasan Eksekutif
	Beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penanganan iklim, hingga pertengahan tahun 2026, serta merujuk pada konsep yang digunakan dalam kajian ini (eksternalitas, kebebasan ekonomi, ND-GAIN), dapat dikatakan bahwa kebijakan terkait iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK)) telah didasarkan pada teori ekonomi lingkungan yang tepat, terutama dari sisi menginternalisasi eksternalitas negatif bagi pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk menjalankan dan mengimplementasikan komitmen tersebut karena beberapa komitmen iklim Presiden Prabowo Subianto ditenggarai masih lemah.
	Selain itu, implementasi komitmen dan kebijakan terkait iklim di atas menghadapi risiko politik-ekonomi, besarnya kebutuhan pendanaan, dan kritik atas inkonsistensi dengan beberapa proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan eksternalitas negatif. Krisis geopolitik global dan konflik yang terjadi memperbesar ketidakpastian komitmen global akan pendanaan dan akses teknologi hijau, serta mengganggu komitmen Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut menambah urgensi penguatan kapasitas domestik untuk adaptasi dan mitigasi iklim.
	Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan beberapa hal penting masing-masing bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk pemerintah pusat: 1) mengintegrasikan dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola yang baik, ke dalam kerangka evaluasi kesiapan iklim pemerintah daerah; 2) bekerja sama dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang ada melalui mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan mengikat; 3) mendesain ulang struktur denda pelanggaran kepengurusan AMDAL agar biaya ketidakpatuhan secara konsisten melampaui biaya kepatuhan; 4) memperbaiki dan memperbarui sistem OSS agar izin usaha tidak dapat disalahgunakan dan sistem OSS nantinya juga harus dapat melihat dokumen lingkungan, termasuk AMDAL, sudah dinyatakan lengkap, sah, dan sesuai ketentuan; 5) menjembatani kerangka ekonomi lingkungan yang tepat guna memperkecil kesenjangan antara komitmen dengan implementasi, serta 6) memperkuat integrasi dan kolaborasi multipihak dalam percepatan pembangunan kapasitas domestik melalui riset dan pengembangan teknologi adaptasi iklim, memperkuat pasar karbon dalam negeri, serta membangun cadangan fiskal iklim yang dapat diakses secara cepat ketika komitmen internasional terganggu seperti yang terjadi saat ini.

	Ringkasan Eksekutif
	Untuk pemerintah daerah: 1) bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, melakukan audit regulasi dan kualitas regulasi secara berkala agar dapat mengindentifikasi permasalahan dan hambatan tata kelola, lingkungan usaha, serta melakukan evaluasi perbaikan kapasitas adaptif iklim; 2) mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengelola ketegangan kewenangan antara pusat dan daerah yang kerap menghambat implementasi kebijakan iklim di lapangan, serta proaktif mendorong komunikasi efektif dengan pemerintah pusat jika masih ada ketidakjelasan, termasuk melalui rapat koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait, agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kebijakan yang merugikan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di daerah; 3) mengintegrasikan estimasi kerugian ekonomi-sosial-lingkungan jangka menengah-panjang akibat degradasi ekosistem ke dalam basis perhitungan denda, serta tidak pandang bulu untuk menggunakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah kepada investor atau pengusaha nakal; 4) membangun koordinasi terintegrasi, cepat, dan efisien dalam memverifikasi kesesuai dokumen lingkungan yang diajukan dan didaftarkan dalam sistem OSS; 5) walaupun koordinasi bersifat top-down, pemerintah daerah juga perlu memposisikan diri tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan iklim nasional, tetapi juga mengimplementasikan komitmen tersebut ke dalam instrumen perencanaan daerah yang operasional, terukur, berpartisipasi bermakna agar seluruh masyarakat lokal, terutama kelompok rentan, dapat mengetahui manfaat, tantangan, dan dampak dari kebijakan/komitmen tersebut, serta 6) mengembangkan sumber pembiayaan iklim strategis yang berakar pada ekonomi daerah. Misalnya, melalui pengembangan skema pembiayaan campuran yang melibatkan lembaga intermediasi keuangan daerah dan pelaku usaha lokal. Hal ini dikarenakan sudah banyak pelaku usaha lokal yang memiliki perspektif maupun mengimplementasi praktik berkelanjutan.
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	Daftar Singkatan
	Daftar Singkatan
	Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia
	Putu Rusta Adijaya
	Abstrak
	Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ekonomi, dan indeks ND-GAIN sebagai pisau analisis utama. Kajian ini menemukan bahwa kebebasan ekonomi; yang mencakup kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik; merupakan faktor determinan dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim provinsi, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja provinsi-provinsi di klaster Tinggi (Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Aceh, dan Kalimantan Barat), dengan korelasi positif yang sangat kuat antara skor kesiapan iklim dan nilai indeks ND-GAIN (r = 0,981).
	Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi berbagai kegagalan institusional yang menghambat ketahanan iklim, mulai dari penyalahgunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengabaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, hingga praktik korupsi dan inkonsistensi regulasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, kebijakan iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Second Nationally Determined Contribution(SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), meskipun telah didasarkan pada kerangka internalisasi eksternalitas negatif yang tepat secara teoritis, masih menghadapi kesenjangan implementasi yang diperparah oleh ketidakpastian pendanaan iklim global akibat krisis geopolitik. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini juga memberikan merekomendasikan masing-masing bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
	Kata kunci: ND-GAIN, kesiapan iklim, kerentanan iklim, kebebasan ekonomi, eksternalitas, kebijakan iklim Indonesia, Prabowo Subianto
	Latar Belakang
	Dikarenakan banyak analisis yang menjelaskan bagaimana dinamika geopolitik memperparah perubahan iklim, seperti mempersulit kemampuan negara rentan iklim, terutama negara berpendapatan rendah, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam adaptasi dan mitigasi iklim (Khatun, 4 Maret 2025), kajian “Policy Asessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembanganbeberapa provinsi yang dinilai terkait iklim, serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026.
	Hal ini didorong oleh banyak permasalahan dan konflik, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim, terjadi di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali di Indonesia menjelang dan sejak menginjak tahun 2026.



	Sebagai contoh, konflik Amerika Serikat (AS) dan Venezuela pada bulan Januari 2026 yang lalu, tidak hanya berkaitan dengan hegemoni atau kontrol atas sumber daya alam Venezuela, tetapi juga memiliki dampak pada komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia. Adijaya (Januari, 2026) menilai bahwa dengan AS yang semakin berfokus ke energi fosil, komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh Indonesia, yang sudah dicanangkan dalam beberapa komitmen termasuk Second Nationally Determined Contribution (SNDC), akan semakin sulit untuk tercapai.
	Dalam konflik yang lain, yaitu Perang AS-Israel dengan Iran, juga memberikan implikasi mengerikan dari sisi nilai emisi karbon yang dikeluarkan. Para analisis dalam theguardian.com (21 Maret 2026) mengatakan bahwa emisi karbon yang dihasilkan pada dua minggu pertama konflik ini adalah lebih dari 5,05 juta tCO2e, setara 131 juta tCO2e dalam kurun setahun, yang mana sama dengan total emisi 84 negara yang menghasilkan emisi terendah atau negara berskala menengah yang secara intensif menggunakan bahan bakar fosil, misalnya Kuwait. Sebagai perbandingan, invasi Rusia ke Ukraina telah menghasilkan 311 juta tCO2e dalam waktu lima tahun (earth.org, 24 Maret 2026). Tidak hanya emisi, perang AS-Israel dengan Iran ini juga mengancam keberlanjutan berbagai sektor, seperti pertanian, air, kesehatan, kerusakan lingkungan dalam beberapa dekade ke depan akibat dihasilkannya berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun, logam berat, dan polutan lainnya (euronews.com, 26 Maret 2026).
	Dikarenakan perubahan iklim bersifat lintas batas (transboundary), emisi yang dihasilkan oleh konflik geopolitik dunia, baik dalam skala besar maupun skala kecil, juga dapat memperparah kondisi perubahan iklim (Block et al., 2025), seperti bencana hidrometeorologi yang saat ini terjadi dengan frekuensi tinggi di Indonesia. Contohnya, pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu, terjadi bencana alam banjir dan longsor bersakala besar di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan kerugian sangat besar besar dari sisi ekonomi (contoh: runtuhnya infrastruktur penting) dan sosial (contoh: kehilangan nyawa manusia). Bencana tersebut adalah salah satu contoh bencana terkait iklim parah yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
	Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/, akses 5 April 2026), dampak bencana banjir dan longsor tersebut adalah 1.207 korban jiwa, 138 jiwa hilang, dan 3.999 kepala keluarga (KK) mengungsi. Bencana tersebut terjadi di 53 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, bencana alam hebat tersebut merusak 301.012 rumah dengan rincian 58.505 rumah rusak berat, 66.785 rumah rusak sedang, dan 175.722 rumah rusak ringan. Banyak fasilitas dan infrastruktur juga terdampak dan rusak, antara lain 215 fasilitas kesehatan, 4.922 fasilitas pendidikan, 813 rumah ibadah, 860 jembatan, dan 2.165 jalan.
	Secara ekonomi, bencana banjir dan longsor tersebut memberikan kerugian yang besar. Menurut situs Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis BMKG (15 Desember 2025), kerugian ekonomi bencana ini diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun.
	Dilansir dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara (8 Desember 2025), Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengestimasi kerugian bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp9,98 triliun. Dalam nasional.kompas.com (15 Januari 2026), Bobby mengatakan kerugian bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara mencapai Rp17,4 triliun dengan kebutuhan Rp69,47 triliun untuk biaya pemulihan atau restorasi. Sementara, di Provinsi Aceh, kerugian ekonomi akibat bencana banjir dan longsor di November-Desember 2025 lalu ditaksir sebesar Rp1-2 triliun (acehprov.go.id, 22 Desember 2025; CELIOS, 1 Desember 2025), dan kerugian ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berkisar Rp33,5 triliun (metrotvnews.com, 16 Januari 2026). Walaupun terdapat disparitas dalam monetisasi kerugian tersebut, satu hal dapat dipastikan bahwa nilai kerugian akibat perubahan iklim sangatlah besar.
	Tidak hanya itu, persepsi masyarakat Indonesia terkait perubahan iklim juga semakin nyata. Berdasarkan survei Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur (Ipsos) dalam data.goodstats.id (21 Januari 2026), sebanyak 86% masyarakat Indonesia yang disurvei yakin bahwa jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sembilan persen menilai jumlah kejadian cuaca ekstrem tahun ini tidak akan lebih tinggi dari tahun 2025 dan sisa responden mengatakan tidak tahu/tidak menjawab. Ipsos menilai bahwa perspesi responden terkait hal ini tidak berubah sejak tahun 2024.
	Oleh karena itu, mengingat perubahan iklim semakin nyata, diperparah dengan krisis geopolitik dunia saat ini yang mana mengabaikan upaya adaptasi dan mitigasi iklim, serta persepsi masyarakat Indonesia akan peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 di atas, kajian “Policy Asessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim, serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026.
	Kajian ini juga menilik kebijakan dari aspek eksternalisasi dan kebebasan ekonomi dalam membahas topik ini lebih lanjut. Lebih jauh, kajian ini menjadi penting karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang lebih rentan terhadap iklim akan lebih besar terimbas dampak negatif dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang ‘kebal’ (invulnerable). Di samping itu, wilayah yang memiliki kesiapan iklim yang lebih siap; baik itu kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, dan kesiapan pemerintahan; memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik melalui pemanfaatan investasi yang didorong oleh lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya (Adijaya, Juli 2025).
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	Metode Penelitian
	Rasionalisasi Beberapa Sub Indikator Proksi yang Digunakan

	Adapun studi “Policy Assessment 2026” kali ini menghitung nilai indeks ND-GAIN untuk 38 provinsi, termasuk empat provinsi pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022; Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022, menggunakan data terakhir tahun 2025 dan menjelaskan perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026.
	Sebagai catatan, ada beberapa perubahan proksi data yang digunakan di “Policy Assessment 2026” dibandingkan “Policy Assessment 2025” oleh Adijaya (Juli 2025) untuk mengakomodir ketersediaan data seluruh provinsi. Walaupun demikian, kajian “Policy Assessment 2026” saat ini berusaha mengemulasi proksi data untuk 38 provinsi di Indonesia dengan mengikuti dari sub-sub indikator ND-GAIN yang ada. Misalnya, dalam sub-indikator Kesiapan Ekonomi (Economic Readiness), yang mana ND-GAIN menggunakan sub-sub indikator Doing Business Index, kajian sebelumnya menggunakan data ‘indeks persaingan usaha menurut provinsi’ yang datanya didapatkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
	Namun, karena ketersediaan datanya baru mencakup 34 provinsi, penulis mencari representasi proksi yang paling mendekati, yaitu rata-rata pilar-pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Adapun penjelasan komponen Pasar ini dapat dilihat di “Buku Indeks Daya Saing Daerah 2025” oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (2026).
	Selain itu, mayoritas proksi sub-sub indikator yang digunakan dalam kajian ini juga mengacu pada nalar wajar (common sense) dari ketersediaan sub-sub indikator ND-GAIN global. Tidak semua data proksi sub-sub indikator dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan data sub-sub indikator dalam ND-GAIN karena data yang digunakan ND-GAIN bersifat global. Walaupun demikian, proksi data yang digunakan tetap dipilih berdasarkan kesetaraan konsep dengan indikator ND-GAIN yang ada sehingga dapat merepresentasikan dimensi kesiapan dan kerentanan iklim yang hendak diukur. Lebih jauh, penggunaan variabel proksi merupakan pendekatan yang sahih dalam penyusunan indeks ketika data yang ideal tidak tersedia atau terbatas (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2008). Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pada jenis data yang digunakan, arah interpretasi dan makna dari proksi data yang digunakan masih tetap sejalan dengan kerangka konseptual ND-GAIN.
	Berdasarkan nilai indeks ND-GAIN dengan data terakhir tahun 2025, kajian ini juga akan menganalisis perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.
	Temuan dan Pembahasan
	Analisis Skor Indikator Kesiapan dan Kerentanan Iklim, serta Indeks ND-GAIN Provinsi di Indonesia dan Perkembangan Beberapa Provinsi Terkait Iklim Hingga Pertengahan Tahun 2026

	Jika dilihat secara statistik, terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN dalam Tabel 2, sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, dapat lebih bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk memberikan respons yang lebih efisien.
	Di sisi lain, korelasi negatif (-0,301) diperlihatkan antara skor indikator kerentanan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN. Hal ini dimaknai ketika skor indikator kerentanan iklim menurun, maka nilai indeks ND-GAIN akan meningkat, dan sebaliknya. Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024).
	Tabel 2 juga menunjukkan bahwa empat provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN tertinggi, yaitu Provinsi DK Jakarta (68,524, peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali (67,008, peringkat 3), dan Provinsi Banten (66,089, peringkat 4), memiliki skor indikator kesiapan iklim yang tinggi, yaitu di atas 0,70. Di samping itu, jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN 2023 dalam Adijaya (Juli 2025), ada tiga provinsi yang masih berada pada posisi yang sama, yaitu Provinsi DK Jakarta (peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (peringkat 2), dan Provinsi Sulawesi Selatan (peringkat 29). Layaknya sebuah peringkat, beberapa provinsi memperlihatkan kenaikan peringkat indeks ND-GAIN. Misalnya, Provinsi Bali yang naik 7 peringkat, dan beberapa provinsi menunjukkan penurunan.[4]
	Jika nilai indeks ND-GAIN di Tabel 2 dibagi berdasarkan klaster, yaitu nilai indeks ≥60 adalah klaster Tinggi, nilai indeks 50-59 adalah klaster Sedang, dan nilai indeks <50 adalah klaster Rendah, bukan kebetulan jika provinsi di Pulau Jawa-Bali mendominasi klaster Tinggi ini seperti yang dapat dilihat di Grafik 1. Adapun provinsi dalam klaster Tinggi tersebut antara lain Provinsi DK Jakarta (68,524, peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali (67,008, peringkat 3), Provinsi Banten (66,089, peringkat 4), Provinsi Jawa Tengah (61,314, peringkat 5), Provinsi Jawa Timur (61,188, peringkat 6), Provinsi Aceh (61,184, peringkat 7), Provinsi Jawa Barat (60,170, peringkat 8), dan Provinsi Kalimantan Barat (60,019, peringkat 9).
	Provinsi di klaster Tinggi ini menunjukkan bahwa kesiapan iklim, atau kapasitas adaptif, ditentukan oleh baiknya struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta baiknya kualitas pendidikan (yang notabene adalah salah satu sub-sub indikator dari subindikator Kesiapan Sosial). Hal tersebut juga sejalan dengan temuan dan argumen Brooks, Adger, dan Kelly (2005), di mana kemampuan adaptasi suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, akan meningkat seiring dengan mengatasi permasalahan terkait pendidikan dan tata kelola. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa penguatan unsur-unsur tersebut, termasuk upaya khusus dan implementasi teknologi, harus ditargetkan pada daerah, kelompok dan sektor terdampak, serta ditentukan dalam konteks lokal yang relevan.
	Provinsi di klaster Tinggi ini juga sebagian besar telah mendapatkan manfaat ekonomi aglomerasi. Dengan adanya ekonomi aglomerasi, wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi, modal manusia, dan kelembagaan di Indonesia. Menurut Adijaya (Mei 2026), ekonomi aglomerasi didasarkan oleh beberapa hal, seperti dekatnya wilayah tersebut dengan pasar atau sumber input barang/jasa; dekatnya wilayah tersebut dengan tenaga kerja, sehingga memudahkan perusahaan mendapatkan pekerja terampil, dan wilayah tersebut memiliki atau berbagi infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan koneksi internet. Dalam klaster Tinggi, skor indikator kesiapan iklim yang tinggi (0,612-0,776) dicerminkan oleh tiga keunggulan utama.
	Keunggulan utama pertama adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan ekonomi yang sangat baik yang diproksi dengan rata-rata dari pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).[5] Dengan adanya kesiapan ekonomi yang baik, suatu wilayah dapat mendapatkan dan menggunakan investasi untuk abatement technologies dan opsi berkelanjutan lainnya untuk mengurangi kerentanan terhadap iklim (Sarkodie, Ahmed, & Owusu, 2022). Selain itu, melalui Green Climate Fund yang telah disalurkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPDLH) ke 15 provinsi (kemenlh.go.id, 7 Agustus 2025); yang notabene juga diterima oleh beberapa provinsi di klaster Tinggi ini, akan menciptakan sebuah ‘virtuous cycle’, provinsi klaster Tinggi yang sudah siap secara ekonomi akan semakin lebih siap dan semakin lebih mampu menggunakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan dana iklim dengan lebih optimal. Kesiapan ekonomi yang baik berkelindan dengan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.
	Kim dan Roberts (2026) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi adalah kunci untuk mencapai perekonomian industri yang menghargai layanan dan inovasi, hak milik, dan kemajuan dan pemulihan berkelanjutan terkait sumber daya manusia. Dengan demikian, kebebasan ekonomi akan bermuara pada produk yang lebih baik bagi masyarakat, masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, serta lapangan kerja yang lebih baik. Lebih jauh, dengan adanya inovasi dan solusi praktis, kebebasan ekonomi tidak hanya berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga penting dalam mendorong ketahanan dan kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim (Adijaya, Juli 2025).
	Loris dan Luse (2023) menjelaskan bagaimana kebebasan ekonomi dapat mendorong kapasitas adaptif atau kesiapan suatu wilayah untuk menghadapi krisis iklim. Ketika suatu wilayah memiliki perekonomian yang lebih bebas, mereka cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, kapasitas inovasi yang lebih besar, serta akses lebih terhadap teknologi maju; seperti teknologi hijau; yang mendukung kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan adanya sumber daya ekonomi yang tersedia, wilayah tersebut memungkinkan untuk membangun beberapa infrastruktur terkait ketahanan dan kesiapan iklim yang lebih tangguh, seperti tanggul, dinding penahan gelombang laut, dan berbagai fasilitas perlindungan lainnya yang berperan penting dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).
	Mereka juga menekankan bahwa kebebasan ekonomi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi yang mana dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim suatu wilayah melalui sistem peringatan dini, perangkat visualisasi cuaca, peta banjir terkini, pemodelan komputer, satelit, dan radar untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi bencana dengan lebih akurat. Begitu juga di sektor pertanian, wilayah dengan kebebasan ekonomi yang dimiliki dapat mendorong pengembangan varietas tanaman yang dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim sehingga memperkuat ketahanan pangan wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).
	Klaster Tinggi: Provinsi DK Jakarta

	Peringkat Provinsi DK Jakarta tidak berubah jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025). Hal ini dapat menunjukkan bahwa Provinsi DK Jakarta memiliki keunggulan komparatif, serta dapat dikatakan konsisten dan berkomitmen terkait kesiapan iklim yang bersifat struktural alih-alih temporal. Dari sisi kesiapan ekonomi, Provinsi DK Jakarta adalah provinsi yang sangat siap, yaitu bernilai 1. Sebagai pengingat, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan iklim provinsi tersebut. Provinsi ini dapat dikatakan telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.
	Misalnya, di pertengahan tahun 2026, Provinsi DK Jakarta adalah kontributor utama realisasi investasi Indonesia pada Triwulan-I tahun 2026, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas investasi di Jakarta dan perannya dalam mendukung kinerja investasi di Indonesia. Hal ini didukung oleh tetap stabilnya aktivitas investasi, ditambah kuatnya aktivitas bisnis yang kuat, membaiknya fasilitas investasi, dan kinerja positif di sektor utama mendorong hal tersebut (invest.jakarta.go.id, 25 Mei 2026). Berdasarkan situs yang sama, selama bulan Januari–Maret 2026, total realisasi investasi di Provinsi DK Jakarta mencapai Rp78,7 triliun atau sebesar 15,8% terhadap total realisasi investasi nasional.
	Dalam mendorong momentum tersebut, Pemerintah Provinsi DK Jakarta terus melakukan berbagai langkah strategis dan penting, seperti penguatan pengawasan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS), promosi investasi melalui Jakarta Investment Center, perbaikan iklim usaha, seperti penilaian subnasional B-READY Bank Dunia, serta peningkatan fasilitasi investasi sebagai komitmen Provinsi DK Jakarta dalam memperkuat ekosistem dan lingkungan investasi yang kondusif (invest.jakarta.go.id, 25 Mei 2026). Hal ini juga ditunjukkan lewat komitmen Pemerintah Provinsi DK Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, yang menyelenggarakan Jakarta Future Festival (5-7 Juni 2026) yang mengusung tema yang sangat relevan, yaitu “Navigating Resilience”. Tema tersebut dipilih untuk mendiskusikan, merespons, dan sebagai ruang partisipasi publik terkait tantangan yang dihadapi Provinsi DK Jakarta, seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, perumahan, tata kelola air, energi terbarukan, hingga upaya membangun kota yang lebih tangguh dan adaptif (jakarta.go.id, 3 Juni 2026).
	Lebih jauh, dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, untuk menarik, mengelola, dan menggunakan investasi tersebut, termasuk untuk adaptasi iklim. Aliran investasi yang besar ke Provinsi DK Jakarta tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini, tetapi juga memperkuat kapasitas Provinsi DK Jakarta dalam pembiayaan infrastruktur tahan iklim, teknologi hijau, dan program mitigasi iklim lainnya. Hal ini merupakan mekanisme transmisi penting antara kebebasan ekonomi dengan kesiapan dan ketahanan iklim, di mana ekosistem investasi yang sehat berpotensi menciptakan sumber daya ekonomi dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk adaptasi iklim.
	Selain kesiapan ekonomi, skor indikator kesiapan Provinsi DK Jakarta juga didukung oleh kesiapan pemerintahnya yang baik. Provinsi yang merupakan pusat ekonomi Indonesia ini telah mampu mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Pada awal bulan Februari 2026 yang lalu, Pemerintah Provinsi DK Jakarta, Kedutaan Besar Inggris, dan C40 Cities telah secara resmi menyelesaikan program Climate Action Implementation (CAI) yang didanai Pemerintah Inggris yang menandai pergeseran menuju integrasi penuh ketahanan iklim ke dalam infrastruktur jangka panjang Provinsi DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026). Kemitraan dari tahun 2022-2025 tersebut adalah kemitraan penting dalam membantu Provinsi DK Jakarta untuk mencapai tujuan pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan net-zero emission pada tahun 2050 (c40.org, 6 Februari 2026).
	Puncak acara serah terima portofolio Urban Climate Action Programme (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) dari Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, kepada Pramono Anung, Gubernur DK Jakarta adalah peresmian Peraturan Gubernur Provinsi DK Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung mengingat hampir 60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta dikontribusi oleh sektor bangunan. Peraturan ini menjadi momentum penting dalam kerangka hukum untuk menegakkan standar keberlanjutan di seluruh lingkungan binaan Provinsi DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026).
	Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Provinsi DK Jakarta berupaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif emisi GRK. Sektor bangunan sebagai penyumbang hampir 60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta merupakan sumber eksternalitas negatif yang signifikan di mana aktivitas konsumsi energi dan air di gedung-gedung, seperti perkantoran dan pencakar langit, membebankan biaya pada lingkungan dan masyarakat Jakarta yang tidak ditanggung langsung oleh pengguna gedung. Regulasi efisiensi energi dan air pada bangunan gedung merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk menginternalisasi eksternalitas negatif tersebut.
	Selain itu, meskipun Provinsi DK Jakarta memiliki nilai indeks ND-GAIN tertinggi, provinsi ini juga berhadapan dengan krisis iklim. Jakarta disebut sebagai kota yang paling rentan di dunia terhadap ancaman lingkungan (Environmental Risk Outlook, Nichols, 2021) di mana kurang lebih 95% wilayah pesisir Jakarta akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut (The World Bank Group & Asian Development Bank, 2021).  Dari perspektif eksternalitas, ancaman tenggelamnya pesisir Jakarta akibat kenaikan permukaan air laut dapat mencerminkan dampak terbesar dari eksternalitas negatif perubahan iklim global.
	Klaster Tinggi: Provinsi DI Yogyakarta

	Dalam teori ekonomi lingkungan, kondisi tersebut mencerminkan eksternalitas negatif, di mana aktivitas ekonomi, seperti pembangunan pariwisata di kawasan karst, menghasilkan biaya sosial dan lingkungan yang tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan dialihkan kepada masyarakat Provinsi DI Yogyakarta dan ekosistem yang ditunjukkan dalam kasus Kabupaten Gunungkidul dalam situs gunungkidulkab.go.id (30 April 2026). Degradasi cadangan air bawah tanah dan kerusakan bentang alam karst Gunungkidul adalah eksternalitas negatif yang bersifat kumulatif dan tidak dapat diubah. Sekali sistem lingkungan terganggu, maka pemulihannya akan membutuhkan biaya nonadministratif yang mahal. Oleh karena itu, tidak ayal jika investor lebih memilih membayar denda dibandingkan melakukan tindak pencegahan melalui pengurusan dokumen AMDAL karena biaya denda cenderung murah. Murahnya biaya tersebut karena harga yang sesungguhnya tidak tercermin yang mana tidak memasukkan biaya sosial riil dari kerusakan ekosistem yang ada (Reyes-García et al., 2025).
	Dari perspektif kebebasan ekonomi, paradoks yang muncul di Kabupaten Gunungkidul adalah cerminan dari permasalahan kelembagaan yang lebih dalam. Kebebasan ekonomi yang sehat mensyaratkan bukan hanya kemudahan dalam berusaha, tetapi juga kepastian hak milik, termasuk hak masyarakat atas sumber daya air dan lingkungan hidup yang sehat. Ketika sistem OSS digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban AMDAL, yang terjadi bukanlah liberalisasi ekonomi, melainkan privatisasi keuntungan. Kondisi ini justru melemahkan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi itu sendiri, karena lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan yang berintegritas dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ketidakpastian lingkungan yang ditimbulkan pada akhirnya akan mengurangi daya tarik investasi jangka panjang dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan.
	Walaupun demikian, skor kesiapan iklim yang tinggi di Provinsi DI Yogyakarta didorong oleh subindikator kesiapan pemerintahan dan sosial yang baik, dengan nilai masing-masing 0,867 dan 0,730. Dari subindikator sosial, di sub-sub indikator Edukasi yang diproksi dengan ‘Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi’ memperlihatkan nilai yang tinggi di Provinsi DI Yogyakarta (74,7%) yang lebih tinggi dibandingkan APK perguruan tinggi Provinsi DK Jakarta (41,78%). Menurut BPS (n.d.), APK perguruan tinggi adalah “perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (umur 19- 23 tahun)”.
	Klaster Tinggi: Provinsi Bali

	Menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Ketut Wica, dalam balipost.com (25 Februari 2026), baiknya daya saing Provinsi Bali secara keseluruhan tidak lepas dari upaya kerja kolektif lintas sektor, baiknya investasi, matangnya sumber daya manusia, serta kinerja pasar, baik secara makro dan tenaga kerja, yang optimal. Pada tahun 2026, provinsi yang dipimpin oleh I Wayan Koster ini pun telah menyiapkan peta jalan riset dan inovasi yang berorientasi keberlanjutan, kearifan loka, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali yang juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Selain itu, pemerintahan Provinsi Bali juga memiliki visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama (masyarakat) dan gumi (lingkungan) Bali yang sejahtera dan bahagia baik secara sekala dan niskala (balipost.com, 25 Februari 2026; disdikpora.baliprov.go.id, akses 20 Mei 2026).
	Dengan contoh Provinsi Bali, dari subindikator Kesiapan Pemerintah yang diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran, Provinsi Bali memiliki nilai yang sangat baik di sub-sub indikator ‘stabilitas politik dan non-kekerasan’ yang diproksi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); ‘pengendalian korupsi’ yang diproksi dengan Survei Penilaian Integritas (SPI); serta ‘kualitas regulasi’ yang diproksi dengan Pilar 1: Institusi IDSD dengan nilai masing-masing 0,968; 0,884; dan 0,928 atau sangat siap.
	Terkait dengan IDI, pada tahun 2025 dengan metode baru oleh BPS, Provinsi Bali memiliki IDI sebesar 88,73 atau berada di urutan kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan 89,79. Namun, makna angka IDI ini juga dipertanyakan, terutama mengingat beberapa kejadian yang mencederai prinsip demokrasi juga terjadi di Provinsi Bali, seperti pembubaran diskusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada saat acara World Water Forum ke-10 (nusabali.com, 6 November 2025), wartawan mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat saat meliput demonstrasi Agustus 2025 di Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali (aji.or.id, 1 September 2025), serta penangkapan dan kriminalisasi aktivis oleh puluhan masyarakat tidak berseragam yang mengaku dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Polda Bali (balebengong.id, 10 Januari 2026). Dilansir dari nusabali.com (6 November 2025), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, mengatakan bahwa secara statistik banyak indikator yang belum masuk dalam perhitungan IDI, yang mana IDI juga harus dapat mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurutnya, aktivitas politik lebih baik dilihat di tingkat kabupaten/kota daripada provinsi dan hal ini penting untuk direalisasikan dalam perhitungan IDI ke depannya.
	Dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi, kesiapan pemerintah, dan kesiapan sosial berfungsi sebagai faktor pendukung yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah merespons berbagai risiko lingkungan secara lebih efektif. Oleh karena itu, posisi Provinsi Bali yang relatif tinggi dalam indeks ND-GAIN mencerminkan kemampuan kelembagaan dan ekonomi yang kuat dalam mengubah sumber daya yang tersedia menjadi kapasitas adaptasi yang nyata. Hal ini penting mengingat Bali merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap berbagai risiko perubahan iklim yang juga memengaruhi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung utama perekonomian Provinsi Bali.
	Klaster Tinggi: Provinsi Aceh

	Dampak dari kekeringan akibat perubahan iklim tersebut berpotensi menghasilkan rantai eksternalitas negatif di sektor pertanian, yaitu penurunan produksi pangan yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, serta pendapatan petani. Alhasil, hal tersebut akan meningkatkan tekanan fiskal Provinsi Aceh akibat meningkatnya kebutuhan bantuan sosial. Biaya sosial dari eksternalitas semacam ini pada umumnya tidak tertangkap oleh pasar dan membutuhkan intervensi kebijakan publik yang terkoordinasi dan terintegrasi.
	Dari sisi kerentanan ekosistem, Provinsi Aceh juga mengalami kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak dari perubahan iklim, terutama cuaca panas dan angin kencang. Dilansir dari bbc.com (6 Juni 2026), kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mencapai 60 hingga 90 hektare. Selain di Kabupaten Nagan Raya, kebakaran dilaporkan juga terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Aceh Barat Daya.
	Kita juga tidak boleh melupakan bencana ekstrem terkait iklim di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu. Kembali lagi, walaupun Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat berada di 10 tertinggi nilai indeks ND-GAIN tahun 2025, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat juga berhadapan pada bahaya iklim yang sangat mengancam. Misalnya, bahaya terkait iklim di Provinsi Aceh adalah banjir, tanah longsor, erosi pantai, cuaca ekstrem, dan kekeringan yang terjadi setiap tahun (Sufri & Lassa, 2024), begitu juga di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pengingat, bencana banjir dan longsor provinsi-provinsi tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem dan Siklon Senyar yang semakin diperburuk oleh deforestasi (carbonethics.co, 30 Maret 2026). Di Provinsi Aceh, sebanyak 134.040 hektar lahan terdampak di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Akses terhadap informasi mitigasi yang terbatas juga mempersulit masyarakat untuk menanggapi bencana yang terjadi (carbonethics.co, 30 Maret 2026).
	Deforestasi merupakan contoh nyata dari eksternalitas negatif produksi yang bersifat kumulatif jika berlangsung terus menerus. Ketika keputusan alih fungsi lahan diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa melihat ‘efek tidak terlihat’ dari keputusan tersebut, maka akan menciptakan beban risiko bencana yang ditanggung oleh masyarakat Provinsi Aceh, terutama kelompok rentan, yang telihat pada bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 lalu. Dalam perspektif kebebasan ekonomi, belum adanya internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif yang ada di Provinsi Aceh dapat mencerminkan lemahnya penegakan hak kepemilikan atas sumber daya alam, terutama hak milik bagi masyarakat adat.
	Sebagai contoh, dalam kasus keadilan agraria, masyarakat adat di Aceh Besar sebenarnya telah memiliki mekanisme pengelolaan tanah adat yang berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan kolektif dan nilai-nilai spiritual. Namun, hal tersebut sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pengakuan administratif dari negara. Kebijakan pembangunan, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berbenturan dengan keberadaan tanah ada, serta masyarakat adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah mereka karena tidak ada sertifikasi formal atau pengakuan hukum atas status tanah tersebut (Novianti, 2024). Dengan kata lain, ketika ada penegakan hak kepemilikan yang kuat (yang notabene sudah dimiliki dan dipraktikkan sejak dulu oleh masyarakat adat Indonesia di seluruh daerah), maka internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif dapat dilakukan dengan efisien seperti yang diutarakan oleh Coase (1960).
	Terkait hak kepemilikan, secara empiris, Berry et al. (2022) menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa akan mendapatkan pembayaran yang setara ketika ada hak kepemilikan yang kuat. Sebaliknya ketika hak kepemilikan lemah, para pihak hanya mengganti biaya dan membagi surplus. Dengan demikian, tanpa adanya hak kepemilikan yang kuat, kewajiban pemerintah untuk berkonsultasi dengan pihak bersengketa mungkin masih menimbulkan ketidakpuasan karena adanya ketidakpantasan kompensasi (Berry et al., 2022).
	Lebih jauh, terkait kebijakan iklim di Provinsi Aceh, kita perlu mengapresiasi dan mendukung komitmen Provinsi Aceh dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang terpadu, berkelanjutan, dan transparan. Provinsi Aceh dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah resmi menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang yang mana menjadikan Provinsi Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat (kemitraan.or.id, 19 Mei 2026).
	Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkuat sinergi pemulihan pascabencana banjir di Provinsi Aceh melalui percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026). Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk memastikan kelancaran proses transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang tidak kalah penting, pertemuan tersebut juga membahas kendala kewenangan daerah dalam memperbaiki infrastruktur milik pemerintah pusat yang mengalami kerusakan di wilayah Provinsi Aceh, yang hanya dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, walaupun kerusakan infrastruktur milik pemerintah pusat bersifat ringan dan butuh penanganan segera (kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026).
	Klaster Tinggi: Provinsi Kalimantan Barat
	Klaster Sedang: Provinsi Sulawesi Utara
	Klaster Sedang: Provinsi Nusa Tenggara Timur

	Di samping itu, El Niño juga menyebabkan terganggunya musim tanam di banyak wilayah di Provinsi NTT. Misalnya, ketika musim hujan mundur akibat El Niño, petani menghadapi ketidakpastian situasi, seperti menanam terlalu cepat akan menghadapi risiko kekurangan air, dan menanam terlalu lambat berhadapan pada risiko berkurangnnya peluang panen yang baik (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026). Selain itu, wilayah di Provinsi NTT memiliki pola iklim yang cenderung kering sehingga bergantung pada datangnya hujan di waktu yang tepat. Jika musim hujan terlambat atau curah hujan turun jauh di bawah normal, dampaknya segera terasa di lahan pertanian (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026).
	Dalam konsep eksternalitas, El Niño yang diperparah oleh perubahan iklim yang mengganggu produktivitas padi dan jagung di Provinsi NTT merupakan bentuk eksternalitas negatif perubahan iklim, namun biaya dari terganggunya produktivitas padi dan jagung hanya ditanggung oleh para petani di Provinsi NTT sebagai pihak ketiga. Ketidakpastian musim tanam padi dan jagung yang dihadapi petani di Provinsi NTT, serta risiko kekurangan air bila menanam terlalu cepat dan risiko kehilangan peluang panen bila menanam terlalu lambat,  adalah bentuk nyata dari biaya sosial yang tidak terinternalisasi di pasar. Tanpa mekanisme koreksi eksternalitas yang memadai, beban biaya hanya akan dibayar oleh kelompok paling rentan, seperti konsumen dari kelas menengah bawah, serta petani itu sendiri. Kita harus dapat memikirkan ‘biaya yang tidak terlihat’ yang juga ditanggung oleh para petani, seperti biaya pupuk, biaya ketika tidak menanam atau terlambat menanam, biaya bagi para petani yang hanya bertumpu pada pertanian dan tidak memiliki pemasukan lain, dan biaya tidak terlihat lainnya.
	Dari perspektif kebebasan ekonomi dan ND-GAIN, kesiapan iklim Provinsi NTT yang hanya sebesar 0,594 tidak hanya memperlihatkan masih kurangnya kemampuan ekonomi atau fiskal Provinsi NTT (skor subindikator kesiapan ekonominya adalah 0,554), namun juga memperlihatkan masih terbatasnya ekosistem usaha untuk menyediakan solusi adaptif terkait iklim, terutama bagi sektor pertanian. Dalam sudut pandang kebebasan ekonomi dan iklim, prasyarat penting untuk meningkatkan ketahanan iklim Provinsi NTT secara berkelanjutan adalah dengan memperluas akses pasar dan mendorong inovasi dan teknologi terkait iklim, serta pembiayaan swasta bagi petani.
	Walaupun demikian, kita harus mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTT pada pertengahan tahun 2026 ini di mana mereka memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim untuk mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui berbagai sinergi di lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta mitra pembangunan (antaranews.com, 12 Mei 2026). Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa transisi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan dapat berhasil dengan ditopang oleh ekosistem lokal yang mencakup pembiayaan serta konektivitas antara ide, kapasitas, teknologi, pasar, dan investasi (antaranews.com, 12 Mei 2026).
	Klaster Sedang: Provinsi Maluku Utara
	Klaster Rendah: Provinsi Papua Pegunungan dan Pulau Papua

	Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi yang paling mengkhawatirkan dengan skor kesiapan hanya 0,109; atau terendah nasional; sekaligus memiliki kerentanan yang tinggi (0,512). Dari sisi kesiapan Provinsi Papua Pegunungan, nilai subindikator Kesiapan Ekonominya adalah 0,060; sementara nilai subindikator Kesiapan Pemerintahan dan Sosialnya masing-masing adalah 0,150 dan 0,119 atau belum siap. Dari sisi kerentanan, pendorong paling rentan adalah subindikator Air (0,778) dan subindikator Kesehatan (0,727) atau masih rentan.
	Dari subindikator Air, sub-subindikator ‘akses terhadap air minum yang dapat diandalkan’ yang diproksi dengan ‘persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen)’ memperlihatkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan masih sangat rentan. Pada tahun 2025, hanya 32,89% rumah tangga di Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, atau yang terendah secara nasional. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa tantangan besar yang dihadapi di Provinsi Papua Pegunungan adalah keterbatasan infrastruktur yang juga didorong dengan tantangan kondisi geografis.
	Dari sisi tantangan kondisi geografis, di mana Provinsi Papua Pegunungan memiliki topografi yang ekstrem dengan lembah curam dan perbukitan terjal berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur perairan, seperti jaringan pipa air dan distribusi air bersih. Selain itu, dengan belum berkembangnya infrastruktur air minum layak di Provinsi Papua Pegunungan, berpotensi mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang bergantung pada sumber mata air terbuka maupun air hujan. Jika perubahan iklim semakin terakselerasi, Provinsi Papua Pegunungan; dan provinsi lain yang belum memiliki infrastruktur air dan masih bergantung pada sumber mata air terbuka dan air hujan; akan semakin rentan, belum lagi ditambah kontaminasi yang muncul dari sumber mata air dan air hujan akibat perubahan iklim.
	Yang juga patut digarisbawahi adalah bahwa nilai indikator kerentanan provinsi-provinsi di Pulau Papua tersebut tidak selalu berada di atas rata-rata nilai indikator kerentanan nasional. Nilai indeks ND-GAIN yang sangat rendah utamanya didorong oleh sangat rendahnya indikator kesiapan iklim. Dalam hal ini, ditunjukkan bahwa masalah utama terkait kemampuan suatu wilayah untuk bertahan terhadap perubahan iklim adalah belum berkembangnya struktur ekonomi; kurangnya kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia; walaupun kondisi alam juga memengaruhi. Analisis di atas sejalan dengan argumen Adger (2006) yang menjelaskan terkait kerentanan iklim berdasarkan riset-riset terdahulu, seperti institusi dapat beradaptasi terhadap risiko lingkungan yang mana kelompok marginal akan dapat beradaptasi dan bertahan dengan adanya sumber daya dan kondisi (ekonomi-sosial-pemerintahan) yang baik, serta adanya keterkaitan antara risiko lingkungan, ekonomi-politik pembangunan, dan ketahanan sistem.
	Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, secara umum, analisis provinsi di klaster Tinggi, Sedang, dan Rendah tersebut menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan dan tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi, termasuk dalam mengatasi kondisi terkait eksternalitas negatif.
	Perkembangan Beberapa Komitmen Terkait Iklim di Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Hingga Pertengahan Tahun 2026

	Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai pidato komitmen pengurangan emisi GRK itu kontradiktif dengan upaya pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi nikel yang akan menghancurkan hutan di Sulawesi dan Maluku, food estate untuk pangan dan kebun tebu di Papua yang akan menghancurkan 1 juta hektar hutan, ataupun peningkatan hingga 100% biodiesel yang bersumber dari crude palm oil dan PLTU, baik on-grid, captive, ataupun co-firing (walhi.or.id, 14 November 2024).
	Kemudian, pada bulan November 2025, pemerintahan Presiden Prabowo juga mengikuti COP30 di Belém, Brasil, yang diwakili Utusan Khusus Presiden RI dan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Dalam COP30, Indonesia menegaskan Global Stocktake (GST) yang penting untuk diselesaikan sebagai dasar evaluasi kinerja kolektif dunia dalam menurunkan emisi (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025). Selain mendorong transparansi GST, Indonesia juga menggarisbawahi bahwa transisi energi yang menjadi penting dalam menutup kesenjangan emisi dan biaya transisi energi yang masih mahal bagi negara berkembang, sehingga diperlukan akses teknologi yang terjangkau dan dukungan pendanaan memadai (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025).
	Sebelum COP30, Pemerintah Indonesia juga telah menyerahkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) kepada The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai komitmen berkelanjutan Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi iklimnya. Dilansir dari transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025), beberapa perbedaan antara SNDC 2025 dengan Enhanced NDC (ENDC) 2022, antara lain:
	Pengurangan emisi dalam SNDC berbasiskan inventarisasi GRK pada 2019, yaitu 1.145.037 Gg CO2e, menggantikan Business-as-Usual (BAU) dengan tahun dasar 2010. Emisi ini disumbang oleh lima sektor yaitu energi, IPPU (Industrial Process and Production Use), limbah, pertanian, dan FOLU (Forest and other Land Use);
	Periode implementasi diperpanjang hingga tahun 2035 dengan dua skenario pertumbuhan ekonomi. SNDC memunculkan scenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement – Low (LCCP_L) dan Low Carbon Compatible with Paris Agreement – High (LCCP_H) yang menggantikan skenario Counter Measure 1 (CM1/tanpa syarat) dan Counter Measure 2 (CM2/bersyarat) yang sebelumnya terlampir dalam ENDC;
	Bentuk target SNDC berupa tingkat emisi absolut pada tahun 2030 dan 2035, berbeda dengan ENDC dalam bentuk persentase penurunan emisi tahun 2030 terhadap skenario BAU;
	Jenis GRK yang akan dikurangi mulai merambah CO2 (karbon dioksida), CH4 (metana), N2O (nitrogen dioksida), and HFCs (hidrofluorokarbon);
	SNDC memiliki basis kebijakan yang mengintegrasikan regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 842 Tahun 2024 mengenai Rencana Operasional agenda Zero Waste Zero Emission Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim; serta
	SNDC mempertimbangkan berbagai sektor dalam langkah adaptasi krisis iklim, seperti pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan bencana serta co-benefits dengan aksi mitigasi.
	Di sisi lain, transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025) juga menjelaskan beberapa kontroversi SNDC 2025, seperti target penurunan emisi yang tidak realistis; masih diutamakannya sektor kehutanan dan lahan sebagai tumpuan mitigasi utama; komitmen transisi energi berkeadilan yang masih normatif; masih ada penawaran solusi palsu, seperti penggunaan biofuel untuk mengurangi emisi sektor transportasi; belum ada langkah nyata penutupan PLTU batu bara dan penghentian insentif dan subsdi energi fosil, serta belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan SNDC tersebut.
	Selain itu, berdasarkan gaw-bariri.bmkg.go.id (26 November 2025), tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memenuhi komitmen dan ambisi iklim adalah masih bergantung secara dominan pada energi fosil, kapasitas data dan infrastrutkur observasi yang perlu peningkatan, serta kebijakan pemerintah pusat-daerah yang perlu disinkronisasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan implementasi dari hasil-hasil perundingan COP juga ditentukan oleh integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun peluang yang dapat diimplementasikan Indonesia dijabarkan dalam Tabel 3 di bawah ini.
	Di sisi lain, Indonesia justru mendapatkan penghargaan satir di COP30, yaitu “Fossil of The Day” oleh Climate Action Network International karena Indonesia dinilai sebagai contoh buruk negara berkembang karena dianggap mengikuti jejak negara-negara maju yang melibatkan para pelobi dari energi fosil dalam negosiasi iklim (dw.com, 19 November 2025).
	Selain komitmen internasional di atas, ada banyak kebijakan dan komitmen iklim nasional yang dihasilkan pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 15 September 2025. Secara sekilas, KEN 2025 terlihat ambisius dalam mendorong transisi energi terbarukan guna memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dan net zero emission pada tahun 2060. Misalnya, untuk memaksimalkan peran energi surya dalam bauran energi primer nasional yang optimal sebagai berikut:
	Pada tahun 2030 ditargetkan 1,3%-1,6%;
	Pada tahun 2040 meningkat ke 13,1%-16%;
	Pada tahun 2050 di rentang 23,3%-25,3%, dan
	Pada tahun 2060 antara 29,8%-32%.
	Di sisi lain, dari sisi batu bara, baurannya akan dikurangi sebesar:
	40,7%-41,6% pada tahun 2030;
	28,9%-31% pada tahun 2040;
	19,1%-20,9% pada tahun 2050; dan
	7,8%-11,9% pada tahun 2060.
	Dari teori ekonomi lingkungan, pengurangan bauran batu bara dalam energi primer nasional ini mencerminkan upaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari penggunaan batu bara melalui biaya sosial karbon (social cost of carbon) yang selama ini tidak terefleksi dalam harga pasar energi. Ketika biaya sosial karbon, yaitu biaya penambahan satu ton emisi CO2, tidak dimasukkan dalam harga pasar, maka ketika suatu agen ekonomi menghasilkan satu ton emisi CO2, mereka akan memberikan beban yang seharusnya ditanggung produsen kepada masyarakat dan generasi mendatang dalam bentuk kerugian ekonomi-sosial-lingkungan.
	Walaupun demikian, beberapa ahli mengkritik KEN 2025 karena dinilai komitmen percapatan transisi energi lebih lemah. Selain masih digunakannya batu bara, KEN juga menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang (mongabay.co.id, 13 Oktober 2025), seperti untuk ketenagalistrikan, industri, rumah tangga, dan transportasi sebagai pengantar transisi menuju pemanfaatan EBET yang lebih besar. Pemanfaatan gas bumi ditargetkan 12,9%-14,2% pada 2030; 16,7%-16,8% pada tahun 2040; 17,1%-17,3% pada 2050 dan 14,4%-15,4% pada 2060. Ketergantungan akan energi ini akan berisiko “mengunci infrastruktur gas, menghambat penetrasi energi terbarukan, memicu aset terlantar, dan melemahkan komitmen Indonesia sepenuhnya beralih ke energi bersih” (mongabay.co.id, 13 Oktober 2025).
	Kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Secara teori, kebijakan ini merupakan bentuk dan implementasi langsung dari instrumen berbasis pasar (market-based instrument) yang didorong dalam pengaplikasian ekonomi lingkungan dengan tujuan menginternalisasi eksternalitas negatif berupa emisi GRK melalui harga pada karbon.
	Kebijakan ini menegaskan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon (NEK) sepenuhnya berada di tangan Pemerintah walaupun kerja sama internasional tetap dilakukan (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Dilansir dari situs yang sama, ada tiga perubahan utama dalam peraturan ini, yaitu sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional; deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon yang terintegrasi dan lebih efisien; serta desentralisasi, pembagian peran antar Kementerian/Lembaga (K/L) dibuat lebih jelas dan akuntabel.
	Ketiga perubahan ini berpotensi untuk memitigasi tantangan dalam sistem perdagangan karbon, seperti rendahnya integritas kredit karbon, kurangnya kepercayaan akan ekosistem kredit karbon, serta lemahnya tata kelola di dalamnya. Sistem registri yang terintegrasi, misalnya, berperan penting untuk mengurangi biaya transaksi yang sering kali lebih mahal karena tidak ada pendataan dan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kredit karbon agar pendapatan dari kredit karbon dapat secara optimal digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sektor-sektor rendah emisi.
	Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis juga merupakan tujuan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional di mana masyarakat yang menjaga, memulihkan hutan akan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan terukur (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Skema ini sejalan dengan konsep Payment for Ecosystem Services (atau ada yang menyebut Payment for Environmental Services dengan akronim yang sama, PES), di mana pihak penyedia jasa lingkungan, misalnya jasa ekosistem, menerima kompensasi oleh pihak pengguna jasa atau pihak yang memperoleh manfaatnya (iied.org, akses 20 Mei 2026; Fripp, 2014). Hal ini penting dalam memberikan insentif yang nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat hutan adat, karena tanpa adanya insentif, maka tragedy of the commons, di mana individu dalam upaya memaksimalkan kepentingannya sendiri cenderung mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif yang ada (Hardin, 1968); akan semakin marak.
	Lebih jauh, kebijakan NEK juga berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas dan berintegritas tinggi, serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional yang mana diharapkan mendukung agenda iklim global, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Kualitas dan integritas kredit karbon adalah keharusan guna memitigasi bahaya moral (moral hazard), seperti greenwashing, agar tidak merusak keseluruhan sistem NEK yang sudah ada.
	Di sisi lain, terdapat kritik terhadap kebijakan NEK ini. Menurut Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) sekaligus Koordinator Penanganan Perubahan Iklim Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Padang, Nofiyendri Sudiar, dalam lestari.kompas.com (19 Oktober 2025), salah satu kritik yang muncul adalah terkait aspek keadilan iklim. Perpres ini belum memastikan adanya benefit sharing yang adil, yang jika tidak diatur dengan baik hanya akan membuat masyarakat lokal menjadi penonton dan tidak mendapatkan manfaat dari besarnya perputaran uang dari perdagangan karbon.
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